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tl. P. Diponegoro No.8B Telp. (0295) 69t194 Kode Pos 59212

REMBANG

RISALAH

RAPATPARIPURNA (I)
DPRD KABUPATEN REMBANG

TENTANG
RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG

TATIUN ANGGARAN 2O2A DAN
6 (ENAM) RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2OI9

I. JENIS RAPAT

U. SIFAT RAPAT

IIL ACARA RAPAT

1. Pembukaan;

Selasa

5 November 2019

10.00 wrB.

Gedung DPRD Kabupaten Rembang

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten

Rembang

Terbuka

Hari
Tanggal

Waktu

Tempat

2. Penjelasan Bupati atas Raperda

Rembang Tahun Anggaran 2020

APBD;

3. Penjelasan Pimpinan Komisi

P enye I en ggar aan Perp arkiran ;

4. Penutup.

tentang APBD Kabupaten

dan 5 (lima) Raperda Non

I atas Raperda tentang



IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : H. MAJID KAMTLMZ

2. Jabatan : Ketua DPRP Kabupaten Rembang

i

SEKRETARIS RAPAT .,

1. Nama : Drs. DRUPODO' NI.Si.

2. Jabatan : sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

v.

Vt. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan

2. Fraski Kebangkitan Bangsa

3. Fraksi Nasional Demokrat

4. Fraksi PDI Perjuangan

5. Fraksi Demokrat Hanura

6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera

Jumlah

VIL ANGGOTA YANG HADIR 
i

1. Fraksi Persatuan Pembangunan

2. Fraski Kebangkitan Bangsa

3. Fraksi Nasional Demokrat

4. Fraksi PDI Perjuangan

5. Fraksi Demokrat Hanura

6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera

Jumlah

VIIL ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan

2. Fraski Kebangkitan Bangsa

3. Fraksi Nasional Demokrat \

4. Fraksi PDI Perjuangan

5. Fraksi Demokrat Hanura

6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera

: 10 orang

: 8 orang

: 8 orang

: 6 orang

: 6 orang

:7 orang

45 orang

8 orang

8 orang

7 orang

2 orang

4 orang

4 orang

:32 orang

:2 orang

: - orang

: - orang

: 5 orang

:2 orang

: 3 orang

Jumlah : 13 orang



IX. JALANI\-YA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL MZ

LAGU INDONESIA RAYA

Asalamu' alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat : Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

yang kami hormati : Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Kabupaten Rembang;

Yang kami hormati : Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten

Rembang;

Yang kami hormati : Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, Staf Ahli

Bupati beserta Kepala Bagian dilingkungan

Setda Kabupaten Remb ang

Yang kami hormati : Kepala Organisasi Perangkat Daerah se

Kabupaten Rembang;

Yang kami hormati : Camat Se Kabupaten Rembang;

Yang kami hormati : Para undangan dan hadirin yang tidak dapat

kami sebut satu persatu.

Mengawali rapat paripurna, puji dan syukur senantiasa kita

panjatkan kehadirat Allah SWT, tirhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan

nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini Selasa tanggal 5

Novemb er 2019, kita dapat hadir untuk mengikuti Rapat Paripurna DPRD

Kabupaten Rembang dalam rangka membahas Raperda tentang APBD

Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 dan 6 ( enam ) Raperda Non

APBD Kabupaten Rembang Tahun2}l9, dalam keadaan sehat wal-afiat.



Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Amanat Pasal 114 ayat ( I ) huruf b Peraturan DPRD Nomor 1

Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menjelaskan

bahwa " Rapat Paripurna DPRD untuk menetapkan Peraturan Daerah

dan APBD dinyatakan memenuhi kuorum apabila rapat dihadiri oleh

paling sedikit 2/3 ( dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD ".

Adapun menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD

Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45

orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah

sebanyak 32 orang. Dengan demikian, kuorum rapat paripurna hari ini

telah terpenuhi.

Selanjutnya dengan mengu.cap "Bismillahirrohmaniruohim" tepat

pukul 11.45 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan

terbuka untuk umum.

( Ketuk palu 3 kali )

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Pembahasan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2020 sangat

erat hubungannya dengan RKPD Tahun 2020 serta KUA-PPAS Tahun

2020, dengan mengacu pada t 
,

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah; ",



e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 1; dan,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2020.

Pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun

Anggaran 2A20 ini adalah tindak lanjut atas disampaikannya Raperda

tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 oleh Bupati

kepada DPRD melalui surat Bupati nomor : 188.3/313412019 tanggal 31

Oktober 2}lg perihal pengiriman Raperda tentang APBD Kabupaten

Rembang Tahun Anggaran 2020. Dan pembahasan terhadap 6 ( enam )

Raperda Non APBD Kabupaten Rembang Tahun 2019 adalah tindak

lanjut atas disampaikannya surat Bupati nomor : 188.31285212019 tanggal

4 Oktober 2019 dan nomor : 188.3/343912029 tanggal 31 Oktober 2A79

perihal permohonan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah. Perlu kami

sampaikan bahwa, 6 ( enam ) Raperda Non APBD yang diajukan, terdiri

dari 5 (lima ) Raperda yang berasal dari Bupati Rembang dan 1 ( satu )

Raperda yang berasal dari DPRD Kabupaten Rembang. Lima Raperda

yang berasal dari Bupati meliputi :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang

Pembangunan Kawasan Perdes aan)

2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun

2An tentang Retribusi Jasa Umym,

3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Sekolah

Ramah Anak,



4.

5.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Rencana

Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Rembang Tahun

2018-2025, dan

Rancangan peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perusahaan

Umum Daerah Air Minum Tirta Banyumili Kabupaten Rembang.

Dan 1 (satu) Raperda yang berasal dari DPRD, yaitu Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten Rembang tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Raperda ini sebelumnya adalah usulan dari Komisi A DPRD yang

sekarang berganti nama menjadi Komisi I DPRD Kabupaten Rembang.

.

Peserta rapat dan hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya akan saya bacakan susunan acara dalam rapat paripurna

ini sebagaimana yang diagendakan oleh Badan Musyawarah bersama

TAPD Kabupaten Rembang pada rapat tanggal 1 November 2019 adalah

sebagai berikut :

l. Pembukaan;

2. Penjelasan Bupati atas Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang

Tahun Anggaran 2020 dan 5 (lima) Raperda Non APBD;

3. Penjelasan Pimpinan Komisi I atas Raperda tentang Penyelenggaraan

Perparkiran;

4. Penutup.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Marilah kita masuki acara kedua dalam rapat paripurna hari ini yaitu

" Penjelasan Bupati atas Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang

Tahun Anggaran 2020 dan 5 Qima) Raperda Non APBD ".



Kepada Saudara Bupati Rembang, waktu dan tempat dipersilahkan'

:_: PENJELASAN BUPATI ATAS RAPERDA APBD T.A. 2A2O

DAN 5 (LIMA) RAPERDA NON APBD:::

Terima kasih saudara Bupati atas penjelasannya.

D (penjelasan Bupati atas Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang

Tahun Anggaran 2020 dan 5 (lima) Raperda Non APBD terlampir )

Peserta rapat dan hadirin yang berbahagia,

Demikian tadi telah kita ikuti dan dengar bersama Penjelasan Bupati

atas Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020

maupun penjelasan terhadap 5 (lima) Raperda Non APBD Tahun 2019.

Selanjutnya marilah kita ikuti acara ketiga yaitu Penielasan

Pimpinan Komisi I atas Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Kepada Pimpinan Komisi I atau yang mewakili dipersilahkan.

::::: PENJELASAN KOMISI I ATAS RAPERDA:=:::

Terimakasih Saudara Mashadi, S.Pd.,M.M. atas penjelasannya.

Peny elenggaraan Perparkiran terlampir )

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Agenda pokok rapat paripurna telah kita lalui, maka selesai sudah

acara rapat pada hari ini. Kami atas nama pimpinan rapat mengucapkan

terimakasih atas perhatian dan kehadirannya, dan mohon maaf atas segala



kekurangan dalam pelaksan aan rapat' paripurna ini. Selesai rapat paripurna

ini, pada hari ini juga akan dilanjutkan dengan rapat Fraksi untuk

menyusun pandangan umum Fraksi terhadap Raperda tentang APBD

Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 maupun terhadap 5 (lima)

Raperda Non APBD Kabupaten Rembang. Kepada saudara Bupati, kami

mohon juga untuk mempersiapkan pendapatnya terhadap Raperda Inisiatif

DpRD yaitu Raperda tentang: Penyelenggaraan Perparkiran, untuk

disampaikan pada rapat paripurna kedua besuk pada hari Kamis tanggal 7

Novemb er 2019.

Akhirnya, dengan mengucap "Alhamdulillaahirobbil'alamiin 
6(

tepat pukul 12.35 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan

ditutup.

( Ketuk pulu 3 kali )

Sekian. Terima kasih.

Wass alamu' alaikum Wr. VW,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

fu-snwxnrARts,

Drs. DRUPODO. NI.Si.
Pembina Utama Muda

NrP. 19670421 199303 1 009

KETUA,



LAMPIRAN: RISALAH RAPAT PARIPURNA ( I ) DPRD

KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA

APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN

ANGGARAN 2020 DAN 6 (ENAM) RAPERDA NON

APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

LAMPIRAN III

LAMPIRAN TV

: Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD,

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah , OPD dan

Camat Se KabuPaten Rembang;

: Pengantar Nota Keuangan tentang Raperda

APBD Tahun Anggaran 2020;

: Penjelasan Bupati atas 5 (lima ) Raperda Non
APBD Tahun 20L9;

: Penjelasan Komisi Pengusul Raperda Inisiatif
DPRD Kabupaten Rembang atas Raperda
tentang P enye len ggar aal P erparkiran.



,l

DAFTAR HADIR

. RAPAT PARIPURNA(I) DPRDKABUPATENREMBANG

TERKAIT RAPERDAAPBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGAMN 2O2O DAN R,'IPERDA NON APBD
TAHUN 2019

HARI/TANGGAL : SELASA, 5 NOVEMBER 2019
PUKUL : IO.OO WIB

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN KET

1 2 3 4 5

FR,AKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN le

1 H. MAJID KAMIL MZ Ketua DPRDT,--.- \ tD:5
2 SUGIHARTO Anggota \rv_,., nDr w
3 H.M. MURSYID, S.T. nnggota \ 3

4 SUMARDI nffi \\ ?47Y
5 MUNTHOHID. S.H. Anggota ,/ I b-ruY 

^ 
/

o SULISTYO WETI ARIANI,S.H, Anggota o)k
7 SITI RIZQIYAH PUTRI DWIANI Anggota 7l €t+3 :

8 SUNARDI, S.Pd.I. Anggota
vt 

-Y"#
I I.{. SUPAOI Anggota

( r9

10 ABDUL ROUF Anggota 10ry
-/--

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN
BANGSA 4

11 H. BISRICHOLIL LAQOUF WAKiIKETUA DPRD 11 d n ,,/
12 MAHMUDI Anggota re -tf{-
13 ILYAS Anggota 13\ tt -\
14 NASIRUDIN, S.Si. Anggota ,U': u,/1ffi
15 JOKO SUWITO, S.E. Anggota ,u (\Kr{\ /
16 Drs. H. MUH. SUBAWOTO Anggota w ld"\I"K
17 SUPADI Anggota 17 tN \
18 HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd. Anggota 18 u/{

FRAKSIPARTAI NASIONAL
DEMOI(RtrTfNASDEM I

19 SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E. WakilKetua DPRD 19

20 SUSTIYONO Anggota r-
\zo \rK-

21 FRIDAIRIANI Anggota ,€Y ,7

22 YATIN ABDUL ZAENAL Anggota zzffi
23 ANDIKURNIAWAN Anggota zQ ry

24 KHAMID, S.E., Sy. Anggota 201 w
25 MASHADI, S.Pd, M.M. Anggota

26 SAHNINGSIH, S.E. Anggota 26 \A
7



I
FRAKSI PDI PERJUANGAN (\ I

27 RIDWAN, S.H. M.H. WakilKetua DPRD

28 JASMANI Anggota
1

29 DONNY KURNIAWAN, S,E, M.M. Anggota

30 WIDODO, S.H. Anggota i

31 ADIPURWOTO ;Anggota sr *NAr )D -
32 SUMARSIH hnggota \-q. lry

\l
FRAKSI DEMOKRAT HANURA I

33 H. GUNASIH, S.E l,nggota

34 ACHMAD ZAMHURI, S.H. Anggota >+At \t7
35 H. HARNO. S.E. Anggota 35 lH,N
36 MUGIYARTO, S.T. Anggota 36 ')Yrrfr
37 MOH NUR HASAN ,S.H.M,H. Anggota 97 (J" )

38 DUMADIYONO, S.H. Anggota 38

FRAKSI KARYA INDONESIA
SEJAHTERA

---.39 PUJISANTOSO, S.P, M.H. Anggota ffi\'
40 H.YUDIANTO, S.II. Anggota L -/, 40 H4}\,
41 WIWIN WINARTO, S.H. Anggota

42 AGUS SUTRISNO Anggota
*>z_fik

43 GHOFAR ISMAIL, S.Pd.I. Anggota 43 (4i
44 RABIS SWABIHANTORO Anggota

45 ANJAR KRISNIAWAN, S,T Anggota rc,//fl--

Keterangan:

1 t:gin
2 s: sakit

3 c:crti
4 DL : Dinas Luar



DAFTAR HADIR FORKOMPINDA
RAPAT PARIPURNA ( I ) DPRP KABI'PATEN REMBANG

TERI(AI'T RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG TAHTIN ANGGARAN 2O2O DAN RAPERDA
NON APBD TAHUN 2019

I{ARI/TANGGAL : SEII\SA,5 NOVEMBER 2019

PIJKUL :10,00WIB

NrP: .19670421 1993031 00e



DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA ( I ) DPRD KABUPATEN REMBANG

TERKAIT RAPERDA APBD KABUPATEN REMBAIIG TAHUN ANGGARAN 2O2O DAN
RAPERDA NON APBD TAHUN 2019

HARI/TANGGAL : SELASA,5 NOYEMBER 2019

PUKUL :10.00WIB

NO JABATAN NAMA TANDA TANGAN

I CAMAT REMBANG Kr,*? ,, W
2 CAMAT KALIORI 'l/ 2

3 EA.IIilAT.SIJMBER ftfln noti"d lt yf
4 OAMATSULANG I 4

5 CAMAT BULU t %r-
6 CAMAT PAMOTAN ftt , nc4*,
7 CAMAT GUNEM ( 7\

€v

8 SMAT SALE M '\ffi
9 CAMAT LASEM I'\ f] """";" , /4- /

r0 CAMAT PANCUR t*^)=.^*,4 ,o y/
ll CAMAT SEDAN l1

t2 CAMAT SLUKE

^. 

12

13 CAIJIATKRAGAN trw,p fr w I
t4 CAMAT SARANG

I
t4

.1""

DFRD I{AB. REI'{BAIIIO

70421 199303 1 009



. DAFTAR HADIR SKPD
RAPAT PARIPURNA( I } DPRD KABUPATEN REMBANG

TERKAIT RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGI\RAN 2O2O DAN RAPERDA NON APBD
TAHUN 2OI9

HARI/TANGGAL: SELASA, 5 NOVEMBER 2019

PUKUL : 1O.OO WIB

STAF AHLI BUPATI

STAF AHLI BUPATI

STAF AHLI BUPATI

SISTEN IISEKDA

STEN IIISEKDA

. ADM. PEMBANGUNAN

BAG. ADM. PEREKONOMIAN

l{rtnnc.r'v1a'

Orr.rnS KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA



NO BADAN/BAG/DI NAS/KANTOR NAMA JABATAN TANDATANGAN
I 2 3 4 5

34 DINAS LINGKUNGAN HIDUP nttr- BJ/'---:. ."., 34 z$^=
35 KANTOR KESBANGPOLI NMAS b66'To rr. s5 4 )1, ai'-
JO DINAS ARSIP & PERPUSTAI<AAN f.Aru4 /ra4 trur, \W
37 DINAS PMPTSP NAKER ,(tyl/fr gQ^D- 37<E-:
38 RSUD dr. R. SUTRASNO ,)fp.
39 SATPOL PP tr')ilklUt, tgl I ln<tI t.-

4o TIM PKK KAB, REMBANG 'l 40

41 PDAM 41 v

42 PERCETA}<AN DAERAH 42

43 PD. BANK PASAR 43

44 BANK JATENG CAB. REMBANG 44

45 BRI CAB. REMBANG 45

46 PD BPR BKK LASEM 46

47 PT.RBSJ 47

48 APOTIKDAERAH 48

49 MNTOR KEMENTRIAN AGAMA 49

50 DIPENDA PROPINSI 50

51 BPS KAB. REMBANG 51

52 TUMAH TAHANAN 52

53 ,ERHUTANI KPH MANTINGAN 53

54 PERHUTANI KPH KEBONHARJO 54

55 KANTOR PERHUTANISPH IV 55

56 KANTOR POS DAN GIRO 56

57 TELKOM REMBANG 57

58

59

PLN CAB. REIJIBANG
58

enWnsuu xRB. REMBANG 59

60 BPN KAB.REMBANG
60

61 KANTOR PAJAK 61

62 UP3AD (ASET DAERAH )
62

63 KANTOR PELABUHAN
63

't 64
M KETUA KPU KAB. REMBANG ;ffi]
65

SEKRETARIS KPU KAB.
REMBANG

t)&{,X \J -

66 I oo



i1
(i,

DPRD IGB. REMBANG

""1-1l1,ip'${
A,'.:\\.'. \ " --,..,ti.'.:\\'. \ '

'l('\
''i:;;... ts

."::,..

-,p;;i: gFllPo-D-9J!,l,gt

BADAN/BAG'DINAS/KANTOR I NAMA

BcAIO citrq P6,hnr i trnn

Iv'v' 'r!-' --

r..r *.,-'ttt[.. rgo7o421 199303 1 009



'I
\PENGANTAR

NOTA KEUANGAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

I{ABUPATEN REMBANG

TAHUN ANGGARAN

20.20



BUPATI REMBANG

i,

PENGANTAR NOTA KEUANGAN

nirlCnr'rcAN PERATURAN DAERAH

TE NTAN c nr.ri dhRAN- p er'r oeperAr'r DAN B E LANJ A DAERAH

KABUPATENREMBANGTAHUNANGGARAN2020

Assalamu'alaikum Wr. Wb'

Salam sejahtera untuk kita semua

Yangsayahormati,sdr'PimpinanDPRD'KetuaKomisi'Ketua
Fraksi dan segenaP anggota DPRD;

yang saya hormati, Rekan-rekd'n Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Kabupaten Rembang;

Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;

Sdr. Staff Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah'

Kepala Badan, Kepala Dinas' Kepala Kantor'

Kepala Bagian dan Camat di lingkungan

Pemerintah KabuPaten Rem'bang;

Yangsayahormati,sdr.PimpinanorganisasiProfesi,LSM,Rekan
Mediadantamuundanganyangberbahagia.

DenganrasasyukurkehadiratAllahSWT,kitadapatmenghadiri

rapatParipurnadalamrangkapenyampaianPengantarNotaKeuangan

RancanganPeraturanDaerahtentangAnggaranPendapatandan

Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran2020'

Yang saya hormati,

Yang saya hormati,



Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati'

Di kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan terima kasih

kepada Legislatif atas berbagai masukan yang telah diberikan selama

pembahasan Kebijakan Umum Anggaran ( KUA ) dan Prioritas dan

Plafon Anggaran sementara ( PPAS ) Tahun Anggaran 2O2O dan

\

akhirnya telah disepakati bersama dntara DPRD dengan Pemerintah

Daerah. lnsya Allah, apa yang kita usahakan bersama ini bermanfaat

bagi pembangunan daerah dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten

Rembang. 
;

Tujuan utama Rancangan AP,BD Tahun Anggaran 2020 adalah

Memperkuat Sinergitas Pembangunan lnfrastruktur dan Konektifitas

antar Wilayah untuk Pengembangan Potensi Wilayah, ,serta pemenuhan

Layanan pendidikan dan Kesehatan guna Penrvujudan Pemerintahan

yang Amanah.

Pembahasan RAPBD in: diharapkan tetap dalam rangka

peningkatan pelayanan publik iang berkualitas, efektif, akuntabel'

transparan dan partisipatif guna mewujudkan pemerintahan yang cepat

tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan, sesuai dengan

kebijakan pembangunan tahun 2A2O yang bertemakan "Pemberdayaan

dan Pengembafigan sDM Menuiu Masyarakat yang Berdaya saing'

lnovatifdanKreatif,,denganfokuspembangunanyaitu:



Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati'

Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RAPBD
)

Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 antara lain sebagai berikut :

1. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah' Dasar (SD) dan

Sekolah Menengah Pertama (SMP)

2. Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan

3. Pembangunan jalan dan jembatan

4. Rehabilitasi jaringan irigasi

5. Penyediaan sarana dan prasarana air bersih bagi masyarakat

6. Penataan lingkungan permukiman

7. Pembangunan/rehabilitasi Jalan Usaha Tani

8. sarana dan Prasarana pengelolaan persampahan

9. Pengelolaan TPI terPadu

10. Pembangunan Pasar

11. Pengembangan destinasi pariwisata

12. Progran Keluarga Berencana

l3.Peningkatanpenerapanteknologipertanian/perkebunan

14. Penanganan Stunting



RAPBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2O2O disusun

berdasarkan komitmen dan ketaatan Pemerintah Kabupaten Rembang

terhadap peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang

Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2O2q Perlu kami

sampaikan bahwa setelah disepakati KUA-PPAS Tah.un Anggara n 2O2O

terbit Surat Menteri Keuangan R.l Nomor S-702/MK.O712019 tentang

penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun

Anggaran ZO2O, Menindaklanjuti ketentuan dimaksud bahwa Pemerintah

Kabupaten Rembang wajib mencantumkan besaran alokasi (DAK dan

DID) pada RAPERDA tentang APBD Tahun Anggaran 2020,

llustrasi Penyesuaian adalah sebagai berikut :

Uralan KUA RAPBD
BERTAMBAH/
(BERKURANG)

348,457,764,000
PENDAPATAN t,543,295,489,705 L,89L,753,253,7O6

307,258,62L,706 307,258,627.,706DAfAT\I ACI I NAFRAI{

100,522,250,000 100,522,250,000oanianrtan gaiek l.)aerah

23,091,091800 23.051,081,000
Hasil Retribusi Daerah

10,840,309,000Hffing;Glaan KekaYaan Daerah
1n Rdn ?oq-ooo

fi2.A44.98].,,706ffi'mTffiapat'dn Asli Daerah Yang
:.,72,844,98L,706

- ^ rr r hF6rirD A[\lr:AN
252,075,555,000

966,570,456,000 1.118.545,021,000

(12,057,809,000)

Dana Transfer Umum

Dana Transfer Khusus

- DAK Fisik

866,570,455,000 RqA S12.647.000

264,133,374,OOO)6/.133.374,OO0

95,082,386,00095.082,386,000
169,050,988,000169,050,988,000



Uralan KUA RAPBD
BERTAMBAH/
(BERKURANG)

LAIN.LAIN PENDAPATAN DAERAH

YANG SAH 369,466,412,000 46s.848,511,000 96.382,199,000

Pendapatan Hibah s,000.000,000 5.000,000,000

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provlnsi dan

Pemerintah Daerah LainnYa 106,030,000,000 106,030,000,000

Dana Penvesuaian dan Otonomi Khusus 2s8.436.412.000 354,818,611,000 96,382,199,000

- Dana Desa 259,436,412,000 2.63,625,423,O00 5,189,011,000

. DID 91,193,188,000 91,193,188,000

BELANJA 7.,6L2,L27,847,762 1,957,585,6LL,762 345,457,764,000

BELANJATIDAK LANGSUNG 1.003.134.700,356 1.,L85,493,457,366 182,358,757,000

Belania Peeawai ss3.440.732,666 694,454,978,666 14t,0].4,246,O00

Belania Bunsa 1,631,632,000 1,631,632,000

Belania Hibah s8.690.875.000 82.801.375,000 24.110.500,000

Belania Bantuan Sosial 5,s74,720,OOO 8,4L9,720,OOO 3,045,000,000

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/

Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa 12,357,333,100 12,357,333,100

Belanja Bantuan Keuangan kePada

Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan

Pemrintah Desa 370,639,407,600 384,828,418,500 14,189,011,000

Belania Tidak Terduga 1,000,000,000 1,000,000,000

BELANJA LANGSUNG 508,993,147,396 | U2,9n,fia,*6 163,099,007,000

Belania Pegawai
184^314.322.8001 195,351,226,800 11,035,9O4,O0O

302.355,185,946 40,850,337,685
Belania Barang dan Jasa 26t,5O4,849,261

274,g85,740,650 L!!,2L1,765,315
Qalani: Iflndal 163,173,975,335

(68,832,358,056) (65,832,358,055) 3,O00,0oo,ooo
sURPLUS/ (DEFlSlr)



Uralan KUA RAPBD
BERTAMBAH/
(BERKURANG)

PEMBIAYAAN DAERAH

PEN ERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH L55,7O0,726,056 L55,7OO,726,056

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Anssaran Sebelumnva 75,7OO,726,056 75,700,726,Os6

Penerimaan Pinjaman Badan Layanan
umum Daerah 80,000,000,000 90,000,000,000

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 86,868,368,000

!:,

89,858,369,000 3,000,000,000
Penyertaan Modal (lnvestasl)
Pemerintah Daerah 3,000,000,000 6,000,000,000 3,000,000,000

Pembayaran Pokok Utang 83,868.368,000 83,868,368,000

PEMBIAYAAN NETTO 69,932,359,055 55.832.3s8.0s5 (3,000,000,000)

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN
TAHUN BERKENAN

Struktur Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten

Rembang Tahun Anggaran2020 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah 
: 

'

Kebijakan Penganggaran Pendapatan Daerah dalam RAPBD

Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 merupakan perkiraan

yang terukur secara rasional dan telah memiliki kepastian dasar

hukum penerimaannya.

Dalam nApAO Tahun Anggaran 2O2O Pendapatan Daerah

direncanakan mencapai Rp.1,89 Trilliun. Jumlah ini naik 1,597o dari

target pandapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun 2019

sebesar RP.1,86 Trilliun.



2.

Rencana Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran

2020 sebesar Rp.1,89 Trilliun terdiri dari Pendapatan Asli Daerah

(PAD) sebesar Rp.307 milyar, Dana Perimbangan sebesar 1,1 trilliun

dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.465 milyar.

Belanja Daerah 
l

Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan
pemerintahan konkuren yang menjadi kewenahgan daerah dan

pelaksanaan tugas organisasi 
' yang ditetapkan sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan
pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang.ditetapkan dengan

standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis

dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak

terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan

berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan

regional.

Dalam RAPBD Tahun Anggaran 2O2O ini Pemerintah Daerah

Kabupaten Rembang berupaya terus meningkatkan kualitas belanja

daerah secara menyeluruh. Total belanja daerah sebesar Rp'1'95

Trilliun, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp'1,18 Trilliun dan

Belanja Langsung sebesar Rp.768 Milyar'



Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33

Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran

2O2O untuk Bidang Pendidikan, Pemerintah Daerah secara

konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran fungsi

pendidikan 20% lebih dari belanja daerah. Dalam RAPBD

Kabupaten Rembang TA. 2O2A Belanja Bidang Pendidikan (Dinas

Pendidikan Pemuda dan Olah Raga) sebesar Rp.489 Milyar, atau

25,00o/o dari total Belanja Daerah.

,

Demikian juga untuk Bidang Kesehatan, Pemerintah Daerah

secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran

kesehatan minimal 1oo/o dari total belanja APBD diluar gaji. Dalam

RAPBD Kabupaten Rembang TA. 2020 Belanja Bidang Kesehatan

dianggarkan sebesar Rp.240 milyar atau 12,260/o dari total belanja

daerah diluar gaji.

,i
3. Pembiayaan Daerah :

Pengeluaran pembiayaan daerah dalam RAPBD TA 2O2O untuk

penyertaan modal Daerah sebesar Rp. 6 Milyar, pada PDAM



Berikut kami sampaikan ringkasan Rancangan PERDA

tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran2O2O :

Uralan Jumlah

i:65T.7$.25s.70ePENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Asli Daerah 307.258.621.706
Pendaoatan Paiak Daerah 100.522.250.000

" ht -as[ n elrih-rr s-i D--aenh"

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
_?_q, 

p l :t"., _0--8 
1 : -0-0 

0

10.840.309.000
Lain - lain Pendaoatan Asli Daerah vanq Sah 172.844.981.706

Dana Perimbangan 1.1 18.646.021.000
Dana Transfer Umum 854.512.647.040
Dana Transfer Khusus 264.133.374.000

Lain - lain Pendapatan Daerah vans Sah 465.848.611.000
Hibah s.000.000.000
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya 106.030.000.000
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 354.818.61 1.000
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah
Daerah Lainnya

BELANJA 1.957.585.611.762

Belanja Tidak Langsung 1.185.493.457.36b
Belania Peqawai 694.454.978.666
Belania Bunoa 1.631.632.000
Belania Hibah 82.801.375 000
Belania Bantuan Sosial---.;.--;.-;.,.r"-.,--
Betanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota
dan Pemerintah Desa
6 d I 

".je"'ffi 
tu ffiTA a ns a n Ci,dA;Ffovins i

Kabuoaten/Kota. Pemerintahan Desa dan Partai P,oltik

. . 
p,*1" 9. 7"?"9,_q-q_-0

.]'-t?1 
t33:loo

384.828.418.600

Be!_e nje"_rj$ ak rgrclggA 
" "-_.. -" -"

Belania Lan
B p-l g nj e "_F.-e"s ?w-?i"** "

Belenja F-Atang".*an_j3--s-.4 *--*;"
-B_qlanja*Modat *.. -*---.r:-.:=--:=-=:::-* sUm,slle q

c_Ejvt B IAyAA Njffi-3m 
"

P ;n ; iim;; ; ni3pi-aiastip3-e-n[_-.-*-*.- -

S ffi-Lebiii-P;ihitung an An g garan Tah un Angg aran

Pen;;im;in Piniaman BLUD--

- - "t * 9 99' o-0 9 :-0-0-u-

112-:isi.\5+.egG
j.05;3:5j.226,8oo
302.355.186.946
2i43as-.740:6so
(65:a3r;ii68:056i

--:-i_s5;r_iio

. 75.700.726.056
-*-80.ooo.60o.ooo



Penoeluaran Pembiavaan Daerah 89.868.368.000
Penvertaan Modal (lnvestasi) Pemerintah Daerah 6.000.000.000
Pembavaran Pokok U 83.868.368.000

PEMBIAYAAN NETTO 65.832.358.056
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun
Berkenaan

Hadirin Sidang Dewan yang Saya Hormati,

Demikian telah kami sampaikan Pengantar Nota Keuangan

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Rembang

Tahun Anggaran 2020, Saya berharap untuk segera dibahas secara

mendalam, obyektif dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang, bertaku, sehingga Rancangan Peraturan Daerah

tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2O2O ini dapat

ditetapkan sesuai tahapan penganggaran selanjutnya ditetapkan
i

menjadi Peraturan Daerah

Wassalamu'alaikum Wr' Wb.

Rembang, 31 Oktober 2019

10



BUPATI REMBANG
. PENJELASAN BUPATI REMBANG

TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH NON APBD

DALAM RAPAT PARIPURNA I

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

SELASA, 5 NOPEMBER 2019

Assalamualaikum warahmatullohi wabarokatuh.

Ykh. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Rembang;

Ykh. Wakil Bupati Rembang;

Ykh. Rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;

Ykh. Sekretaris Daerah Kabupatbn Renrbang;

Ykh. Staf Ahli Bupati, .Asisten Sekretaris Daerah;

Ykh. Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor
oe-Kabupaten Rembang;

Ykh. Kepala Bagian pada Setda Kabupaten Rembang;

Ykh" Camat se-Kabupaten Rembang; serta

Ykh. Para Hadirin sekalian yang berbahagia.



:

Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah

swT yang melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita

semua, semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk

melaksanakan tugas dan kewajiban kita, khususnya dalam

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Rembang.
'saudara pimpinan dan Anggota DPRD, serta

hadirin yang saya hormati;

Peraturan Daerah (perda) sebagai implementasi

kebijakan-kebijakan daerah sekaligt's dasar hokum

penyelenggaraan pemerintahan daerah harus senantiasa

menyesuaikan perkembangan peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi serta kondisi social masyarai"et' oleh karena

itu, berkaitan dengan adanya perubahan peraturan perundang-

undangan dinamika masyarakat Rembang, perlu dilakukan

pembentukan perda baru dan/gtau perubahan perda yang ada'

Dalam kesempatan rapat Paripurna kali ini kami

sampaikan 5 (lima) rancangan peraturan daerah (raperda)

untuk dilakukan pembahasan.

Kelima raperda tersebut adalah:

1. Raperda tentang Pembarlgunan Kawasan Perdesaan di

Kabupaten Rembang;

2. Raperda tentang Sekolah Ramah Anak;



3. Raperda tentang Rencana lnduk Pembangunan

KepariwisataanKabupatenRembangTahun2019-2026;

4. Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum

Tirta Banyumili Kabupaten Rembang;

5. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2A11 tentang

Retribusi Jasa umum;

Untuk lebih jelasnya akan kami uraikan masing-

masing raperda pada penjelasanberikut :

1. Raperda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan

di Kabupaten Rembang;

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang benrvenang untuk mengatur

dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan

dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan

Republik lndonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan ayat

(2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

menyebutkan bahwa pembangunan kawasan perdesaan

merupakan perpaduan pembangunan antar desa dalam 1

a
J



2.

(satu) kabupaten yang dilaksanakan dalam upaya

mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan,

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di

kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan

partisipatif

Dalam rang!<a mendukung terselenggaran)'a

pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan agar

dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan

kesejahteraan masyarakat perlu disusun pedoman bagi

perencanaan, pelaksanaan, pendayagunaan dan

pemanfaatan pembangunan kawasan perdesaan di

Kabupaten Rembang;

Raperda tentang Sekolah Ramah Anak

Perlu kita ketahui bersam a bahwa setiap anak

berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh

manfaat ilmu pengetahuan 'dan teknologi, seni dan

budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi

kesejahteraan umat manusia sebagaimana diamanatkan

dalam Undang-Unrlang Dasar Negara Republik lndonesia

Tahun 1945;

Untuk itu guna mewujudkan Sekolah Ramah

Anak diperlukan sekolah dan lingkungan yang ramah

anak.



3. Raperda tentang Rencana lnduk Pembangunan

Kepariwisataan Kabupaten Rembang Tahun 2019-

2026;

Agar terwujud objek daya tarik wisata yang
l

memiliki nilai jual dan dapat meningkatkan jumlah

kunjungan wisats, meningkatnya pendapatan asli daerah

pada umumnya dan pendapatan masyarakat sekitar objek

daia tarik wisata pada khususnya, maka perlu

mengemhangkan kepariwisataan yang berbasis budaya

dan kemasyarakatan, dengan tetap memperhatikan

kelestarian lingkungan serta memperluas lapangan kerja

dan kesempatan berusaha.

Dalam r angko meningkatkan kualitas pariwisata

yang handal dan professional perlu kerjasama dengan

pemangku kepentingan untuk peningkatan pengelolaan

objek daya tarik wisata dan budaya dan berkembarlgnya

seni dan budaya baik lokal maupun kontemporer.

Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum

Tirta Banyumili Kabupaten Rembang;

Berdasarkan ketentuan Pasal 331 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

5



KeduaatasUndang-UndangNomor23Tahun2014
tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 114 Peraturan

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2A17 tentang Badan Usaha

Milik Daerah, perlu membentuk perusahaan umum

daerah;

Perumda Air Minum Tir:ta Banyumili Kabupaten

Rembang datam melaksanakan usahanya berasaskan

demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kelestarian

dan keberlanjutan.

Perumda Air Minum Tirta Banyumili (abupaten

Rembang didirikan dengan maksud untuk memenuhi

kebutuhan air minum yang cukup darr berkualitas bagi

masyarakat, berperan serta dalam pembangunan daerah

serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

5. Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Retribusi Jasa Umum.

Materi Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah

Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Retribusi Jasa umum adalah terkait tarif retribusi kios, los,

pelataran, tempat MCK dan lahan parkir di kawasan pasar

telah mengalami peningkatan fasilitas sebagaimana diatur

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor



l2Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, untuk

menjaga keberlangsungan perawatan fasilitas pasar perlu

penyesuaian tarif retribusi.

Saudara Pimpinan dan DPRD, serta hadirin yang

saya hormati;

Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan

sebagai pengantar pengajuan raperda tentang Pembangunan

Kawasan Perdesaan di Kabupaten Rembang, Sekolah Ramah

Anak, Rencana lnduk Pembangunan Kepariwisataarr

Kabupaten Rembang Tahun 2019-2026, Perusahaan Umum

Daerah Air Minum Tirta Banyumili Kabupaten Rembang,

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang

Nomor 12 Tahun 2011 tentanj Retribusi Jasa Umum,pada

paripurna ini, selanjutnya mohon untuk dapat dibahas dan

mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk

dan bimbingan kepada kita semua Amin Ya Robbal' Alamin.

Sekian, terima kasih

Wassa a I a m u al a iku m wa ra h matu tloh i wab a rokatu h.

BUPATI REMBANG

q H.ABDUL HAFlDz, sPd.t





DEWAN PERWAKILAN RAKTAT DAERAH
I(ABUPATEN REMBANG

fr. P. Diponesoro *..ttJ$ 
*-r;ff 

eLLe4 Kode Pos sezaZ

RISALAH

RAPAT PARIPURNA ( II )
DPRD KABUPATEN REMBANG

TENTANG

RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG

TAHUN ANGGARAN 2O2O DAN

6 (ENAM) RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2OI9

Hari
Tanggal

Waktu

Tempat

: Kamis
: 7 November 2019

: 10.00 )VIB.

: Gedung DPRD Kabupaten Rembang

II.

ilI.

JEF{IS RAPAT : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten

Rembang

SIFAT RAPAT : Terbuka

ACARA RAPAT :

1. Pembukaan.

2. Penyampaian Pandangan LJmum Fraksi atas Raperda tentang

APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 dan 5 (lima)

Raperda Non APBD Kabupaten Rembang Tahun 2019;

3. Pendapat Bupati atas Raperda tentang Penyelen ggaruan

Perparkiran;

4. Skors untuk Penyusunan jawaban Bupati atas pandangan umum

Fraksi terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang



Tahun Anggaran 2020 dan 5 (lima) Raperda Non APBD

Kabupaten Rembang Taftun 2019; serta penyusunan jawaban

Fraksi atas pendapat :Bupati terhadap Raperda tentang

P enye I en ggar aan P erparkilan ;

5. Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda

tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 dan

Raperda Non APBD Kabupaten Rembang Tahun 2019;

6. Jawaban Fraksi atas pendapat Bupati terhadap Raperda tentang

P enye len ggar aan P erp arkiran ;

7. Pembentukan Panitia Khusus membahas 6 (enam) Raperda Non

APBD;

8. Skors ( pemilihan Pimpinan Pansus );

9. Penetapan Pimpinan Panitia Khusus membahas 6 (enam)

Raperda Non APBD;

10. Penutup.

[V. PIMPINAN RAPAT i

1. Nama : H. MAJID KAMILMIZ
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT
1. Nama : Drs. DRUPODO, M.Si.

2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan

2. Fraski Kebangkitan Bangsa

3. Fraksi Nasional Demokrat

4. Fraksi PDI Perjuangan

5. Fraksi Demokrat Hanura

6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera

10 orang

8 orang

8 orang

6 orang

6 orang

7 orang

Jumlah : 45 orang



VII. ANIGGOTA YANG IIADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan

2. Fraski Kebangkitan Bangsa

3. Fraksi Nasional Demokrat

4. Fraksi PDI Perjuangan

5. Fraksi Demokrat Hanura

6. Fraksi Karya Indonesia. Sejahtera

Jumlah

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK I{AqIR
l. Fraksi Persatuan Pembanguhan

2. Fraski Kebangkitan Bangsa

3. Fraksi Nasional Demokrat

4. Fraksi PDI Perjuangan

5. Fraksi Demokrat Hanura

6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera

: 8 orang

: 8 orang

:7 orang

:2 orang

: 4 orang

: 4 orang

: 33 orang

:2 orung

: - orang

: - orang

: 5 orang

:2 orang

: 3 orang

Jumlah : 12 orang

TX. JALANNYA RAPAT
PIMPTNAN RAPAT : H. MAJID KAMTL MZ

LAGU INDONESIA RAYA

Asalamu' alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat : Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang kami hormati : Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Kabupaten Rembang;

: Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten

Rembang;

Yang kami hormati



Yang kami hormati

Yang kami hormati

Yang kami hormati

Yang kami hormati

Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, Staf Ahli

Bupati beserta Kepala Bagian dilingkungan Setda

Kabupaten Rembang;

Kepala' Organisasi Perangkat Daerah se

Kabupaten Rembang;

Camat Se Kabupaten Rembang;

Para undangan dan hadirin yang tidak dapat kami

sebut satu persatu.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur

kehadirat Allah SwT, Tuhan Yang Maha Esa, atas hidayah dan inayah

yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini Kamis tanggal T

November 2019 kita kembali bertemu di ruang sidang paripurna, untuk

melaksanakan Rapat Paripurna Kedua dalam rangka membahas Raperda

tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran Z0Z0 dan 6 ( enam

) Raperda Non APBD Kabupaten Rembang Tahun 2019.

Peserta rapat dan hadirin yang saya hormati.

Pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 kemarin, Pemerintah

Kabupaten Rembang telah menyelenggarakan pemilihan kepala desa

secara serentak di 237 Desa di Kabupaten Rembang. Untuk itu pada

kesempatan yang berbahagia ini, kami segenap pimpinan dan anggota

DPRD Kabupaten Rembang, memberikan apresiasi yang sebesar-

besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Rembang, dan mengucapkan

terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepad a para pihak serta masyarakat

Kabupaten Rembang pada khususnya, yang dapat menjaga kondusifitas

sehingga pelaksanaan pilkades dapat berjalan dengan aman, tertib dan

lancar.



Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati.

Keabsahan kuorum Rapat Paripurna Kedua dalam rangka

membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Angg aran

2A20 dan 6 ( enam ) Raperda Non APBD Kabupaten Rembang Tahun

2019 ini, adalah sama dengan yang berlaku pada Rapat Paripurna Pertama

pada tanggal 5 November 2019, yaitu dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (

dua pertiga ) dari jumlah anggota DPRD. Hal ini ditegaskan dalam Pasal

114 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD

Kabupaten Rembang. Adapun menurut catatan yang saya terima dari

Sekretariat DPRD, bahwa dari sejumlah anggota DPRD Kabupaten

Rembang sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani

daftar hadir dalam Rapat Paripurna DPRD hari ini adalah sebanyak 33

orang. Dengan demikian kuorum rapat terpenuhi dan rapat paripurna

dapat kita lanjutkan.

Dengan membaca "Bismillahirrohmanirrohim" tepat pukul

11.40 WIB, maka Rapat Paripurna hari ini saya nyatakan dibuka dan

terbuka untuk umum. \

( Ketuk palu 3 kali )

Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati.

Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya akan saya bacakan

susunan acara pada rapat paripurna ini adalah sebagai berikut :

Pembukaan.

Penyampaian Pandangan Umum Fraksi atas Raperda tentang APBD

Kabupaten Rembang Tahun Anggaratr 2020 dan 5 (lima) Raperda Non

APBD Kabupaten Rembang Tahun 2019;

Pendapat Bupati atas Raperda tentang Penyelen ggaraaflPerparkiran;

1.

2.

J.



l

4. Skors untuk Penyusunan jawaban Bupati atas pandangan umum Fraksi

terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun

Anggaran2020 dan 5 (lima) Raperda Non APBD Kabupaten Rembang

Tahun 2019; serta penyusunan jawaban Fraksi atas pendapat Bupati

terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran;

5. Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda

tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 dan

Raperda Non APBD Kabupaten Rembang Tahun 2019;

6. Jawaban Fraksi atas pendapat Bupati terhadap Raperda tentang

Penye lenggaraan Perp arkiran;

7. Pembentukan Panitia Khusus membahas 6 (enam) Raperda Non

APBD;

Skors ( pemilihan Pimpinan Pansus );

Penetapan Pimpinan Panitia Khusus membahas 6 (enam) Raperda Non

APBD;

l0.Penutup.

Peserta Rapat dan hudirin yang berbahagia.

8.

9.

Marilah kita ikuti acara yang

Pandangan Umum Fraksi atas Raperda

Rembang Tahun Anggaran 2020 dan 5

Kabupaten Rembang Tahun 2019.

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

3. Fraksi Nasional Demokrat

kedua, yaitu Penyampaian

tentang APBD Kabupaten

(lima) Raperda Non APBD

Kepada yang ditunjuk untuk menyampaikan Pandangan Umum

Fraksi, saya minta menunjukkan jari terlebih dahulu :

: Sdr. Munthohid, S.H.

: Sdr. Nasirudin, S.Si.

: Sdr.Mashadi,S.Pd.M.M.



4. Fraksi PDI Perjuangan : Sdr. Widodo,S.H.

5. Fraksi Demokrat Hanura : Sdr.Hm.Nur Hasan,S.H.M.H.

6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera : Sdr. Agus Sutrisno

Selanjutnya secara berurutan dimulai dari Fraksi Partai Persatuan

Pembangunan, dip ersilahkan.

:::::: PANDANGAN UMUM F'RAKSI ATAS RAPERDA APBD
2020

DAN 5 (LIMA) RAPERDA NON APBD :::::

Y (Pandangan Umum Fraksi atas Raperda tentang APBD Kabupaten
Rembang Tahun Anggaran 2020 dan 5 (ima) Raperda Non APBD
Kabupaten Rembang Tahun 2019 terlampir )

Terima kasih kepada juru bicara masing-masing fraksi atas

penyampaiannya.

Peserta Rapat dan hadirin yang berbahagia.

Kita masuki acara ketiga yaitu Pendapat Bupati atas Raperda

tentang P enye I en ggar aan P erp arkiran.

Kepada Saudara Bupati, waktu dan tempat dipersilahkan.

::::: PENDAPAT BUPATI ATAS RAPERDA

TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRA]\ ::::
!

) (Pendapat Bupati atas Raperda tentang Penyelenggaraan

Perparkiran terlampir )

Terimakasih Saudara Bupati atas penyampaiannya.



Rapat Detyan dan hadirin yang berbahagia.

Dari pandangan umum fraksi-fraksi dan pendapat Bupati terhadap

Raperda, selar{utnya akan ditanggppi oleh Bupati maupun oleh Fraksi-

Fraksi dengan jawabannya. Sehubungan jawaban Bupati maupun jawaban

dari Fraksi-Fraksi memerlukan pemikiran, maka perlu kita berikan waktu

kepada Saudara Bupati maupun kepada masing-masing Fraksi dalam

menyusun jawabannya. Untuk itu rapat paripurna saya skos selama 30

menit.

( Ketuk palu I kali )

Waktu yang diberikan kepada Saudara Bupati maupun kepada Fraksi telah

habis, maka skors saya cabut, dan rapat saya lanjutkan kembali.

( Ketuk palu I kali )

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Marilah kita masuki acara kelima yaitu Jawaban Bupati atas

Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten

Rembang Tahun Anggaran 2020 dan Raperda Non APBD Kabupaten

Rembang Tahun 20L9.

Kepada Saudara Bupati, waktu dan tempat dipersilahkan.

::::: JAWABAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI

-:--

Y (lawaban Bupati atas Pandangan (Jmum Fraksi terhadap Raperda

tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 dan

Raperda Non APBD Kabupaten Rembang Tahun 2019 terlampir )

Terimakasih Saudara Bupati atas jawabannya.

Kita masuki acara keenam yaitu Jawaban Fraksi atas pendapat Bupati

terhadap Rap erda tentang P enyelenggaraan Perparkiran.



H. Majid Kamil MZ (Pimpinan Rapat )

'( Ini saya tawarkan terlebih dahulu Jawaban Fraksi atas pendapat

Bupati terhadap Raperda I tentang Penyelenggaraan Perparkiran

ditanggapai satu persatu fraksi atau semua fraksi yang dibacakan oleh

penuakilan saja???"

Anggota DPRD yang hadir menjawab

'o Secara perwakilan saja Pimpinan."

H. Majid Kamil MZ (Pimpinan Rapat )

" Oke setuju yang dibacakan perwakilan saja ya...oleh siapa????"

Semua anggota DPRD yang hadir menjawab

" Sdr. Mashadi, S.Pd.,M.M."

H. Majid Kamil MZ (Pimpinan Rapat )

" Silahkan Sdr. Sdr. Mashadi, S.Pd.,M.M.untuk menbacakan"

:::: JAWABAN FRAKSI ATAS PENDAPAT BUPATf ::::

Y (lawaban Fraksi atas pendapat Bupati terhadap Raperda tentang

Peny elenggaroan Perparkiran terlampir )

Terima kasih kepada Sdr. Mashadi, S.Pd.,M.M. atas penyampaiannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Kita masuki acara ketujuh yaitu Pembentukan Panitia Khusus

membahas 6 (enam) Raperda Non APBD. Perlu kami sampaikan bahwa,

sesuai hasil yang disepakati oleh Badan Musyawarah bersama TAPD

Kabupaten Rembang pada rapat,tanggal 1 November 2A19, enam Raperda

Non APBD Tahun 2019 nantinya dibahas oleh Panitia Khusus yang mana

keanggotaannya berasal dari usulan masing-masing Fraksi, dengan

pembagian tugas sebagai berikut :



!

1. Panitia Khusus I, membahas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah

meliputi :

a. Rancangan Perafuran Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan

Kepariwisataan Kabupaten Rembang Tahun 2018-2025, dan

b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kawasan

Perdesaan.

2. Panitia Khusus II, membahas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah

meliputi :

a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah

Air Minum Tirta Banyumili Kabupaten Rembang, dan

b. Rancangan Peraturan Daerah tentang sekolah Ramah Anak.

3. Panitia Khusus III, membahas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah

meliputi :

a. Rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan

Perparkiran, dan

b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Retribusi Jasa Umum.

Atas dasar usulan dari masing-masing Fraksi yang disampaikan kepada

Sekretaris DPRD, maka telah tersusun anggota Panitia Khusus, baik pada

Panitia Khusus I, Panitia Khusus 
'II 

maupun pada Panitia Khusus III
sebagaimana tercantum dalam Rancangan Keputusan DPRD yang

fotocopynya berada pada rekan-rekan anggota yang hadir dalam rapat

paripurna ini. Sebelum anggota Panitia Khusus ini disahkan dengan

Keputusan DPRD, maka perlu persetujuan terlebih dahulu dari anggota

dalam rapat paripurna ini. Saya tawarkan kepada Saudara-Saudara :



'o Apakah anggota Panitia Khusus I, Panitia Khusus II, dan Panitia

Khusus III sebagaimana tercantum dalam Rancangan Keputusan

DPRD dapat disetujui ? oo

i_:::: SETUJUUTJU::=_:

Dengan suara bulat semua anggota DPRD menyetujui

( Ketuk palu I kali )

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Dengan telah disetujuinya anggota Panitia Khusus dalam membahas

6 (enam) Raperda Non APBD Kabupaten Rembang Tahun 2019, maka

perlu dibentuk Ketua dan Wakil Ketua pada masing-masing Panitia

Khusus.

Pasal 76 ayat (3) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menyebutkan

bahwa " Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus dipilih dari dan oleh

Anggota Panitia Khusus ". Merujuk hal tersebut, agar pelaksanaan

pemilihan dapat berjalan tertib dan'lancar, maka tempat yang digunakan
\

adalah sebagai berikut i

- Pansus I menempati ruang Komisi I,

- Pansus II menempati ruang Komisi II,

- Pansus III menempati ruang Komisi III.

Hasil dari pemilihan pimpinan masing-masing Pansus agar diserahkan

kepada Pimpinan DPRD, untuk kami sampaikan dalam rapat paripurna

ini.

Selanjutnya, rapatparipurna saya skors selama 5 menit.

( Ketuk palu I kali )



_-_-ACARA PEMILIHAN PIMPINAN PANSUS--:-

Sehubungan waktu untuk pemilihan pimpinan Pansus telah habis,

maka skors saya cabut dan rapat saya lanjutkan kembali.

( Ketuk palu I kali )

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Marilah kita lanjutkan acara, yaitu Penetapan Pimpinan Panitia

Khusus. Berdasarkan berita acara hasil pemilihan Pimpinan Pansus yang

diserahkan kepada kami, telah ditetapkan pimpinan pada masing-masing

Panitia Khusus, dan dapat kami sampaikan sebagai berikut :

Panitia Khusus I.

Ketua
Wakil Ketua

: Sdr. Wiwin Winarto,S.H.

: Sdr. Ghofar Ismail, S.Pd.I

Panitia Khusus II.

Ketua
Wakil Ketua

Ketua
Wakil Ketua

: Sdr. Puji Santoso, S.P.,M.H.

: Sdri. Sulistyo Weti Ariani, S.H.

Panitia Khusus III
i

: Sdr. Agus Sutrisno

: Sdr. H. Sugiharto

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia.

Dengan telah dipilih dan ditetapkannya Ketua dan Wakil Ketua

pada masing-masing Panitia Khusus, maka berakhir sudah acara rapat

paripurna pada hari ini. Kami atas nama Pimpinan DPRD mengucapkan

banyak-banyak terima kasih atas perhatian dan kehadiranoyo, dan

selamat bertemu kembali pada rapat paripurna ketiga pada hari Kamis



tanggal23 November 2019. Selesai rapat paripurna ini, akan dilaksanakan

Rapat Banggar bersama TAPD dengan acara penjelasan lanjutan atas

Raperda APBD Tahun 2020 diteruskan dengan pendalaman terhadap

Raperda APBD Tahun 2020. Akhirnya dengan mengucap e(

Alhamdulillahirobbil 'alamin " tepat pukul 15.00 WIB Rapat Paripurna

DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

( Ketuk palu 3 kali )

Sekian. Terima kasih.

Wassalamu' alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Lt*IARIS,

Drs. DRIIm-o. M.Si.
Pembina Utama Muda

NIP. 1967042t 199303 1 009

KETUA,



LAMPIRAN: RISALAH RAPAT PARIPURNA ( II ) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA
APBD KABUPATEN RBMBANG TAHUN
ANGGARAN 2020 DAN 6 (ENAM) RAPERDA NON
APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

LAMPIRAN III

LAMPIRAN IV :

LAMPIRAN V :

LAMPIRAN VI

LAMPIRAN VII

Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD,
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah , OpD dan
Camat Se Kabupaten Rembang;
Pandangan Umum Fraksi atas Raperda tentang
APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran
2020 dan 5 (lima) Raperda Non APBD
Kabupaten Rembang Tahun 2019;
Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi
terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten
Rembang Tahun Anggaran 2A2O dan Raperda
Non APBD Kabupaten Rembang Tahun2}l9;
Jawaban Fraksi - Fraksi DPRD atas pendapat
Bupati terhadap Raperda tentang
P enye len ggar aan Perp arkiran ;
Berita Acara Nomor 170/ 621 2Ol9 tentang
Pemilihan Pimpinan Panitia Khusus I DPRD
Kabupaten Rembang;

Berita Acara Nomor l70l 63 I 2019 tentang
Pemilihan Pimpinan Panitia Khusus II DPRD
Kabupaten Rembang;
Berita Acara Nomor fiAl 641 2019 tentang
Pemilihan Pimpinan Panitia l(husus III DPRD
Kabupaten Rembang;



DAFTAR HADIR
' ' ' *pATpARtpuRNA(u)DeRDKABUeATENREMBANG
TERKAIT RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2O2O DAN RAPERDA NON APBD

TAHUN 2Ot9

HARUTANGGAL : KAMIS, 7 NOVEMBER 2019
PUKUL : {O.OOWtB

H.M. MURSYID, S.T.

SULISTYO WETI ARIANI,S.H.

SITI RIZQIYAH PUTRI DWIANI

H. BISRICHOLIL LAQOUF

Anggota I tO

HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.

Wakill.etua DPRDSUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.

YATIN ABDUL ZAENAL

MASHADI, S.Pd, M.M.

Anggota



FRAKSI PDI PERJUANGAN

27 RIDWAN, S.H. M.H. WakilKetua DPRD 27

28 JASMANI Anggota

29 DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M. Anggota 2s l-y'--
30 WIDODO, S.H. Anggota ,0ru
31 ADIPURWOTO Anggota 31 lF
32 SUMARSIH Anggota 32\ ', lE)

r '\:
FRAKSI DEMOKRAT HANURA \ t \

33 H. GUNASIH, S.E Anggota 3\ \/\$,'
34 ACHMAD ZAMHURI, S.H. Anggota V\O
35 H, HARNO, S.E. Anggcta 35 \ ,l
36 MUGIYARTO, S.T. Anggota \. / 36 ,4 t ,/l
37 MOH NUR HASAN,S.H.M.H. Anggota 5f_W \J '"- )
38 DUMADIYONO, S.H. Anggota // 38

FRAKSI KARYA INDONESIA
SEJAHTERA

39 PUJISANTOSO, S.P, M.H. Anggota

40 H, YUDIANTO, S:H. enegot{ Z 40( \>r
41

42

WIWIN WNARTO, S.H. Anggota Ufu
AGUS SUTRISNO Anggota

43 GHOFAR{SMA{L, S.Fd.I. Anggota 457
44

45

RABIS SWABIHANTORO Anggota

ANJAR KRISNIAWAN, S.T Anggota !7r;'-w

Keterangan :

1 t:t1tn

2 s: sakh

3crcuu
4 DL : Dlnas Luar

ffi ,TEN REMBANG

UJ*
4'i \|ry+
\f);:; n $



DAFTAR HADIR FORKOMPINDA
RAPAT PARIPTIRNA ( U ) I}PRD KABTIPATEN REMBANG

TERI(AIT RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG TAHTTN ANGGARAN 2O2O DAN RAPERDA
NON APBD TAIIUN 2019

HARI/TANGGAL : KAMIS, T NOVEMBER 2019

PUKI.IL :IO.OOWIB

!,\ I,i"

Drs DRUP
74421

)DO. M,
99303 1

E!
009NtP. 196



DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA ( II ) DPRD KABIJPATEN REMBANG

TERKAIT RAPERDA APBD KABUPA'IEN REMRANG TAHUN ANGGARAN 2O2O DAN
RAPERDA NON APBD TA.I[U]\ 2019

HARVTANGGAL : KAMIS, T NOVEMBER 2019
PUKIJL :10.00WIB

XAts. RE.MEANG

1 199303 1 009

tl



DAFTAR HADIR SKPD
RAPAT PARIPURNA ( II ) DPRD KABUPATEN REMBANG

TERKAIT RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2O2O DAN RAPERDA NON APBD
TAHUN 2019

HARIffANGGAL : K.AMIS, 7 NOVEMBER 2019
PUKUL : 1O.OO WIB

NO BADAN'BAG/DI NAS/KANTOR NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 2 3 4 5

1 STAF AHLI BUPATI
1

2 STAF AHLI BUPATI 2

3 STAF AHLI BUPATI 3

4 STAF AI.ILI.Bt'PATI 4

5 ASISTEN ISEKDA 5

o ASISTEN IISEKDA 6

7 ASISTEN III SEKDA 7

8 BAG. TATA PEMERINTAHAN 8
o BAG. HUKUM o

10 BAG. HUMAS
10

11 BAG. ADM. PEMBANGUNAN
11

12 BAG. ADM. PEREKONOMIAN
12

13 BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT 13

14
BAG. ORGANISASI&
KEPEGAWAIAN 14

15 BAG. UMUM 15

't6 BPPt<AD
16

17 INISPEKTORAT 17

18 BAPPEDA rvtLt- L 18b
19 DINSOSP2KB 19

20 BKD r'20
21 BPBD +\. ,B.ta' A*^i,o,'a x,/1*! 7
22 DPU TATA RUANG -tu06/u&Kb 22

23 DINPERKIM
r-I

A99h?-a narv 
I

2\. \G tt
,ut DINAS KESEFIATAN 24

25 DINDIKPORA ../ ASIIIA.D/. ?u|A. 2w
26 DINPERINDAGKOP & UMKM T"r Hor*,0fi+u-.

\- T za.-t1
27 DINTANPAN 1wr*u^; 2iu
28 DINLUTKAN 5t^ . ,D^\'a -g.La\i,^ ze -54$;
29 DINKOMINFO k |I0rl-otr,.e zs--$a1'-.2
30 DINAS PERHUBUNGAN A C,rlmv,*t'

a
JU

31 DINAS DI'KCAF{L Vl- D rco"'"*, E Sl-,
A

32 DINPERMADES J---^A E M 'er
33 DINAS KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA
g-4 ,r 7*



NO
, 
BADAN/BAG/DINAS/KANTOR NAMA JABATAN TANOA TANGAN

I 2 3 4 5J

34 DINAS LINGKUNGAN HIDUP l*ryt^^ H-ri W
35 MNTOR KESBANGPOLINMAS Aur Gnolrul *-ffi/ A
5t) DINAS ARSIP & PERPUSTAKAAN H.nre,$ea. lAe44 rc
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PANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBAGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAERAH

KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

RAPERDA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2020, DAN

5 (L!MA) RAPERDA NON APBD TAHUN 2019

KABUPATEN REMBANG

DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN REMBANG

Hari: Kamis, 07 Nopember 2019
Dibacakan oleh :MUNTHOHID, SH

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG
Jl. Diponegoro No. BB Telp (029sJ 6grtg4 i(ode pos sgzlz Rembang



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) G91194 Kode pos 59212

REMBANG

PANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

RAPERDA TENTANG APBD TAI.IUhI ANGGARAN 202A, DAN

5 (L|MA) RAPERDA NON APBD TAHUN 2019

KABUPATEN REMBANG

Kamis , 07 Nopember ZOLg

Dibacakan oleh : MUNTHOHID, SH.

Assalamu o'laikum Worohmotullahi wabarokatuh....

Selamat siong, don Salam sejahtera bagi kita semua ....



| .r',

BISM ILI.AHI RROH MANI RROHI M.....

Alhomdulillah , asholotu wassalomu a'la Rosulitlah , Wo'ala atihi wosohbihi
wamowwalah Loo ltoula waloa quwwota iilo biiloh.. , Amma ba,do ...

Ydng kami hormati ..

=> Sdr. Bupati darr Wa,<il Bupati Rembang.

=> Sdr. Pimpinan dan segenap anggota DpRD Kabupaten Rembang.

=> Sdr. Forum Koordinasi pimpinan Daerah Kabupaten Rembang.

=> Sdr. Kepala Pengadilan Negri dan Kepala kejaksaan Ke bupaten
Remba ng.

=> Sdr. Sekretaris daerah, Asisten sekda, Kepala Bagian, Kepala Kantor,

Kepala Badan , dan sdr camat se-kabupaten Rembang.

=> Sdr. Sekretaris Dewan beserta staf . Dan...

=) Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM , Rekan-rekan. Wartawan, dan..

semua hadirin yang berbahagia.

Sebelum kami menyampaikan pandangan umum ini, t,:rlebih dahulu
marilah kita, tak henti-hentinya selalu memanjatkan puji dan syukur
kehadlirat ALLAH SWT, atas segala limpahan Rohmat, Nikmat, Taufik dan
HidayahNYA yang dikaruniakan pada kita, sehingga sampai saat ini, kita masih
diberikan kesempatan hadlir dalam Rapat Paripurna DpRD ini, dalam keadaan
sehat wal afiat

Sholawat dan salam, semoga tetap tercurahkan pada junjungan nabi besar
kita, MUHAMMAD SAW., yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya sampai
yaumil qiyamah.



Pada kesempatan yang baik ini, kami Fraksi partai pembangunan,

mengucapkan selamat dan sukses serta memberikan apresiasi setinggi-
tingginya, kepada Pemkab beserta jajaranya dan seluruh masyarakat
Kabupaten Rembang , serta pada semua pihak ,terkait , yang telah sukses
melaksanakan Kegiatan Pilkades Serentak sebanyak23Z desa, dengan lancar ,
aman dan damai , pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 21tg kemarin. Dan
kami ucapkan " Selamat kepada semua calon Kades terpilih ,, Semoga dapat
menjalankan tugas dengan baik dalam memimpin di desanya dan amanah ,
Amiin .

Hddirin.., Sidong Dewon yang kami hormoti,,,,
' 

Mengawali penyampaian pandangan umum ini, kami dari Fraksi partai
Persatuan Pembangunan, memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah
Kabupaten Rembang, yang selalu harus tetap bekei.ja keras, untuk
menyelesaikan kegiatan APBD tahun 2019, dengan sisa waktu efektif yang
tinggal 48 hari lagi harus berakhir . Dan khususnya kepada TApD, kami juga
memberikan apresiasi yang tinggi atas kinerjanya, yang telah bekerja keras,
sehingga penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2o2o ini dapat
terselesaikan sesuai dengan jadwal waktu yang direncanakan, untuk segera
dilakukan pembahasan. Semoga kerja keras kita mempunyai nilai ibadah dan
berbuah barokah.

Sidong Dewan yang terhormdt.....,

selanjutnya, setelah mendengarkan paparan penjelasan sdr Bupati dan
wakil Bupati, tentang Nota Keuangan Raperda APBD zozo dan 5 (lima)
Raperda Raperda Non APBD tahu n 2o!9, pada rapat paripurna ! , hari Selasa
tanggal 5 Nopember 2aLg yang lalu, kami dari Fraksi partai persatuan



Pembangunan , pada kesempatan yang baik
catatan , sebagai pandangan Umum karni , antara

rnr,

lain

memberikan beberapa

sebagai berikut :

A. BERKAITAN DENGAN RAPBD TAHTJN 2OZO : .

L. Terkait dengan penganggaran dalam RAPBD zazo , yang mana
penganggaran di bidang pendidikan sebesar Rp. 4g9 Milyar ( 25 % )

lebih, dan juga di bidang Kesehatan sebesar Rp. 240 Milya r (12,26
% ), kami Fraksi partai persatuan pembanguan, mengapresiasi dan

mendukung usulan yang diajukan oleh sdr. Bupati, karena masih

banyak sarana prasarana gedung sekolah, terutama pada sarana
pendidikan dasar yang masih harus diperbaiki dan disempurnakan ,

untuk rnencukupi standar yang dibutuhkan , demi keamanan dan
kenyama nan da ram proses KEGTATAN BELAJAR MENGAJAR (KBM)"

Kamijuga mengusurkan agar pendapatan / penghasiran para guru GTT

yang sangat minim dapat ditingkatkan, sesuai dengan yang diusurkan,
minimal sesuai dengan standar upah Minimum Regionar (uMR) yang
ada .

2. Terkait dengan postur anggaran , bahwa RApBD tahun 2o2o dengan
jumlah Belanja sebesar Rp. L,gsr rrilyun , Untuk Belanja Tidak
Langsung sebesar Rp. 1,r-g5 Triryun ( 6a,56 % ) drrn untuk Biaya

Langsung sebesar Rp. 772 Mityar ( 39,44 % ) , dengan ini kami
menilai bahwa , perbandingan porsi pada belanja langsung ini masih
rendah , guna memenuhi kebutuhan infra struktur secara umum ,



untuk itu kami Fraksi partai persatuan pembangunan, mengusurkan

agar pada Porsi Belanja Langsung ditambah, guna keperluan

kebutuhan sarana jaran antar desa di daerah pinggiran, dan sarana

kebutuhan Sumber Daya Air di Kabupaten'Rembang ,

3' Terkait dengan pengeluaran Pembiayaan penyertaan Modal Daerah
pada BUMD PDAM sebesar Rp. 6 Miryar, Karena masih ada disebagian

kecamatan yang sumber airnya minim sekari, dan warganya

mengajukan agar kebutuhan air bersirr dapat disupray dari pDAM 
,

maka sehubungan clengan hal tersebut , kami dari fraksi partai

Persatuan Pembang.rnan mengusulkan agar kebutuhan masyarakat di

desa tersebut dapat dicukupi dengan jaringan pDAM 
.

B. TERHADAP 5 (LIMA )RAPERDA NON APBD TAHUN 2019.

Adapun 5 ( lima ) Raperda dimaksud antara lain adalah :

1'Terkait Raperda Tentang Rencana lnduk pembangunan pariwisata
Kab. Rembang Tahun 2019 - 2026 :

Bahwa Raperda Tentang Rencana lnduk pembangunan
Kepariwisataan Kabupaten Rembang tahun 20[9-2026 mengingat
potensi wisata di Kabupaten Rembang sangat banyak sekari, tentu
menarik investor untuk berinvestasi di kabupaten Rembang dan ini
perlu adanya payung hukum yang menaunginya termasuk
didalamnya terkait masalah hiburan perlu di selaraskan dengan
pendekatan agama ketimbang PAD. Fraksi partai persatuan
Pembangunan mendukung penuh atas Raperda ini d;n Fraksi partai
Persatuan Pembangunan optimis Rancangan ini akan selesai sesuai



target waktu yang telah diputuskan oleh pimpinan beserta
komponen terkait.

fraksi partai Perr;atuan pembangunan berharap pansus yang bertugas

membahas dan menggodok harus dapat melahirkan galasan yang

futuristik untuk menyempunakan konsep yang tertuang datam draft.

2. Terkait Raperda Tentang pembangunan Kawasan perdesaan
Kabupaten Rembang :

Bahwa Fraksi partai persatuan pembangunan berharap dengan
adanya regulasi tersebut melahirkan desa yang maju dan mandiri
dalam suasana kehidupan yang relegius selain itu juga
memperioritaskan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kondisi
kearifan lokal dan budaya masyarakat perdesaan.

3.Terkait Raperda Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum
"TIRTA BANYUMILI" Kab. Rembang

Bahwa kami dari Fraksi partai persatuan pembangunan
mengapresiasi langkah yang diambil Pemerintah Daerah dalam
melakukan pengaturan kembali kelembagaan perusahaan Daerah Air
Minum diselaraskan dengan aturan yang ada diatasnya.

4.Terkait Raperda Tentang Sekolah Ramah Anak :

adalah sebuah keniscayaan pasalnya persemaian luhur

nilai sebagai bekal menghadapi hari esok. Sekolah

penanaman

merupakan



miniatur kehidupan- sehingga apa yang tergambar disekolah menjadi

potret realitas hubungan sosial kemasyarakatan. oleh karenanya

fraksi Partai Persatuan Pembangunan rnemberikan apresiasi

terhadap Raperda tersebut.

5.Terkart Raperda Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kab. Rembang Nomor l}Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa umum :

Bahwa fra ksi Partai persatua n pemba ngu nan mengucapka n

terimakasih kepada Pemerintah kabupaten Rembang yang telah
menyampaikan penghantaran Raperda Tentang perubahan Kedua

atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang nomor rZTahun 2011
Tentang Retribusi dan Jasa Umum Fraksi partai persatuan

Pembangunan menghargai upaya pemerintah Kabupaten Rembang
yang berusaha terus untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) antara lain rnelalui perubahan retribusi jasa umum ini. Terakhir
Fraksi Partai Persatuan pembangunan berharap dalam
Pembahasa nnya mem berika n kekuatan hukum dalam
pelaksanaannya, hal ini tentu harus berimbang dengan kinerja dari
pihak terkait, jangan sampai melakukan pelanggaran atas mekanisme
pengawasan serta jaminan kwalitas atas pelayanan yang diberikan
pemerintah harus sebanding dengan pengenaan pajak dan retribusi
jasa.

Demikiar: Pandangan umum F,"aksi Partai Persatuan pembangunan,

Terhadap Raperda APBD Kaf'. Rembang Tahun Anggaran 2020 , dan 5 ( lima )

Raperda Non APBD kab. Rembang tahun 2O!9, untuk selanjutnya mohon
tanggapan sdr. Bupati , dan selanjutnya dilakukan pembahasan.



Semoga Allah SWT meridloif.lya.

Terima kasih atas segala perhatian , dan mohon maaf atas segala khilaf dan
kekura nganya...

Wallahul Muwaffiq lla aqwamitthoriq.........

Wassa la mu a' laikum Warohmatul la hi Wa ba rokaatuh.....

Rembang , 07 Nopember 2019

PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGL'NAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIS

suNARD| , SPd.l



FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG
Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang

Telp. (0295) 6911e4

PANDANGAN UMUM

FRAKSI NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG
TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG

TAHUN ANGGARAN 2O2O

Assalam u'alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera untuk kita semua

Salam Restorasi
Gerakan Perubahan

Yth. Saudara Bupati Rembang;
Yth. Wakil Bupati Rembang;
Yth. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang;
Yth. Saudara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;
Yth. Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;
Yth. Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang;
Yth, Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
Yth. Para Pemuka Masyarakat, Rekan- rekan lnsan Pers, dan Hadirin sekalian yang
berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah terlebih dahulu kita
memanjatkan puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan Rahmat dan Ridho-Nya, sehingga
kita semua kita dapat menghadiri acara penyampaian "Pandangan Umum Fraksi
Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020" dalam keadaan
sehat wal'fiat. Sholawat serta salam marilah kita lantunkan kepada Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wassalam, dan semoga kita sebagai umat mendapatkan
syafaatnya di yaumul akhir. Amin Ya RobbalAlamin.

frtffiffi7
!lM,\Gry

PAR?Ar_lggpgg
CERAKAN PERUBAHAN



Saudara Bupati Rembang, Saudara Pimpinan Sidang, Anggota DPRD dan para
undangan yang berbahagia.

Sebagaimana diketahui Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
merupakan salah satu Raperda strategis yang menyangkut hajat hidup masyarakat
Kabupaten Rembang, karena APBD merupakan salah satu instrument.kebijakan
yang dapat digunakan sebagai alat untuk mehingkatkan pelayanan dan
Kesejahteraan Masyarakat. Disamping itu Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Kebijakan
Umum Perubahan APBD serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun
Anggaran 2020.

Kita telah mendengar, menyimak dan membaca Pidato Pengantar Nota Keuangan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020. Oleh sebab itu dalam kesempatan
yang berbahagia ini. Kami Fraksi NasDem menyampaikan Pandangan Umum
Fraksi terhadap Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2a20. Disamping sebagai prosedur,
Pandangan Umum ini juga dapat menjadi umpan balik terhadap Raperda yang
diajukan oleh Pemerintah Daerah dan Pembahasan APBD yang diajukan
Pemerintah Kabupaten Rembang merupakan penruujudan salah satu 

-fungsi 
dan

kewenanganya DPRD yaitu Fungsi Anggaran.

Saudara Bupati Rembang, Saudara Pimpinan Sidang, Anggota DPRD dan para
undangan yang berbahagia.

1. Secara umum, kami Fraksi NasDem mengapresiasi Nota Keuangan ApBD
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2O2O yang telah disampaiian Bupati
Rembang atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang. Namun terdapat
beberapa cacatan yang patut kami sampaikan dalam forum terhormat ini.
Untuk itu, izinkan kami menyampaikan beberapa hal sebagaimana terinci
pada beberapa bagian di bawah ini :

2. Kami Mengapresiasi Nota Keuangan Raperda tentang APBD Tahun
2020. Karena dengan segala dinamika yang terjadi, proses ini dapat
terlaksana hingga saat ini. Termasuk dinamika kondisi ekonomi, antara
lain tingkat pertumbuhan, investasi, inflasi dan kondisi sosial seperti
kemiskinan dan pengangguran di Daerah.

3. Kami semua berharap beberapa hal yang sudah ditargetkan dalam RAPBD
Tahun 2020 dapat tercapai. Meskipun tantangan dan permasalahan kedepan
diprediksi masih akan dinamis.



Sebagai upaya dalam pencapaian pendapatan yang telah ditargetkan dalam
APBD Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Rembang dituntut untuk cerdas
dan kreatif dalam menghasilkan dan. mengelola sumber-sumber pendapatan.
Pemerintah Kabupaten Rembang diharapkan tidak sekedar membelanjakan
dan menghabiskan anggaran. Sumber-sumber pendapatan alternatif perlu
digali secara 'kreatif dan inovatif dengan mengoptimalkan potensj ekonomi
yang ada secara efektif dan efisien. Selanjutny'a patut untuk kita perhatikan
yaitu salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
mengurangi angka pengangguran dengan memanfaatkan CSR (Corporate
Social Responsibility) yang lebih terintegrasi.

Upaya lain yang dapat diupayakan adalah pengendalian atas kebocoran
pendapatan. Upaya ini perlu dilakukan secara kreatif melalui langkah-langkah
terobosan dan tidak sekedar sebatas rutinitas dan serimonial. Begitu juga
dengan Llpaya peningkatan Efisiensi Administrasi Pajak dalam rangka
peningkatan pendapatan Daerah, maka diperlukan upaya kampanye
penyadaran masyarakat membayar pajak. Upaya pemberian insentif pajak
juga patut dilakukan secara rutin dalam jangka waktu tertentu dan terukur,
antara lain melalui pemutihan denda tunggakan pajak kendaraan bermotor.
Upaya peningkatan pelayanan pajak dengan berbasis teknologi informasi
iuga patut terus dilakukan dan ditingkatkan. Begitu juga dengan upaya
mendekatkan pelayanan pajak ke masyarakat melalui layanan keliling.

Terima Kasih atas perhatian dan kerjasamanya, semoga Allah Tuhan Yang Maha
Esa memberikan petunjuk dan jalan yang terbaik kepada kita semuanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 7 November 2019

FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

Sekretaris

4.

5.

IRIANI



FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG
lL P. Diponegoro No. 2 Rembang

Telp. (0295)691194

PANDANGAN UMUM ,

FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN FREMBANG

TERHADAP 5 (LIMA) RAPERDA NON APBD YANG TELAH DISAMPAIKAN OLEH
SAUDARA BUPATI DAN 1 (SATU)RAPERDA NON APBD YANG DISAMPAIKAN OLEH

DPRD KOMISI 1 KABUPATEN REITTBANG
TAHUN ANGGARANA 2O2O

Assalamualaikum Wr, Wb
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

.Sa/am Resforasi
Gerakan Perubahan

Yth. Saudara Bupati Rembang
Yth. Saudara Wakil Bupati Rembang
Yth. Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang
Yth. Saudara Forkompimda Kabupaten Rembang
Yth. Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
Yth. Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang
Yth. Para Kepala OPD Kabupaten Rembang
Yth. Para Camat se-Kabupaten Rembang
Yth. Para Ketua Parpol, Rekan-rekan insan Pers, LSM dan para hadirin yang berbahagia

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita mengawali dulu dengan
memanjatkan Puji Syukur Alhamdulillah Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang
senantiasa selalu melimpahkan Rahmat dan RidloNYA, sehingga kita semua dapat
menghadiri Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian " Pandangan Umum Fraksi
Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang 5 (lima) Raperda Non APBD yang
telah disampaikan oleh Saudara Bupati dan 1 (satu) Raperda Non APBD yang telah
disampaikan oleh Komisi 1 DPRD Kabupaten Rembang " kemarin.

Terhadap keenam Raperda Non APBD tersebut Fraksi Nasional demokrat
berpandangan sebagai berikut

1. Raperda tentang "pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Rembang" Bahwa
berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014khussunya pasal 83 ayat 1 dan
2 tentang Desa menyebutkan bahwa pembangunan kawasan perdesaan merupakan
perpaduan pembangunan antar desa dalam satu Kabupaten yang dilaksanakan dalam
upaya mempercepat dan meningkatkankualitas pelayanan, pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat desa dikawasan perdesaan melalui pendekatan
pembangunan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati, maka menjadi wajib hukumnya
untuk menetapkan Raperda tentang pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten
Rembang

2, Raperda tentang " Rencana lnduk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Rembang tahun
2019 - 2026 . Bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 dan 9 ayat 3
UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan perlu menetapkan Peraturan Daerah
Tentang Rencana lnduk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Rembang Tahun
2019-2026.

3. Rapeda Tentang Sekolah Ramah Anak.
Perlu dipahami bersama bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan
memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan tehnologi, seni budaya demi kesejahteraan
umat manusia sebagaimana diamanatkan UUD Negara Republik tndonesia Tahun 194S,
maka sangat diperlukan sekolah dan lingkungan yang ramah anak yang diatur oleh
Perundang-Undangan.



4.

5.

Raperda Tentang Perusahaan Air Minum Daerah "Tirta Banyu' Milik Kabupaten

Rembang. '

Dalam ringka layanan penyediaan air minum yang cukup sari sisi kualitas maupun

kuantitasnya bagi masyarakat sekaligus memberikan peningkatan Pendapatan Asli
Daerah yang secara otomatis perlu ditetapkan peraturan daerah tentang Perusahaan

Umum Daerah ait minum "Tirta banyu'milik Kabupaten Rembang.
Perda tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No 12

Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa umum.
Bahwa tarif retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No 12 tahun 2011

tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

kabupiten Rembang No 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan daerah

Kabupaten Rembang No 12 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. Sehingga perlu

penyesuaian seiring dengan Dinamika yang terus saja dinamis, maka perlu menetapkan
Peraturan daerah Tentang Perubahan kedua atas peraturan Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum'
Raperda tentang "penyelenggaraan Perparkiran" Bahwa berdasarkan UU No 22 Tahun
2009Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan, Penyelenggaraan Perparkiran merupakan
bagian dari penyelenggaraan lalu lintas danangkutan jalan, kegiatan pelayanan

langsung kepada masyarakat yang di selenggarakan oleh Pemerintah dalam rangka

meningkatkan pelayanan masyarakat di Kabupaten Rembang di bidang Perparkiran dan

sekaligus untuk mewujudkan ketertiban, keamanan dan kelancaran berlalu lintas, maka
penyelenggaraan perparkiran di daerah perlu dilakukan secara terpadu dan terorganisir
yang perlu dipayungi dengan Peraturan daerah Tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Rembang, 7 Nopember 2019

FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT

DEWAN PERWAKII.AN RAKYAT DAERAH

6.



FRAKSI PDI PERJUANGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

PANDANGAN UMUM FRAKSI

Partai Demokrasi lndonesia perjuangan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang

Atas Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 dan Reperda Non

APDB Tahun 2019

Hari /Tanggal : Kamis / 7 November 2019

Dibacakan oleh :

Assalamu' alaikum Wr, Wb

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Merdeka....... Merdeka...... Merdeka.... M

Yang terhormat, sdr Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Rembang

Yang terhormat, pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kab. Rembang

Yang terhormat, sekretaris Daerah Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Forum Koordinasi pimpinan Daerah ( FoRKoMpINDA )

Kab. Rembang

Yang Terhormat, Staf Ahli, Asisten Bupati, Semua Kabag di lingkungan Setda Rembang

Yang terhormat, Ka Dinas, Ka Badan, Ka Kantor dan Camat se- Kabupaten Rembang

Yang terhormat, sekretaris DpRD Kab. Rembang, Kabag beserta jajarannya.

Lsm, Rekan wartawan, ormas dan semua pihak yang telah hadir pada hari ini yang

kami hormati



Hadirin Sidang Paripurna Yang Kami Muliakan,

Pada kesempatan yang baik ini marilah kita mengucapkan Alhamdulillah puja dan puji

syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan nikmatNya

lah kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama menghadiri Rapat 'paripurna

DPRD Kabupaten Rembang pada hari ini, berikutnya tak lupa Sholawat beriring salam

mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang kita tunggu

syafaatnya di Yaumil Akhir nanti.

Hadirin Sidang Paripurna yang Kami Muliakan,

Mengawali penyampaian Pandangan Umum fraksi ini, izinkan kami dari Fraksi pDl

Perjuangan mengucapkan terima kasifr kepada Pimpinan Rapat yang berkenan

memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pandangan Umum

Fraksi PDI Perjuangan Tentang Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran

202A'dan Reperda Non APDB tahun 20j.9.

Pertama-tama Kami Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi peningkatan proyeksi

pendapatan daerah dari Rp. 1,86 Trilliun menjadi Rp. 1,89 Trilliun, dengan kenaikan

target pendapatan daerah ini kami berharap Pemerintah Kabupaten Rembang terus

meningkatkan kinerja secara maksimal sebagai upaya untuk meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah, hal ini guna mendorong pembangunan sektor penting yang

menjadi skala prioritas Pemerintah Kabupaten Rembang, baik sektor pernerintahan,

Pembangunan, maupun kemasyarakatan.

Berikutnya mencermati tentang anggaran pada Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman sebesar Rp. 7 Milyar untuk Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum

di tahun 2020, maka kami berharap ada tindak lanjut dari Dinas perumahan dan

Kawasan Permukiman untuk lebih mencermatl sehingga kejadian di tahun 2O1g yang

mana Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih tidak dapat terealisasikan

dikarenakan terganjal regulasi tidak terjadi lagi di tahun 2020.

Selanjutnya kami mohon untuk diberikan Penjelasan disertai dengan Bussines plan

tetang Pengeluaran Pembiayaan Daerah dalam RAPBD Tahun Anggaran ZO2O untuk
penyertaan modal Daerah sebesar Rp. 6 Milyar pada PDAM ( perusahaan Daerah Air

Minum ).



Tentang Raperda non APBD Kabupaten Rembang Tahun 2019. Kami dari Fraksi pDl

Perjuangan berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang disa melakukan

evaluasi terhadap Peraturan Daerah yang dirasa sudah tidak sesuai untuk kemudian

dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan Kondisi saat ini, jika sudah tidak

sesuai bisa juga dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Daerah tersebut.

Demikian telah kami sampaikan Pandangan Umum Fraksi pDl perjuangan. Terima

kasih atas waktu yang telah diberikan, semoga bermanfaat. Aamiin...

Wabillahi taufiq wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr, Wb,

Merdeka,... Merdeka.... Merdeka....

FRAKSI PDI PERJUANGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

SekretarisKetua

->\ na yra^^
\)-

JASMANI



PANDANGAN UMUM FRAKSI
DEMOKRAT-HANURA

TERHADAP
RAPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2O2O

DAN
RAPERDA NON APBD

TAHUN ANGGARAN 2O1g

FRAKSI DEMOKRAT. HANURA

DPRD KABUPATEN REMBANG

Rembang, T NOPEMBER 2019
Dibacakan oleh : GUNASIH, S.E.

PARTAI llATI IIURAIII RAI(YAT



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI DEMOKRAT.HAN U RA
Jl. Diponegoro No.88 Rembang tetp. (0295) 691194

PANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT.HANURA
TERHADAP

RAPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2O2A
DAN

RAPERDA NON APBD TAHUN ANGGARAN 201 9

KAMIS, 7 NOPEMBER 2019

Dibacakan oleh : GUNASIH, S.E.

Assalam u'alaikum Wr. Wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua ;

Yang kami hormati :

1. Saudara Bupati

2. Saudara Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kabupaten

Rembang

3. Forum Koordinasi Pimpinan Kabupaten Rembang

4. Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang

5. saudara staf Ahli, Asisten sekretaris Daerah, Kepala Badan,

Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian SETDA dan camat
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang

6. saudara Pimpinan organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan
Wartawan dan Segenap hadirin yang berbahagia

Mengawali penyampaian pandangan umum Fraksi terhadap Raperda
APBD Tahun Anggaran zo2o dan Raperda Non ApBD Talrun Anggaran
2019 ini marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah



SWT, Tuhan Yang Maha Esa berkat limpahan rahmat, hidayah serta

inayahnya kita masih diberi kesehatan, kenikmatan lahir dan batin

sehingga kita dapat mengikuti paripurna ini tanpa kekurangan apapun.

Dalam kesempatan yang baik ini ' kami Fraksi Demokrat-

Hanura tidak lupa mengucapkan selamat dan sukses kepada Kepala

Desa yang sudah terpilih dan kami juga tidak lupa mengingatkan

supaya bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan amanah yang

diberikan masyarakat.

Bupati dan $idang Dewan yang Terhormat,
htrw

Dalam Pembahasan Raperda Tahun Anggaran 202a dan Raperda Non

APBD Tahun Anggaran 2019 ini ada beberapa hal yang perlu kami

sampaikan dan kami anjurkan sebagai bahan masukan demi kebaikan

Rembang yang kita cintai, antara lain :

l. RAPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 20202

1. Penyusunan APBD Tahun anggaran 2020 kurang memperhatikan

Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 pada dana tranfer umum

turun 12 M ( dua belas milyar ) dari KUA PPAS;

2. Ada penambahan Pendapatan dari dana Perimbangan dan dari

lain-lain Pendapatan daerah yang sah kami berharap jangan

sampai keluar dari RKPD yang sudah kita sepakati bersama;

3. Tambahan belanja Pegawai sebesar 141 M ( seratus empat puluh

satu milyar ) ini kita pertanyakan karena didalam pembahasan

KUA PPAS kemarin belanja Pegawai sudah kita Anggarkan full

14 bulan termasuk adanya Perekrutan ASN Tahun ini;

4. Belanja Hibah yang natk 24 M ( dua puluh empat Milyar ) jangan

sampai tidak sesuai dengan E-Planing dan E-Budgeting yang

sudah kita sepakati dalam KUA PPAS;

5. Ada tambahan belanja Modal sebesar 1 1 1 M ( seratus sebelas

milyar ) mudah-mudahan difokuskan pada Pembangunan jalan

Kabupaten yang belum tersentuh dengan Perbaikan guna

mewujudkan program jalan tanpa lubang;



Kami melihat ditahun 2020 belum nampak kegiatan yang fokus

pada peningkatan Perekonomian/Pendapatan Masyarakat

padahal dalam RPJMD tahun ini dan 2020 adalah Peningkatan

Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat;

Kami sampaikan bahwa kondisi Kota Lasem terutama sekitar

Alun-alun sudah memprihatinkan kapan akan ditata menjadi

ruang terbuka bagi Masyarakat?

Dengan naiknya iuran BPJS 100o/o, maka kami berharap supaya

Pelayanan terhadap pasien inap atau berobat jalan yang berobat

ke RSUD maupun Puskesmas ditingkatkan,karena masih banyak

Masyarakat yang mengeluhkan Pelayanan yang kurang maximal.

II. RAPERDA NON APBD TAHUN ANGGARAN 2O{9 :

1. sesuai dengan Propemperda yang kita sepakati bersama masih

ada 3 Raperda yang belum masuk ke DPRD dikarenakan belum

selesainya Rancangannya, kami berharap Pemkab lebih serius

dalam Perencanaannya supaya bisa kita bahas sesuai dengan

rencana;

2. Kami berharap adanya evaluasi Perda-Perda yang sudah tidak

sesuai dengan Peraturan diatasnya harus segera dicabut atau

dirubah dan disesuaikan dengan Peraturan terbaru termasuk

Perda yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

Demikianlah pandangan umum Fraksi Demokrat-Hanura ini kami

sampaikan, akhirnya kepada Saudara Bupati, Saudara Ketua, Para

wakil Ketua dan Anggota DPRD serta segenap tamu undangan, Kami

ucapkan terima kasih telah mengikuti dengan seksama penyampaian

ini, Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa

memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada

kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab

membangun masyarakat, bangsa dan negara.

6.

7.

8.



Terima kasih, kurang Iebihnya saya mohon maaf

Billahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu' alaiku m Wr. Wb.

Rembang, 7 Nopember 2019

FRAKSI DEMOKRAT - HANURA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIS

rnarsl PD;
MUGIYARTO. S.T DUMADIYONO. S.H.

KETUA
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA
Jl.Diponegoro No 88 Rembang Telp 693290

PANDANGAN UMUM
FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA

DPRD KABUPATEN REMBANG

ATAS
RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG TA 2O7O

DAN
RAPERDA NON APBD TH 2019

1. RAPERDA TTG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA
KAB. REMBANG TH ,2019 - 2026

2. RAPERDA TTG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
KAB. REMBANG

3. RAPERDA TTG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TTRTA
BANYUMILI KAB REMBANG

4. RAPERDA TTG SEKOLAH RAMAH ANAK
5. RAPERDA TTG PERUBAHAN KEDUA PERDA KAB REMBANG

NO 1zTH 2011 TTG RETRIBUSI JASA UMUM

Disampaikan dalam Rapat Paripurna
DPRD KABUPATEN REMBANG

Kamis,T Nopember 2OL9

Juru Bicara : AGUS SUTRISNO.



Assalamu' alaikum Y{ r. W b.

. Yang kami hormati sdr. Bupati dan wakit Bupati Rembang

. Yang kami hormati sdr. Pimpinan dan segenap anggota DPRD

Kabupaten Rembang

o Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten

Rembang

o Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang, Staf

Ahti, Asisten sekda, Kepata Badan, Kepata Dinas, Kepata Kantor,' 
Kepata Bagian Setda dan Camat di tingkungan Pemerintah Kabupaten

Rembang.

o Yang kami hormati Sdr.. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM,

rekan wartawan dan segenap hadirin yang berbahagia.

Mengawati penyampaian pemandangan umum fralsi kati ini,
perkenankantah kami mengajak semua untuk memanjatkan puji syukur ke

hadirat Attah SWT yang senantiasa memberikan kesehatan, kesetamatan,

rahmah dan berkah kepada kita semua sehingga kita bisa hadir datam

suasana yang berbahagia ini.

Tak lupa kami mengucapkan selamat kepada para peserta pemitihan

Kepata Desa, jajaran penyetenggara dan seluruh masyarakat Kabupaten

Rembang yang pada hari Rabu 6 Nopember 2A19 kemarin, 237 desa di
Kabupaten Rembang tetah melaksanakan "Pitkades Serentak" dengan aman

dan lancar, apapun hasitnya itutah yang terbaik untuk kita. Namun pitkades

serentak masih menyisakan probtematika yang pertu kita evatuasi agar

kedepan pitkades bisa berjatan efektif, efisien dan lancar.

saudara Bupati, wakil Bupati dan para hadirin sekalian.

Setelah kita ikuti Pengantar Nota Keuangan Bupati tentang Raperda

APBD Kabupaten Rembang Tahun2020 dan Penjetasan Wakit Bupati tentang
5 (tima) Raperda Non APBD Tahun 2019 pada hari Setasa 5 Nopember ZOlg
kemarin [usa, tibatah saatnya kami menyampaikan Pandangan Umum Fraksi

Karya Indonesia sejahtera atas Raperda-raperda tersebut.



I. RAPERDA TTG. APBD KABUPATEN REMBANG TA. ?:O2O

1. Kami mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang sehingga

pada pada tahun anggaran 2A20 menerima DID (dana insentif daerah)

sebesar Rp. 91.193.188.000,- yaitu insentif bagi pemerihtah daerah

yang berprestasi seperti mendapat predikat WTP (wajar tanpa

perkecuatian). Semoga prestasi ini bisa kita tingkatkan dimasa yang

akan datang, seperti target untuk mendapatkan "Adipura" yang

sudah [ama sekati tidak nempel di Kabupaten Rembang dan sistem

perencanaan yang baik juga harus diterapkan di Kabupaten Rembang.

2. Pada KUA PPA, Betanja Tidak Langsung yang berupa Betanja Pegawai

sudah dianggarkan kesel.uruhan 14 butan (termasuk THR dan gaji ke-

13), tiba-tiba datam RAPBD muncut tambahan Rp. 141 mityar tebih.

Mohon penjetasan.

3. Pada KUA PPA, sudah dihitung Betanja Hibah dan Betanja Bantuan

Sosial, tapi datam RAPBD terjadi peningkatan yang cukup signifikan

yakni Rp 27 mityar tebih. Mohon penjetasan agar tidak terjadi

kecurigaan adanya "proposat situman".

4. Pada Penyertaan Modal (lnvestasi) Pemerintah Daerah dari KUA PPA

ke RAPBD terdapat kenaikan Rp 3 mityar. Mohon penjetasan.

5. Mengenai Pendapatan Asti Daerah yang masih berkisar pada

prosentase 15-16 %, kami mengharap agar semua OPD penarik pajak

dan retribusi daerah bekerja tebih keras tagi. Kami metihat masih

ada petuang datam sektor ini ini misatnya ekstensifikasi dan

intensifikasi PBB, pajak sektor pertambangan, retribusi sektor

perikanan dtt.

6. Mengenai pendapatan dari Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain

yang Sah seperti DAU, DAK, Dana Bagi Hasit, Dana Desa dsb.

Mohon penjetasan apakah sudah ada pemberitahuan/surat resmi dari

Pemeri ntah Pusat/ Propinsi.

7. Mengenai Petabuhan Sluke, Pemerintah Kabupaten Rembang betum

menindak tanjuti temuan BPKP maupun temuan BPK tentang potensi

kerugian negara sebesar Rp. 32, 9 mityar

Mohon penjelasan.



8. Mengenai kinerja perusahaan daerah PT RBSJ. Katau memang masih

bisa dipertahankan dan ada harapan untuk menyetor deviden ke kas

daerah, segera benahi dengan baik. Tetapi katau sudah tidak bisa

disetamatkan ya bubarkan saja, daripada hanya membebani daerah

dengan menggaji direksi dan karyawan sia-sia.

9. Demikian puta mengenai kinerja perusahaan daerah PT ffiE, janji

direksi yang akan menyetor deviden, sampai saat ini hanyatah

"pepesan kosong" yang tak kunjung terwujud sedang peneyertaan

modat mityaran rupiah uang rakyat ' dari APBD tidak jetas

jtuntrungnya. Mohon penjetasan.

10. Mengamati progress report serapan APBD 2A19 khususnya sektor

infrastruktur, sampai saat ini betum mencapai 50 % padahat tinggat

50 hari efektif. Kami menghimbau perlu perobahan totat sistem

perencanaan pembangunan dan proses petetangan untuk APBD 7020,

sehingga pada awal tahun anggaran SPK sudah ditangan

petaksana/pemborong dan petaksanaan pembangunan tidak motor.

11. Poin ini dituar pembahasan raperda namun kami pandang pertu

disampaikan datam rapat paripurna yakni mengenai pembenahan

Jatan Pemuda. Setetah jatan Pemuda dipertebar dan diberi median

banyak masukan dari masyarakat, baik langsung maupun metatui

media sosial yaitu

- Hendaknya dipasang lampu penerangan ditengah jatan yang

menerangi sisi barat dan timur di matam hari.

- Marka jatan, garis parkir, rambu-rambu maupun lampu peringatan

diperbaharui.

- Pedagang kaki lima ditertibkan agar tidak mengganggu keindahan

dan ketertiban latu [intas.

- Tindakan tegas bagi para petanggar peraturan.

II. RAPERDA NON APBD TAHUN 2019.

1. Raperda tentang Rencana lnduk Pembangunan Pariwisata Kabupaten

Rembang Tahun 2019 - 2026.



2.

Pariwisata adatah sektor penting yang bisa meningkatkan

pembangunan perekonomian sekatigus meningkatkan derajat

kesejahteraan masyarakat. Propek strategis sektor pariwisata, baik

wisata atam, wisata pantai, wisata wana, wisata budaya, wisata

edukasi, wisata kuliner maupun segmen wisata tainnya pertu

direncanakan secara sistematis agar meningkatkan daya tarik

wisatawan. Untuk itu pertu disusun Rencana lnduk Pembangunan

Pariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2419 - 2026.

Raperda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten

Rembang.

Pembangunan Kawasan Perdesaan adatah pembangunan suatu desa

maupun pembangunan antar desa yang ditaksanakan datam rangka

mempercepat serta meningkatkan kuatitas petayanan dan

pemberdayaan masyarakat desa metalui pendekatan partisipatoris

masyarakat desa sendiri. Agar proses tersebut berjatan dengan

sistematis maka pertu diatur datam peraturan daerah.

Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minun "Tirta

Banyumiti" Kabupaten Rembang.

Setama ini Pemerintah Kabupaten Rembang tetah memitiki

perusahaan daerah yang mengetota air minum yakni PDAM

(Perusahaan Daerah Air Minum) Kabupaten Rembang, namun

operasional dari perusahaan daerah tersebut dinitai betum optimal.

Untuk meningkatkan kinerja dan petayanan perusahaan air minum

tersebut pertu dibentuk perusahaan umum daerah yang diberi nama

Perusahaan Umum Daerah Air Minun "Tirta Banyumiti" Kabupaten

Rembang

Raperda tentang Sekotah Ramah Anak.

Anak merupakan generasi penerus yang dipersiapkan sebagai subyek

petaku pembangunan bangsa dimasa depan, sehingga pertu ditakukan

upaya terarah sistematis yang menghormati, metindungi serta

menjamin terpenuhinya hak anak. Untuk itu pertu diwujudkan satuan

pendidikan yang aman, bersih, sehat, berbudaya, mampu menjamin

dan memenuhi hak-hak anak dan pertindungan anak dari kekerasan,

3.

4.



diskriminasi serta pertakuan satah lainnya. Disinitah pentingnya

disusun Peraturan Daerah tentang sekotah Ramah Anak.

5. Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 12 Th. ZO11

tentang Retribusi Jasa Umum.

Setetah berjatan beberapa tahun, pasar dengan berbagai fasititasnya

tetah mengatami peningkatan kuatitas. Untuk menjaga

keberlangsungan perawatan pasar tersebut pertu ditetapkan Perda

yang mengatur perubahan tarif jasa umum atas fasititas pasar seperti

penggunaan kios pasar, los pasar, petataran pasar, pemanfaatan MCK

dan lahan parkir kendaraan.

Demikiantah Pandangan' Umum Fraksi Karya lndonesia Sejahtera,

setanjutnya raperda-raperda ini akan dibahas datam Rapat Badan Anggaran

bersama TAPD maupun Rapat Pansus nanti.

saudara Bupati, wakil Bupati dan para hadirin sekalian.

Sebelum turun dari mimbar ini kami akan sampaikan sebuah piweting

sbb. "Aja sok ngendet-endelake katuwihan-mu, kapinteran-mu lan

katungguhan-mu. Anggon-mu ngunggutake dhiri mau, tekane enggon mung

.bakal dadi ora aji. Luwih prayoga tirunen pratambange pdfr, saya isi lan

mentes matah sangsaya ndhingktuk, pari kang ndhangak nudhuhake nek

kothong mlompong tanpa isi"

Bita ada kata yang kurang berkenan pada penyampaian Pandangan

Umum Fraki kati ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

SemogaTuhan YME senantiasa memberikan rahmah dan berkah kepada kita
semua datam menjatankan tugas dan pengabdian membangun Kabupaten

Rembang.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

i"ll. ,r'r l.t ..--'J.'l],.
r :r iir..i it'i r i] - rIFw nrmBANG

N UrjNNESIA SEJAHTERA

AGUS SUTRIS DJI SANTOSA, SP, MH



PENDAPAT BUPATI REMBANG TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

REMBANG INISIATIF DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Kamis,T Nopember 2019

As s a I a m u a I ai ku m w a rah m atu I I a h i w a b a ro katu h .

Ykh. Pimpinan dan Anggota Dewan Petwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

Ykh. Wakil Bupati Rembang;
Ykh. Rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan

Daerah;
Ykh. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;
Ykh. Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris

Daerah Kabupaten Rembang;
Ykh. Sekretaris DPRD, Kepala Badan dan Kepala

Dinas se-Kabupaten Rembang;
Ykh. Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten

Rembang;
Ykh. Camat se-Kabupaten Rembang;
Ykh. Para hadirin sekalian yang berbahagia.



Segala puji hanya milik dan bagi Allah SWT,

Tuhan seru sekalian alam, yang memberikan

kekuatan, petunjuk dan bimbingan kepada kita untuk

senantiasa mengabdi kepada-Nya, khususnya dalam

mengelola dan membangun Kabupaten Rembang.

Semoga semua usaha yang kita lakukan dapat

memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat

Kabupaten Rembang.

Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD,

serta hadirin yang saya hormati;

Kami memberikan apresiasi yang setinggi-

tingginya kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten

Rembang dan menyambut baik atas pengajuan

rancangan Peraturan Daerah yaitu raperda tentang

Penyelenggaraan ffiiran. Hal ini membuktikan

bahwa kita, khususnya DPRD,memiliki perhatian yang

besar terhadap tempat parkir di Kabupaten Rembang.



Berdasarkan Ketentuan . Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

angkutan Jalan, penyelenggaraan perparkiran

merupakan bagian dari penyelenggaraan lalu lintas

dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan

langsung kepada masyarakat yang diselenggarakan

oleh pemerintah daerah.

Kita semua menyadari betul, perkembangan

Kabupaten Rembang y@iuga diikuti

dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor

yang semakin banyak sehingga mengakibatkan

meningkatnya kebutuhan pelayanan tempat parkir di

daerah.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah sebagai

pemangku kepentingan memiliki kewajiban untuk

penataan tempat di Kabupaten Rembang.

Namun demikian, kita harus mengkaji dengan

hati-hati terhadap Raperda tersebut dengan

berpedoman pada peraturan perundang-undangan.



Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD,

serta hadirin yang saya hormati;

Demikian beberapa hal yang perlu kami

sampaikan atas pengajuan rancangan Peraturan

Daerah yaitu Rancangan Peraturan Daerah tentang

Penyelenggaraan Perparkiran. Sembga Allah SWT

senantiasa memberikan perlindungan, petunjuk dan

bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan

tugas dan kewajiban sesuai dengan amanah yang kita

sandang. Amin, ya Robbal 'alamin.

Sekian, terima kasih.

Wa s sal a m u a I ai ku m w a rah m atu I I oh i w ab a rokatu h .

BUPATI REMBANG

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.



JAWABAN BUPATI REMBANG

ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI
DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

I(ABUPATEN REMBANG

TAHUN ANGGARAN 2O2O



JAWABAN BUPATI REMBANG

ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI DPRD.KABUPATEN REIUBANG
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2O2O

Assa Ia m u'a Ia i ku m wa ra h matu I la h i wa ba ra katu h.

Yang terhormat :

- saudara Pimpinan DPRD, Ketua Komisi, Ketua Fraksi dan segenap

anggota DPRD;

- Rekan-rekan Forum Koordinasi pimpinan Daerah Kabupaten

Rembang;

- saudara Pimpinan organisasi profesi, LSM dan hadirin yang

berbahagia.

Mengawali jawaban Saya atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi

DPRD Kabupaten Rembang terhadap Rancangan peraturan Daerah

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang

Tahun Anggaran 2020, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji

syukur kehadirat Allah swr, yang telah melimpahkan rahmat dan

hidayah-Nya, sehingga kita masih diberi nikmat, kesehatan dan

kebahagiaan.

Berkenaan dengan pertanyaan, saran, pendapat dan catatan yang

disampaikan dalam Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DpRD Kabupaten

Rembang, dapat saya jelaskan sebagai berikut :



NO. PERTANYAAN JAWABAN

I. FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN

1. Mengusulkan peningkatan penghasilan

guru GTT minimal sesuai dengan

standar UMR.

1. Pemkab Rembang berkomitmen

akan selalu memPerhatikan

kesejahteraan baik guru GTT

maupun PTT untuk itu kami mohon

dukungannya.

2. Bahwa MPBD Tahun Anggaran 2020

porsi Belanja Tidak Langsung lebih

besar dari Belanja Langsung( 60,56 0/o:

39,44o/o),

Porsi . Belanja Tidak Langsung

sebesar 60,560/o disamPing dalam

rangka pemenuhan belanja wajib

berupa gaji pegawai dan tunjangan
pegawai yang meliputi gaji dan

tunjangan ASN, sertiflkasi guru, gaji

dan tunjangan serta BOP DPRD.

Juga untuk komponen Yang

langsung kepada masyarakat Yaitu:

Belanja Bantuan Sosial
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Desa
Belanja Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik
tselan]a laK lerouga
Belanja Bagi Hasil Pajak dan
Retribusi.

2.

1.

2.
3.

5.

6.

4.

3. Terkait dengan penyedaan modal

daerah pada BUMD PDAM sebesar Rp.

6 Milyar, kami mengusulkan agar

kebutuhan air masyarakat desa yang

minim sumber air dapat dicukupi

dengan jaringan PDAM.

Akan kami perhatikan dengan

disiapkan program hibah air bersih

kepada masyarakat.



JAWABANNO. PERTANYAAN
II. FRAKSI PARTAI

KEBANGKITAN BANGSA

L Terima kasih atas kerjasamanYa

semoga KabuPaten RemPang kedePan

perkeinbangannya semakin maju dan

dinamis untuk kesejahteraan

masYarakat Rembang tercinta.

1. Dari hasil Rapat Paripurna Raper0a

APBD KabuPaten Rembang Tahun

Anggaran 202A Fraksi Partai

Kebingkitan Bangsa dapat menerima

Rancangan RaPerda APBD KabuPaten

Rembang Tahun Anggaran 2020

untuk ditetaPkan dan disahkan

sebagai Peraturan Daerah.



NO. PERTANYAAN JAWABAN
III. FRAKSI NASDEM

1. Berharap target dalam RAPBD Tahun
2020 dapat tercapai

1. Terima kasih , Pemkab. Rembang
akan 'selalu konsisten melakukan
tahapan dari perencanaan
pelaksanaan dan pertanggung
jawaban dalam pelaksanaan
program kegiatan pada MPBD
Tahun Anggaran 2020.

2. Sumber-sumber pendapatan alternatif
dikelola secara kreatif dan inovatif
dengan mengoptimalkan potensi
ekonomi secara efektif dan efisien

2. Dalam rangka peningkatan
Pendapatan Daerah Pemkab
Rembang senantiasa berupaya
melakukan langkah-langkah yang
terukur secara rasional dan memiliki
kepastian sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

3. Langkah-langkah peningkatan Efisiensi
Administrasi Pajak dalam rangka
peningkatan pendapatan daerah

3. Dalam rangka mengoptimalkan
pendapatan Pemkab telah
melakukan langkah-langkah :

1. Menempatkan alat timbang.
2. Menempatkan tenaga-tenaga

di lokasi/jalan yang menjadi
lalu lintas tambang.

3. Kerjasama dengan Komisi
Pemberantasan korupsi
wilayah lawa Tengah dalam
rangka pemasangan alat
taving box.



NO. PERTANYAAN JAWABAN
IV. FRAKSI PDI PER'UANGAN

1. Penjelasan Bussiness Plan tentang
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
dalam MPBD Tahun Anggaran 2020
untuk penyertaan modal daerah
sebesar Rp. 5 Milyar pada PDAM

Penyertaan modal ke PDAM

sebesar 5 milyar di MPBD 2020

a. Pada penetapan KUA-PPAS

2A20 dianggarkan penyertaan
modal ke PDAM sebesar 3

milyar sesuai mekanisme hibah
air bersih dari pemerintah
pusat.

b. Pada penyusunan RAPBD 202A,
dianggarkan tambahan
penyertaan modal ke PDAM

sebesar 3 milyar untuk
memenuhi salah satu kriteria
perolehan Dana Insentif Daerah
(DID) yaitu penyediaan air
baku air bersih

1.



NO. PERTANYAAN JAWABAN
V. FRAKSI DEMOKRAT-HANURA

1. Pada MPBD Tahun Anggaran Z0ZO
pada dana transfer umum turun 12 M
dari KUA PPAS.

1. Pada KUA TA. 2020 Dana Transfer
Umum Reguler direncanakan sebesar
866,5 M berdasarkan Surat Menteri
Keuangan R.I Nomor S-7}ZlMKl2}tg
tentang Penyampaian Rincian Alokasi
Dana Transfer ke Daerah dan Dana
Desa Tahun Anggaran 2O2O
Kabupaten Rembang mendapatkan
alokasi Anggaran Dana Transfer
Umum TA. 2020 sebesar Rp. 854.5 M
sehingga berkurang sebesar 12 M.

2. Ada penambahan pendapatan dari
dana perimbangan dan Lain-Lain
Pendapatan Daerah yang San agar
jangan sampai keluar dari RKpD yang
sudah disepakati.

2. Terima kasih kami akan selalu
konsisten terkait dengan perencanaan
dan penganggaran.

3. Tambahan Belanja pegawai sebesar
141 M.

3. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya
DAK Non Fisik dari pemerintah pusat
antara lain sebagai berikut :

1. Seftifikasi Guru pNSD Rp 125,6 M.
2. Non Sertifikasi Guru PNSD Rp.444,8

Juta.
3. Pegawai pemerintah dengan

Perjanjian Kerja (pppK) Rp.14,9 M.

4. Belanja Hibah naik sebesar 24 M. 4. Kenaikan dikarenakan adanya DAK Non
Fisik dari Pemerintah pusat

1. BOP PAUD Rp.17,7 M.
2. Kesetaraan Rp.2,5 M.
3, Penambahan pelaksanaan pilkada

2020 Rp. 4 M.

5. Tambahan Belanja Modal sebesar 111
M mudah-mudahan difokuskan pada
pembangunan jalan Kabupaten.

5, Terima kasih kami perhatikan dan
tindaklanjuti agar pembangunan jalan
di Kabupaten Rembang dapat
terealisasi sesuai harapan masyarakat
guna peningkatan perekonomian di
Kabupaten Rembang.

6. Pada MPBD Tahun Anggaran 2O2J
belum nampak kegiatan yang fokus
pada peningkatan perekonomian/
Pendapata n Masyara kat.

6. Terima kasih semoga kedepan kamt-
akan tetap fokus pada peningkatan
Perekonomian/Pendapatan masyarakat
Kabupaten Rembang yang lebih baik
dan semakin meningkat.



ruang terbuka bagi masyarakat.

Kondisi Alun-Alun Kota Lasem-frng
memprihatinkan kapan ditata menjadi

7. Saat ini telah disusun ftlasterptan dan
Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan (RTBL) untuk kota pusaka
Lasem. Dalam masterplan Kawasan
Pusaka Lasem, Alun-Alun Lasem akan
difungsikan kembali sebagai City Center
(pusat kota) berupa ruang terbuka,
Penataan ini akan dimulai Tahun 2O2O
dengan proses sosialisasi dan advokasi
bagi pengguna alun-alun khususnya
para pedagang, sehingga di Tahun
2021 Penataan alun-alun Lasem dapat
segera dimulai,

Dengan naiknya iuran BPJS iO0r/.
ggar pelayanan RSUD maupun
Puskesmas diting katkan.

B. Kenaikan Iuran BpJS dimaksud sesuai
dengan PerPres RI Nomor 75 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas perpres
Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan. Adapun kenaikan
tersebut diharapkan dapat
meningkatkan kinerja maupun kualitas
pelayanan kesehatan yang terbaikuntuk masyarakat Kabupaten
Rembang.



No PERTANYAAN JAWABAN

1.

VI. FRAKSI KARYA
INDONESIA SEJAHTERA

Peningkatan target prestasi untuk
mendapatkan "Adipura"

1. Penilaian Adipura untuk tahun 20Lg
dititik beratkan pada:

1, Pengurangan dan Penanganan
Sampah

2. Harus memiliki Peraturan Bupati
tentang Kebijakan Strategis
Daerah tentang Pengurangan dan
Penanganan Sampah.
(Pemerintah Kabupaten Rembang
sudah membuat Peraturan Bupati
tentang JASTRADA Pengurangan
dan Penangan Sampah).

Langkah-langkah Pengurangan sampah :

1. Pembinaan masyarakat untuk
memilah sampah ditingkat
sumbernya

2. Membentuk kelembagaan Bank
sampah tingkat desa, dengan
program 1 desa 1 bank sampah,

,sehingga sampah yang dipilah
dapat dikelola melalui bank
sampah

3, Kerjasama dengan tim PKK Desa

untuk menggiatkan masyarakat
agar mengelola sampahnya
sendiri, dengan pendampingan
kader Pengurangan Sampah
tingkat desa

4. Pembinaan kepada dunia usaha,

. instansi, Ponpes, sekolah agar
melakukan pengurangan dan
pengelolaan sampah sendiri

5. Pengurangan sampah melalui
TPS3R (Tempat Pengolahan

Sementara Reduce, Reuse,

Recycle)



Penambahan Belanja Tidak
Langsung berupa Belanja
Pegawai sebesar Rp. 141 milyar

Peningkatan Belanja Hibah dan
Belanja Bantuan Sosial sebesar
Rp.27 Milyar lebih

Kenaikan Investasi Pemerintah
sebesar 3 Milyar

Usaha Peningkatan Pendapatan
Daerah

Langkah-langka Penanganan sampah:
1. sampah yg sudah diambil dari

container ke TPA yg akan
dikelola dengan system control
landfill

2. Pengambilan gas metan untuk
keperluan rumah tangga

3. Residu yang tidak dapat diolah
sendiri baru di buang ke
container.

Program 1 kecamatan minimal 1

kontainer

Kenaikan tersebut dikarenakan adanya
DAK Non Fisik dari Pemerintah Pusat,
antara lain sebagai berikut:

1. Seftifikasi Guru PNSD Rp.125,6
milyar

2. Non sertifikasi Guru PNSD Rp.

444,8 Juta
3. Pegawai Pemerintak dengan

Perjanjian Kerja (PPPK) Rp. L4,9
Milyar

Kenaikan dikarenan DAK Non Fisik dari
Pemerintah Pusat

1, BOP PAUD Rp.t7,7 milyar
2. Kesetaraan Rp. 2,5 Milyar
3. Penambahan Pelaksanaan Pilkada

2020 Rp. 4 Milyar

Tambahan penyeftaan modal ke PDAM

sebesar 3 milyar di MPBD 2020
untuk memenuhi salahsatu kriteria
perolehan Dana Insentif Daerah (DID)
yaitu penyediaan air baku air bersih

Terima kasih, Pemerintah Daerah selalu
berusaha meningkatkan potensi Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.



No PERTANYAAN JAWABAN

6.

7.

Surat Pemberitahuan resmi
mengenai Dana Perimbangan

Tindak lanjut
Pemeriksaan
Pelabuhan Sluke

temuan atas
BPK mengenai

Surat Menteri Keuangan Nomor S-
7021MK.0712019 Hal. Penyampaian
Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan
Dana Desa Tahun Anggaran 2020

Pemerintah Kabupaten Rembang telah
melakukan langka-langkah tindak lanjut
yaitu :

1. Surat Bupati Rembang kepada
Direktur PT. Amir Hajar Kilsi di
Rembang, Direksi PT. Bumi Rejo Tifta
Kencana, Direksi PT. Pelabuhan
Rembang Kencana Kencana Perihal
Pembayaran Kontribusi atas
Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah
Pelabuhan

2. Surat Bupati Rembang kepada Direksi
PT. RBSJ Perihal Penugasan kepada
RBSJ untuk melakukan percepatan
penyeslesaian dan percepatan
pengoperasian pelabuhan Rembang
Sluke dengan jalan melakukan
kerjasama dengan BUP PT.PRK,

Kerjasama dengan PT. BAK, PT. BRTK
dan PT. AHK

Surat Bupati Rembang kepada PT.
BRTK, PT. AHK, dan PT. PRK untuk
penghentian aktivitas pemanfaatan
tanah pelabuhan

Surat Bupati Rembang kepada
Menteri Perhubungan Cq, Dirjen
Perhubungan Laut dan Menteri
Agraria dan Tata Ruang / BPN cq.
Dirjen Pengadaan Tanah perihal
penyerahan tanah Pelabuhan

4.



JAWABAN
No PERTANYAAN

Kinerja Perusahaan PT. RBSIB,

I

9. I t<inerja Perusahaan Daerah PT

I nur yang belum menYetor

I Deviden

1. Kinerja PT RBSJ kedePan 
I

a. PT RBSI bekerjasama dengan 
I

investor telah membangun dan 
1

mengoperasikan pelabuhan di Sluke 
I

sesuai rekomendasi Pemkab tahun 
I

2008, namun belum selesai baik 
I

teknis mauPun administrasinYa' 
I

b. Dalam prosesnya, telah tercatat HPL 
I

tanah Pelabuhan seluas 8,1 Ha atas 
I

nama Pemkab Rembang senilai 68 
I

milyar dan terdaPat Potensi 
I

pendaPatan bagi Pemkab Rembang 
I

sebesar 32,9 milYar. 
I

c. Melihat potensi tersebut, pemkab 
I

telah menugaskank embali PT' RBSJ 
I

untuk menYelesaikan Proses 
I

pembangunan dan Pengoperaslan 
I

pelabuhan di Sluke sesuai ketentuan 
I

peraturan Perundangan Yang 
I

berlaku. 
I

Hal hal tersebut merupakan langkah

strategis penyehatan PT. RBSJ agar

kedepannYa daPat memberikan

pendapatan deviden bagi Pemkab'

a. PT. RME telah melakukan kerjasama

dengan PT. SuPer EnergY (PT' SE)

untuk mengelola gas Randugunting

b. PT. BahteraAndalan Gas (PT' BAND)

. sbg anak Perusahaan dari PT' SE

telah memPeroleh alokasi gas dari

Kementerian ESDM

c. Saatini PT. BAND sedang

memPersiaPkan sarpras

pengusahaan gas dan memProses

Perjanjian Jual Beli Gas denganSKK

Migas.

9.



PERTANYAAN

Kalau sudah beroperasi, maka PT' RME

akan memperoleh bagian pendapatan

Kendala tender 2019 karena menungu

Permen PU sebagai tindaklanjut

Perpres No 16 tahun 2018 terkait

standar dokumen pengadaan yang baru

terbit pada tanggal 20 Maret 2019'

Untuk' pelaksanian tender tahun 2020

memungkinkan bias dilaksanakan lebih

awal kalena aturan-aturan pengadaan

barang/jasa sudah lengkaP

Terkait progress capaian kegiatan

sampai denIan Oktober berdasarka

data laPoran dari OPD Yang sudah

masuk, rata-rata fisik Pekerjaan

konstruksi per akhir Oktober mencapai

59o/o

Kami Perhatikan dan akan kami

koordinasikan dengan Pemerintah

Pusat

Perubahan Total Sistem

Perencanaan Pembangunan dan

proses Pelelangan untuk APBD

2020

Pembenahan lalan Pemuda



Rapat Dewan dan Hadirin yang Saya hormati,

Demikian jawaban atas pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DpRD

Kabupaten Rembang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Untuk
selanjutnya terhadap hal-hal yang masih membutuhkan penjelasan

secara teknis, kami mempersilahkan untuk dibahas dan diperdatam
dalam pembahasan Badan Anggaran DpRD Kabupaten Rembang.

Akhirnya saya sampaikan terima kasih, semoga Allah swr
senantiasa memberi bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita.

wassa la m u'a la i ku m wara hmatu I la h i wa ba ra katu h.

Rembang, 7 Nopember Z}Lg

BUPATI REMBANG

H. ABDUL HAFIDZ



TANGGAPAN BUPATI REMBANG TERHADAP

PANDANGANFRAKSIDPRDKABUPATENREMBANG
ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH

NON APBD KABUPATEN REMBANG

Kamis, 7 NoPember 2019

Assalam ualaikum warahmatullahi wabarokatuh,

Yang kami hormati :

- Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah KabuPaten Rembang;

- Wakil BuPati Rembang;
. Rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;

- sekretaris Daerah, staf Ahli Bupati, Asisten

Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Sekretariat

Daerah KabuPaten Rembang;

-sekretarisDPRD,KepalaBadandanKepalaDinas
se-KabuPaten Rembang;

- Camat se-Kabupaten Rembang; serta

- Para hadirin sekalian yang berbahagia'



Marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah

swT yang melimpahkan berbagai rahmat kepada kita

semua. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk,

bimbingan dan keselamatan kepada kita semua dalam

tugas dan kewajiban kita.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan

setinggitingginya kepada seluruh Anggota DPRD

Kabupaten Rembang melalui fraksi masing-masing yang

telah menyampaikan pandangan Fraksi terhadap

Raperda yang kami ajukan, dan secara garis besar

memiliki pemahaman yang sama terhadap kebutuhan

pembentukan raPerda tersebut.

Saudara Pimpinan dan anggota DPRD serta

hadirin yang saya hormati,

Secara umum ada beberapa hal yang perlu Kami

berikan penjelasan atas pandangan Fraksi yang

disampaikan.
Telah kita pahami bersama bahwa pembentukan

Peraturan Daerah berpedoman pada Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

yang telah diubah terakhir dengan undang-undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagai dasar kewenangan serta



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemberrtukan

Peraturan Perundang-undangan berikut peraturan

pelaksanaannya sebagai dasar pembentukannya.

Substansi materi raperda telah Kami sesuaikan dengan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan

peraturan daerah yang setara. Selain itu, penyusunan

Raperda juga telah melalui seluruh tahapan yang

dipersyaratkan. Oteh karena itu, Kami menilai Raperda

tersebut layak diajukan kepada DPRD untuk dilakukan

pembahasan.

Menanggapi masukan dari Fraksi Partai Persatuan

Pembangunan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa,

Fraksi Nasional Demokrat, Fraksi Partai Demokrasi

lndonesia Perjuangan, Fraksi Demokrat-Hanura dan

Fraksi Karya lndonesia Sejahtera, yang pada intinya

sangat mendukung atas ditetapkannya raperda Non

APBD Kabupaten Rembang yaitu :

1. Raperda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan

di Kabupaten Rembang;

2. Raperda tentang Sekolah Ramah Anak;



3. Raperda tentang Rencana lnduk Pembangunan

Kepariwisataan Kabupaten Rembang Tahun 2019'

2026',

4. Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air

Minum Tirta Banyumili Kabupaten Rembang; dan

5. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Daerah Kabupat'en Rembang Nomor 12Tahun 2011

tentang Retribusi Jasa umum'

Kami menyambut baik, kita semua yakin dan

sepakat dengan adanya peraturan sebagai payung

hukum maka pemerintahan Kabupaten Rembang akan

berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan'

SaudaraPimpinandananggotaDPRDsertahadirin
yang saya hormati,

KelimarancanganPeraturanDaerahtersebutdi
atas telah ditetapkan dalam Program Pembentukan

peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2019, sehingga

telah sah untuk dilakukan pembahasan'

4



Sekaligus menjawab pertanyaan fraksi Demokrat-

Hanura bahwa 3 Raperda yang belum dapat dibahas
pada kesempatan ini yaitu :

1. Raperda Sistem perencanaan dan penganggaran

daerah;

2. Raperda revisi Peraturan Daerah tentang Rencana

Tata Ruang dan Wilayah; dan

3. Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah tentang
Pendirian Aneka Usaha.

Perlu kami sampaikan bahwa Raperda Sistem
perencanaan dan penganggaran daerah merupakan

Raperda inisiasi dari DPRD.

Terhadap Rapeda revisi Rencana Tata Ruang dan

Wilayah sampai dengan saat ini masih dalam review

Gubernur tahap 4 (Empat). Sehingga Pemerintah
Kabupaten belum bisa melakukan pembahasan Raperda
dimaksud sambil menunggu penetapan Perda Rencana

Tata Ruang dan Wilayah Provinsi yang akan digunakan

sebagai acuan Pemerintah Kabupaten dalam

menetapkan Perda tersebut.
Terhadap Raperda perubahan atas Peraturan

Daerah tentang Pendirian aneka usaha belum
teranggarkan pada anggaran induk pada Tahun 2019
dan anggaran perubahan Tahun 2019.



Menanggapi pertanyaan Fraksi PKB, fraksi PDI

Perjuangan, fraksi Demokrat-Hanura, perlu kami

sampaikan bahwa sampai dengan saat ini kami telah

melakukan evaluasi Perda yang sudah tidak relevan lagi

dengan peraturan perundang-undangan saat ini.

Saudara Pimpinan dan DPRD, serta hadirin yang

saya hormati;
Demikian hal-hal yang perlu kami berikan

tanggapan dan penjelasan atas Pandangan Fraksi

DPRD Kabupaten Rembang berkenaan dengan
pengajuan Raperda Non APBD Kabupaten Rembang.

Selanjutnya terkait dengan hal-hal yang lebih rinci

atas materi Raperda dapat dibahas dalam rapat-rapat

panitia khusus.

Sekian, terima kasih.

Wassal a m u al ai ku m w a rah m at u I I oh i w ab a rokatu h .

BUPATI REMBANG

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.



,*o'fflHX^r,
DPRD KABUPATEN REMBANG

ATAS
PENDAPAT BUPATI ATAS RAPERDA INISIATIF

PENYELENGGARAAN PERPARKI RAN

Disampaikan dalam Rapat Paripurna
DPRD KABUPATEN REMBANG

Kamis, 7 Nopember 2019



Assalamu' alaikum Wr. Wb.

o Yang kami hormati sdr. pimpinan sidang, sdr. wakit Bupati dan

segenap hadirin yang berbahagia

Mengawati penyampaian Jawaban Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten

Rembang atas Pendapat Bupati atas Raperda lnisiatif tentang
Pengetotaan Perparkiran beberapa saat yang latu, perkenankanl,ah kami
mengajak semua untuk memanjatkan puji syukur ke hadirat Attah SWT

yang senantiasa memberikan kesehatan, kesetamatan, rahmah dan

berkah kepada kita semua sehingga kita bisa hadir datam suasana yang

berbahagia ini.

Pimpinan sidang dan hadirin sekatian.

Kami memberikan apresiasi kepada saudara Bupati yang tetah
memberikan respons positip atas Raperda lnsiatif tentang
Penyetenggaraan Perparkiran yang kami ajukan.

Perparkiran adatah seturuh kegiatan yang berkaitan dengan
penyetenggaraan fasititas parkir metiputi pengaturan, pembangunan

pembinaan pengawasan dan pengendatian nya. sementara itu taju
pertumbuhan jumtah kendaraan di Kabupaten Rembang sangat pesat

dan ini semua membutuhkan lahan parkir yang memadai. Apabita hat

ini tidak diantisipasi akan menimbutkan probtem yang cukup kompteks.

Datam kaitan ini Peraturan Daerah . mengenai penyetenggaraan

perparkiran merupakan kebutuhan yang mendesak.

Demikiantah Jawaban Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten

Rembang atas Pendapat Bupati atas Raperda lnisiatif tentang
Pengetotaan Perparkiran, setanjutnya Raperda ini akan dibahas datam

Rapat Pansus bersamaam dengan Raperda Non APBD yang tain.



Bita ada kata yang kurang berkenan pada penyampaian Jawaban

Fraksi kati ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. semogaTuhan

YME senantiasa memberikan rahmah dan berkah kepada kita semua

dalam menjalankan tugas dan pengabdian membangun Kabupaten

Rembang.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

DPRD KABUPATEN REMBANG

i PKB,

Hanura,

HOHID,

w N.\_'"Wl,sPd,MM



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS I, iI, DAN III
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

DALAM MEMBAHAS 6 (ENAM) RANCANGAN PERATURAN

Menimbang: a.

DAERAH KABUPATEN REMBANG

PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG,

bahwa sesuai Pasal 102 ayat (13) peraturan DPRD Kabupaten
Rembang Nomor 1 Tahun 201,9 tentang Tata Tertib DPRD
Kabupaten Rembang, rapat kerja adalah pembahasan dalam
rapat antara Badan Anggaran, Komisi, Gabungan Kornisi.
Bapemperda, atau Panitia Khusus yang dilakukan bersama
dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

bahwa dalam pembahasan 6 (enam) rancangan peraturan
d.aerah dipandang perlu untuk membentuk panitia Khusus;

bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perru
menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah
tentang Pembentukan Anggota Panitia Khusus I, II, dan III
I)ewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi D.iawa
Tengah;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
PerubaLran Kedua Atas Und'ang-Undang Nomor 23 Tahun
2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor i8 Tahun 2O1T tentang
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan rakyat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2ol8 tentang pedoman
Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

b.

4.

2.

3.

6.



Peraturan Femerintah Nornor lz Tahun 2o1g tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Dew'an Perwakilan Ralqyat Daerah Nomor 1
Tahun 20Lg tentang Tata Tertib Dewan perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rernbang;

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pimpinan Gabungan DPRD clengan pimpinan
Fraksi DPRD kabupaten Rembang tanggal 1 November
20t9;

2. Hasil rapat Badan Musyawarah DpRD Kabupaten Rembang
tanggal 1 November 2019;

7.

8.

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

' MEMUTU$KAN:

Membentuk Anggota Panitia Khusus r, II, dan III Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Rembang dalam rangka
membahas 6 (enarn) Raneangan peraturan Daerah.

Nama-nama Anggota Panitia Khusus I sebagaimarla dimaksud
dalam diktum KESATU tertuang daiam lampiran I keputusan
ini.

Nama-nama Anggota Panitia Khusus Ii sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran iI keputusan
ini.

Na,ma-nama Anggota Panitia Khusus III sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalarn larnpiran IIi
keputusan ini.

Panitia Khusus I bertugas rnembahao Rancangan perature(n
Daerah tentang :

a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana induk
Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Rembang Tahun
2AlB-2025; dan

b. Rancangan Peraturan 'Daerah tentang Pembangunan
Kawasan Perdesaan.

Panitia Khusus II bertugas membahas Rancangan Peraturan
Daerah tentang:
a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum

Daerah Air Minum Tirta Banyumili Kabupaten Rembang;
dan

b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Sekolah Ramah
Anak.

Panitia Khusus III bertugas membahas Rancangan Peraturan
Daerah tentang:
a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan

Perparkiran; dan
b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua

KETUJUH



DELAPAN :

KESEMBILAN :

legala biaya yang timbul akibat ditetapkannye Keputuaan ini
dibebankan_ pada Anggaran pend.apatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran ZArc.

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang.
.. ; rpgds, tanggal 7 November 2019

. - .. t :.. ., .'.ir,.''^.i'li-r'\t
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H. ABDUL ROUF

SUNARDI, SPd.I.

SITI RISQIYAH PUTRI DWI ANI

NASIRUDDIN, S.Si

Drs. H. MUH SUBAWOTO

FRIDA IRIAN1

SAHNINGSIH, S.E"

KHAMID, S.E.,Sy.

ADI PURWOTO

SUMARSIH

H. HARNO, S.B.

MUGIYARTO, S.T.

GHOFAR ISMAIL, S.Pd.I.

WIWIN WINARTO, S.H.

LAMPIRAN I ; Keputuean DPRD Kabupaten
Rembang
Nomor : 25'Iahun 2019
Tanggal : 7 November zOLq

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS I
DPRD KABUPATEN REMBANG

KEDUDUKAN
I

KETERANGAN I

ANGGOTA

ANGCOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

PRD KABUPATEN REMBANG

KAMTL.MZ



1.

)

3.

4.

5.

6.

7.

B.

9.

10.

NAMA

MUNTHOHID, S.H.

H. SUPADI

SULISTYO WETi ARIANI,

ILYAS

HIDAYATUN NIKMAH, S,Pd.

SUSTIYONO

YATIN ABDUL ZAENAL

DONI{Y KURNIAWAN, S.8., M.M.

WIDODO, S.H.

H. GUNASIH, S,E.

DUMADTYONO, S.H.

H. YUDIANTO, S,H.

PUJI SANTOSO, S.P., M.H.

ANJAR KRISNIAWAN, S.T.

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS iI
DPRD KABUPATEN REMBANG

KEDUDUKAN KETERANGAN

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

LAMPIRAN II : Keputusan DPRD Kabupaten
Rembang
Nomor : 25 Tahun 20L9
Tanggal: 7 November 2079

L.{TI.I PRD KABUPATEN REMBANG

,..' MAJ

11.

t2.

13.

14.

A
,r '-.,



NAMA

H. MURSYID, S.T.

SUGIHARTO

SUMARDI

JOKO SUWITO,

SUPADI

MAHMUDI

H. MASHADI, S.Pd.,

ANDI KURNIAWAN

JASMANI

MOH. NUR HASAN, S.H.,

ACHMAD ZAMHURI, S.H.

AGUS SUTRISNO

Reets swABtHANToRo

L"{MPIMN III : Keputusan DpRD Kabupaten
Rembang
Nomor : 25 Tahun Z}Lg
TangSial: 7 November 2019

NAMA=NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS III
DPRD KABUPATEN REMBANG

KEDUDUKAN KETERANGAN

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

KABUPATEN REMBANG

MAJI MTL,MZ

b
t,



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Jalan P. Diponegoro Nomor 88 Rembang Telepon (0295) 691194 Fax (02g5)693290

BERITA ACAM
PEMILIHAN PIMPINAN PANSUS I

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

NoMoR : t70l b,l lzoI:e

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh bulan November tahun Dua Ribu Lima Belas

bertempat di ruang Komisi l, dengan merujuk Pasal 75 ayat (3) Tata Tertib DPRD

Kabupaten Rembang telah dilaksanakan rapat pemilihan pimpinan panitia Khusus I

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam rangka memb'ahas

Raperda Non APBD Kabupaten Rembang Tahun 2019, Rapat pemilihan dihadiri oleh
Anggota Panitia Khusus I sebanyak 1.4 orang dan pengarnbilan keputusan dilaksanakan

secara musyawarah mufakat.

Dari hasil pemilihan telah dipilih dan ditetapkan sebagai pimpinan panitia

Khusus I DPRD Kabupaten Renibang aclaiah sei:agai berikut:

1.

2.

Ketua

WakilKetua

Berita aca ra
sebagaimana mestinya.

, VtwLx..y lIl$ H9,.r,.!.I. .

: .9tlq.[.4.k ...\:. ]\L tlk. r. S,.fl.qt'.I

ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
}GBUPATEN REMBANG

Jalan P' Diponegoro Nomor 88 Rembang Telepon (0295)6911g4 Fax (0295)693290

BERITA ACARA
PEMILIHAN PIMPINAN PANSUS II

DEWAN PERWAKIIAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

NoMoR : Lto/ C4 lzots

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh bulan November tahun Dua Ribu Lima Belas

bertempat di ruang Komisi ll, dengan merujuk pasal 76 ayat (3) Tata Tertib DPRD

Kabupaten Rembang telah dilaksanakan rapat pemilihan pimpinan panitia Khusus ll
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam rangka membahas

Raperda Non APBD Kabupaten Rembang Tahun 2019. Rapat pemilihan dihadiri oleh
Anggota Panitia Khusus I sebanyak 14 orang dan pengambilan keputusan dilaksanakan

secara musyawarah mufakat.

Dari hasil pemilihan telah dipilih dan ditetapkan sebagai pimpinan panitia

Khusus I DPRD Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

1. Ketua

2. WakilKetua

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

PIMPINAN RAPAT



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Jalan P. Diponegoro Nomor 88 Rembang Telepon (0295)6911g4 Fax (0295)693290

BERITA ACARA
PEMIIIHAN PIMPTNAN PANSUS III

DEWAN PERWAKIT"AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

NoMoR : LtOl /" t, lz1,:g

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh bulan November tahun Dua Ribu Lima Belas

bertempat di ruang Komisi lll, dengan merujuk Pasal 76 ayat (3) Tata Tertib DPRD

Kabupaten RembanS telah ditaksanakan rapat pemilihan pimpinan panitia Khusus ill
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam rangka membahas

Raperda Non APBD Kabupaten Rembang Tahun 2019. Rapat pemilihan dihadiri oleh

Anggota Panitia Khusus lll sebanyak 13 orang dan pengambilan keputusan

dilaksanakan secara musyawarah mufakat.

Dari hasil pemilihan telah dipilih dan ditetapkan sebagai pimpinan panitia

Klrusus ill DPRD Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

1. Ketua

2. WakilKetua

/su> ,u lku rr0...

:YSi ffe{rc

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

AN RAPAT





























































































LAPORAN

PANITIA KHUSUS I DPRD KABUPATEN REMBANG MEMBAHAS 2 RAPERDA

TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARTWISATA KABUPATEN

REMBANG TAHUN 20T9.2026 DAN RAPERDA TENTANG PEMBANGUNAN

KAWASAN PERDESMN KABUPATEN REMBANG

A. Dasar:

Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Rembang dioentuk dan melaksanakan tugas
berdasarkan pada :

1. Rapat Badan Musyawarah DPRD bersama TAPD Kabupaten Rembang dalam rangka

Penjadwalan Pembahasan Raperda Non APBD Kabupaten Rembang Tahun 2019

pada tanggal 1 November 2019.

2. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib

DPRD Kabupaten Rembang.

3. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 25 Tahun 2019 tentang
Pembentukan Keanggotaan Panitia Khusus l, ll, dan tll DPRD Kabupaten Rembang

Dalam Membahas 6 (enam) Raperda Kabupaten Rembang, dengan susunan
Keanggotaan.Panitia Khusus l, Tugas dan Masa Tugas sebagai berikut:

a. Susunan Keanggotaan Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Rembang:

1. WtWtN WtNARTO, S.H

2. GHOFAR ISMAIL, S.Pd.I.

3. H. ABDUL ROUF

4. SUNARDI, S.Pd.I.

5. SITI RIZQIYAH PUTRI DWIANI

6. NASIRUDDIN, S.Si.

7. FRIDA IRIANI

8. KHAMID, S.E,5y.

9. ADIPURWOTO

10. SAHNINGSIH, S.E.

11. MUGIYARTO, S.T.

12. Drs.H.MUH. SUBAWOTO

13. H. HARNO, S.E.

14. SUMARSIH

Ketua Pansus I

Wakil Ketua Pansus I

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota i,

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

b. Tugas:

Panitia Khusus I bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang tentang : RENCANA INDUK PEMBANGUNAN

PARIWISATA KABUPATEN REMBANG TAHUN 20T9-2026 DAN RAPERDA

TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KABUPATEN REMBANG



c. Masa Tugas :

sesuai jadwal yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD

bahwa Panitia Khusus I melaksanakan tugasnya pada tanggal 19 November

s/d 28 November 2019 dan hasil kerjanya disampaikan pada Rapat Paripurna
DPRD tanggal, 28 November 2019.

B. Pelaksanaan Pembahasan :

1. Panitia Khusus I mengadakan rapat dengan OPD terkait pada tanggal 19 November

dan 25 November 2019.

2. Panitia Khusiis I mengadakan Studi Banding pada tanggal 20 November s/d 23

November 2019 di DPPD Kab. Tulungagung, DPRD Kab. ftediri dan DPRD Kab.

Trenggalek.

3. Panitia Khusus I mengadakan rapat dengan Bapemperda pada tanggal 25 November

dan27 November 20t9.

C. HasilPembahasan :

Adapun hasil pembahasan Raperda yang disempurnakan adalah sebagai berikut :

l. Raperda tentane RENCANA TNDUK PEMBANGUNAN PA$,IWISATA KABUPATEN

REMBANG TAHUN 2019.2026

20t9-2026

Pasal 16

menjadi Pasal 19

Pasal 24

26

28

31 dan pada ayat (3) yane semula tertulis Pasal 25 diubah menjadi Pasal 31



:

diubah menjadi Pasal 34

35 dan kemudian urutan pasal berikutnya menyesuaikan

diubah menjadi 12

semula tertulis Pasal 35 diubah menjadi 36

diubah menjadi38

diubah menjadi39

diubah menjadi 38

diubah menjadi4l

diubah menjadi38

diubah menjadi43

diubah menjadi33

semula tertulis Pasal44 diubah menjadi45

yang semula tertulis Pasal 46 diubah menjadi 47

diubah menjadi49

yang semula tertulis Pasal4g diubah menjadi 50

diubah menjadi49

yang semula tertulis Pasal 5t diubah menjadi 52

tertulis 2078-2025 diubah menjadi 20L9'2026

tert'.rlis Pasal 11 diubah menjadi t2

lt. naperda tentang PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KABUPATEN REMBANG

Pada Raperda ini terdapat satu perubahan yaitu Pasal 7 yang semula 3 ayat

ditambah menjadi 5 ayat Yaitu

memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana

pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), terutama dalam penentuan



prioritas, jenis, dan lokasi program pembangunan." diuboh menJodi,,penetapan
dan perencanaan Kawasan Perdesaan memperhatikan Rencana Tata Ruang
wilayah Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah,
terutama dalam penentuan prioritas, jenis, dan lokasi program pembangunan.,,
Ayat (2) tetdp

Ayat (3) semula berbunyi "penetapan Kawasan perdesaan dan Rencana
Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimakud pada ayat (1) dan
ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati." diubah,;penjodi "perencanaan
Kawasan Perdesaan sebagaimana dimakud pada ayat (1)'dimuat dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa"

Ayat (4) berbunyi "Penetapan Kawasan perdesaan sebagaimana dimakud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati"
Ayat (5) berbunyi "Rencana Pembangunan Kawasan perdesa;rn sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam Peraturan Bupati." :

Kesimpulan:

Dari hasil pembahasan 2 Raperda, Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Rembang
dapat menerima dan menyetujui 2 Raperda tersebut diatai ditetapkan menjadi
Peraturan Daerah dengan perubahan dan penyempurnaan sesuai rapat pansus l.

Penutup:

Demikian Laporan Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas
2 RAPETdA tENtANg RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA KABUPATEN
REMBANG TAHUN 2079.2026 dAn RAPERDA TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN
PERDESAAN KABUPATEN REMBANG, yang selanjutnya sebagal bahan pertimbangan
Persetujuan DPRD pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 28 November 2019.

Rembang, 27 November 2019

Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Rembang

GHOFAR IS

D.

IN WINARTO, S.H.

r11,,



z
F
!0

b

Cd
a
+Jo
M

rr i

d

c)
14

J4
d
B

d
o
uo
u6g

(d

o
bo
bo
tr

Cd
+J

uo
b0

d+f
o
ffi

2

rJr
g

o;
a
o
a)
oFD
a
U)

b
A

;
a
z
u

rF
lrd
lFlo
t 
''t

l'ti
I.lIDla

U)

Fita

o
Fz
D
E

IBIDla
l=:

a
J

*1

A.
a
"r.t<

taIMlzlz
IJIt-t<l>I<lcIE

oz (\I (f) sf, tr) \o

Alrl.
ddot,
(6
..C-i'd
#
Ea
p.6
EEr;r V{
dBd'iJ 'E
d 'Fun'P Aqg_ 0"s

a4 a4(d Htr$f. .S &

X E &uHE HEfi-d g 5'

s*el3 H

$ ili E # {
€ E E H E.ff
xe E{# s

HEEEaBA 8'- * F E
€.eREgs

!HiIEE.-^F S or # =
EH$IEA
T$fi98frlod*€.8x tr fi h s'E

EEEHE$I
: ! AX E E S

* a s E E ES

* ?siE8HilP+ttr*rLAo(E8.8.9o')
#&d&6= d
3-'".i ."i

-;

oz
m
E
H
M
a
H
h
0r
I
m

x
4
c
fr
EI
{u

a
ua
o
-N
2
a
H
rat

EHHqt}EaE
rE
F.dFr o-a Prh r-'i .LJtJCEara €s-P ,|tr ^ (Et {E *#

E Ef,Egt -, r$Esn

EEEBEEB
H 6r?iEIE
5!.:tiilL:L;
A EE!EE

E €€€€€
*d'



j4
+J
tr
5

dp
H

E

b0 i\isx
(ghH(6u
rddd.c
,q Cd

o.H-(o
6O.Ht
r,t :x

g"o
dd.c '?

rlaaa\VA:?E
Efia](d(Ed
EKtr.q
g.8
dE
H&
O.

b0 i,
ES

,.o

EH
04E

-i b0

cda€x
.'d fiEa
b0 .qdd
id .o>5
s&(d .-
O. cd

hoEqo.#(d:"
En
s!
afl
EX
L.
d'=o"H
l'.i v
6C(Ed.. .q Jd

<H d

E E" TFlr (s

fi Hs5?s
frl to E
0.d0)
H)Da3s<'d idIE<!

ES'do
P. 6lao\
-O ${ F{'d q/o
}4{JCitsk
aH#0"; tro- I
3RE
E $R(E boEmg*
EE H,s.-sa(E
'B +EtrHE
80fi I(6 .f
'6o HFOJ

!rt'o u0 O.+r OOd
h0901triid!u rd
h(d d
-E A(dd

a B AH
E E,s t
EHE-B'
2 H€ €
S€ s H? 'r A€d:!o.5
.& fi $EaaE,y
d

dEk(l)
O"

flH
ad
.E biNd
]-t (E
bo.otrH
xo)
t01
EE

d
E;(d_o
Q'd5M
'q :-(g:'5
MH
d5E>'
9EtmMd{-,a.H5F'rd .1

cr2
o. ,a
.E>(6k
€E
oa5Ei:
aH
$o ':iar:litHa(l)a l

E5E
E H E
,"q-dg E€
n( gJ4

3'.E e 3ood
aidF0" dp

"o

d+)
o
b0
u0

so
b0
b0
E

s tgo lob0 Ib0b0 lbod lc

6
+J
o
b0
h0g

s
o
bo
h0
d

(d
{J
o
b0
b0g

I I 1;
I ri le

E\E\E\E

I lE
I li
lalE

B\E\E
r.- 00

lo
OtlF(

oi
Fi

(7)



ro
H

7
L

trldlt-l
JIPI
EI(l)l
o.l

trl
dl
5l
{-J I

clol+rl
0Jl

J4

d
uo
H
q)
(.)

d
a
0)
a

d
}4
cd

d
U)

?

{-J
d
(g

EE$r(g 6k)'r +,

!$t
I$;Ht, u-.d 

-i.S

|Ilr
lst s
l\o s

lq$ gItrBIt{{
19 sld!c

IiEE

EI
D
V

z
o
m
M
DFz
f'l
m

rE

rff
lffi
t5
Itr
IH
t},
lsleIL
rq)
lelr-t\
la

l$
l\3IB
| 
':i',

la
lh
It
IU
IA
ISl.r
ia
l+rlitISl0!
lrta,
l'h)
le
iE
tJ(
I .i.
ta

=EEd.':ir. hOtr

E€fi
EErEA
bo-(+rciltr
€3etr uo
u0 ]{-C\tdcd-
€E 5
Es€-sF
u Xr-
6 6:
!EE
g bbz

$E Hf*€\Jgg
-.8?SEbOteE
[+#iu[- tr{oD.

d

E - EEl5 Soo&.q E,
Efl3d

d
d
O.

E
a
d
d

TE
Ssq, id
EE
sd
sff
*T
rtE.-. cd

+r€E-$d
E'lJ
oB
E..
8E&t
,Ef
&e

(
B
+J
L
q,
+f(
q)
*,
a,

Jd

*l
Jd

\J

E
Jd

U

u,

+

LO

cdE
$
FJ

c)
r-{

c\
r-l

r-{

oi
oO

t-
\o
rO

+
tdtald
lo.lcIE
t(d
10.

dt(l)l
EI
,al
EIol
OJdl
5ot
cl
5l
EIoia
dt
d
E
6

.a-,
li

d+)
d

J4
d
tr

bo 0)c5dopdtrs
ot0(-

E
tr
5
l-.
d

..m.ia$tr
&.!
b>€
E9
E) -{r
CD.
.ra !v

tHoO

$s
S.5Edt{ J:l.t 

-,IIJ

ls EtL (U

lE*
ls 3
lx&

6 ft HHEf s!
Lf{ .45s EE
- g c€--r'F ai ,E- 

?rs{g ;.s
EoE Bxt

E Ei ;t{

IiBE}Eifi

III}tiIBg

o2
m
E
Hil
2
H
tr
t,,
tr
x
Tt{
IE
tb
IE
I<IE
l<
IElFr
It{
t=
IEIH
IE
laIHt{l-
IE
IH
ta
l=
IBlp
la
l{
IHla
lp
IH
trfltfr
ls
le
Itrl2
IH
It
l4
la
IFItt
It

a
az
0.
z
a

CI

E]
o-

hoc c( ccid cdcdh gH€A .E He: $H
E E g!
t'3 uo tl3E E EE[ HE
.d.^ 01 H
E I c{Hr f;gh r..H'a 

^e _Emt E;flE E.q
i(F Hs

AAV

EE HE

= 
e ;so 9-.3M rE=

EEBE EEg

*Ig*u lEeu
E$5€E $E€E

a4

ti
(d
u0

o
0.
h0
.1H
d.{J
()
+,
sf,
D-
o\

A ,-l

^!

.d c6Et<

dr<j(r
booctrd6
Rz
bo bocc
*€
0) lrtrpH I

-h0trc
,d
J4:
op

E
Mp
Fl{

z
o
m
V
D
Fz
hl
m
>l
d
p
tio

l.o
lu0
IHtd
lh
l-
lq
lm
lcIrtd
lo.

d
Lro
(d

o
E

E
D

dd
}E Htdd
= a-a
€EEqee

tr
0)

dg
J

..o
d
M

.E

5
>)

d
m

d

F
trHt
H

tr

-
k
&o



EBE lt l E e$ E $

ffiEt\i1I-[EEf,

1111, Hlt ttmtltt

E
+f a.dB *=o.-tt
oF 6
rh.S 

= H

$8f;,
;$mE
--.S -i g+r*
$B vsu o h e .^

TEHEiBE--;
rrB*E
TEEf; $&FHp.!

( trds -qE{-l(uE trO.\J Gq
u, EHc tsdp€
o xa0, aa
]n -iJ t<I E&

I !eI l.{I (l)|{I sE
I E#I O(/)I 3.
I t'r 

-lI -OI HNI EC

lsEla
IE g$F
lig€ g

IiE B;
ltH*t
tslE E

li-: r :i

$ lEsE=

! IEBEI

I
I
J
I

EeE Ie$g ls g$$
EHE I *H$ I : E : H Ei

flfiE i #Hr lE E f; ] g

lgi i rts I r * ; E B

I^fr=lAE. lg fig B.H

,glgt\iil\ali;gBt

EII3I\liliEEgBqEEffi

\1 [3}i \3[[[a \3}e 
e*e$tet

a{
cd
+J((

.o
l<
O
P. ;i'
c!
cd ,!
vr lt

5M5tr
66
OY
EH

o.

:cAk=5"o
ad'rE a

8',5 6
F((DC

€: *
EE€
.,ro3
EgE5(d*1r!
ol ooS
*rE9gb H

idtsE
rooc(Y)oo

!

s*s
d"--o.tr HoII
E Eio- tr-c

t- co Or
o
!-{



o
0)
t-r

EE(dc
bO iJo([o.b'ii *
Es
6b1o.tr
E€
J(ln

EEErJ
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DEUIAN PERITAT(ILAN RAXYAT DAERAII
KABI'PATEN RTMBANG

Jl. Dtponegoro No. 88 Telp (02951 69tt94 Kode Pos
692L2

RIMBANG

LAPORAIT

PAITITIA KHUSUS III DPRD I(ABUPATEI{ RTMBANG
TENTAITG

HASIL PEMBATIASAN TIRIIADAP 2 RAPERDA
T(ABUPATEN RTMBANG

A. DASAR:
Panitia Khusus III DPRD Kabupaten Rembang dibentuk dan

melaksanakan tugas berdasarkan pada :

1. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang dalam rangka
Penjadwalan Pembahasan Raperda Non APBD Kabupaten Rembang
Tahun 2019 pada tanggal 1 November 2019.

2. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2079 tentang
Tata Tertib DPRD Kabupten Rembang.

3. Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 26 Tahun 2ol9 tentang
Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus I, II, III DPRD

Kabupaten Rembang terhadap Pembahasan 6 (enam) Raperda, dengan

susunan Keanggotaan Panitia Khusus III, Tugas dan Masa Tugas
sebagai berikut :

1. Susunan Keanggotaan Panltla Khusus III DPRD Kabupaten
Rembang :

NO ITAMA JABATAN

7 AGUS SUTRISNO Ketua

2 H. SUGIHARTO Wakil Ketua

3 H.M. MURSYID, S.T Anggota

4 SUMARDI Anggota

5 SUPADI Anggota

6 MAHMUDI Anggota



7 JOKO SUWITO, S.E Anggota

8 MASI+ADI, S.Pd. M.M Anggota

9 ANDI KURNIAWAN Anggota

10 JASMANI Anggota

7t ACHMAD ZAMHURI, S.H Anggota

12 H. MOH NUR HASAN, S.H., M.H. Anggota

13 RABIS SWABIHANTORO Anggota

2. Tugas:

Panitia Khusus III bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten. Rembang tentang :

1) Pengelolaan Perparkiran;
2) Perubahan Kedua Perda Nomor 12 Tahun 2}tl tentang Retribusi

Jasa Umum;

B. PELAKSANAAN PEMBAIIASAI{.
r'l ]

Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD dan
kesepakatan Panitia Khusus III adalah sebagai berikut :

dan 25 November 2Ol9

Kabupaten Malang dan Kota Surabaya pada tanggal 20 s.d 23

November 2019.

C. I{ASIL PEMBA}IASAN :

Dari pembahasan - pembahasan tersebut, Panitia Khusus III
menyepakati dan menyimpulkan dengan penyempurnaan-

penyempurnaan Raperda sebagai berikut :

I. Raperda tentan( Peneelolaan Peroarklran.
L. Pada BAB III, Pasal 7 ayat (2) ; kata "harrya" dihapus, sehingga

ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

(2) Pada ruas jalan tertentu parkir kendaraan bermotor ditepi

jalan umum dapat dilakukan pada 1 (satu) sisi.



2. Pasal 11 dihapus. Sehingga Pasal 12 menjadi Pasal 11, Pasal 13

menjadi Pasal 12 dst. s.d Pasal 32 menjadi Pasal 31.

3. Ada penambahan pasal baru yaitu Pasal 32 yang berbunyi :

Pasal 32

Ganti kerugian kehilangal atau kerusakan kendaraan

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3L diatur lebih lanjut

dengan Peraturan BuPati. 
i

4. Pasal 36 semula terdiri dari 6 ayat menjadi 8 ayat, selengkapnya

sebagai berikut :

(1) Setiap pengguna parker yang melanggar kewajiban

sebagaimana dimaksud dalaq Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 17

ayat (3) dikenakan sanksi administrative.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

berupa:

a. teguran lesan;

b. penggembokan roda kendaraan;

c. tindakan pemindahan kendaraan.

(3) Kerusakan kendaraan akibat penggembokan roda kendaraan

dan pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 huruf b, dan ayat (2) huruf c, bukan merupakan

tanggungjawab Pemerintah Daerah.

(a) Apabila kendaraan dikenakan penggembokan roda

kendaraan dan tindakan pemindahan kendaraan

sebagaimana dimaksud pada ayat {21 huruf b dan ayat (21

huruf c, pemilik kendaraan dapat mengambil kembali

kendaraannya setelah melakukan pembayaran denda'

(5) Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah

sebagai berikut :

a. denda penggembokan roda kendaraan

200.000,- (dua ratus ribu ruPiah).

b. denda pemindahan kendaraan sebesar

sebesar : Rp.

Rp. 400.000,-

(empat ratus ribu ruPiah).

(6) Terhadap pemilik kendaraan yang tidak segera mengambil

kendaraan pada hari itu ditempat penyimpanan kendaraaTa

yang disediakan Pemerintah Daerah akan dikenakan denda

keterlambatan pengambilan per hari Rp. 5o.ooo,- (lima

puluh ribu ruPiah).



(7) Penerimaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan oleh perangkat Daerah terkait dan merupakan
pendapatan daerah.

(8) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) t ".i t "rl'* kendaraan
tidak diambil, pemerintah Daerah tidak bertanggungiawab
terhadap atas kehilangan dan atau kerusakan kendaraan.

II. Rap.td" tentang p"rubahan Kedua perda Nomor 12 Tahun 2orl

1. Pada konsideran "Mengingat, :

Nomor 3, 4,9, 10, 11 dan 15 dihapus. Sehingga ada
penyesuaian nomor pada konsideran "Mengingat, yaitu
nomor 5 menjadi nomor 3, nomor 6 menjadi nomor 4 dan
seterusnya sampai nomor 1g menjadi nomor 12.

2. Pada nomor 12 : kalimat organisasi dan Tata Kerja
dihapus, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun
2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat

Daerah Kabupaten Rembang (kmbaran Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor s rambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12g)

D. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan 2 Raperda, panitia. Khusus III DPRD
Kabupaten Rembang dapat menerima dan menyetujui 2 Rancangan
Peraturan Daerah tersebut diatas ditetapkan menjadi Peraturan Daerah
dengan perubahan dan penyempurnaan sesuai hasil Rapat panitia
Khusus III.



t. PElfuTuP.

Demikian Laporan panitia Khusus III DPRD Kabupaten Rembangdalam membahas z Raperda Kabupaten Rembang yang selanjutnyasebagai bahan pertimbangan persetuJuan DPRD pada Rapat paripurna
DPRD tanggal 2g November 2019.

Rembang, 2g November 2Olg

PANITIA KHUSUS III DPRD KABUPATEN REMBANG

Ketua,

ttd

AGUS SUTRISNO

Wakil Ketua,

ttd

H. SUGIIIARTO
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PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DPRD

ll. Oiponegoro No. 88 Tetp (0295) 691194 *oi. Oo, Sg2t2

REMBANG ,:;:,

" .i
*

u& * 
PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN REMBANG

.,
TERHADAP

,I]

HASIL PEMBATTASAN RAPERDA APBD TAHUN ANGGABAN 2O2O

DAN 6 ( ENAM } RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG
il'iii'

TAHUN 2019

Kamis

Dibacakan oleh

2B Nopember 20Lg

srrr RrzQrYArr PUTRr O"q.llpa
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Assa lamu a'laikum Wa roh matullah i wabarokatuh....
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SeJpmat pagi, dan Salam sejahtera bagi kita semua ....
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Alhamdutillohi Robbil o'lomiin, aqhotatu wassaldmu o'la osyrofilamb,iyoi wol mursolin
Soyyidino Wemaulono Muhommodin, wo'ola atihiwosohbihi ojma'iin,,., Amma ba'du ...
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Yana kamiti
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hormati :

Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang. *ir

Sdr. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Sdr. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang.

sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala
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Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda, dan

para Camat dilingkungan Kabupaten Rembang.

Sdr. Sekretaris Dewan beserta staf .

=> sdr. Pimpinei'h organisasi Kemasyarakatan, lsM, Rekan-rekan wartawan,
dan semua hadirin yang berbahagia. I "''-

Sebelum kami lanjutkan penyampaian Pendapat ahir ini, terlebih dahutu marilah
kita , selalu memanjatkan puji dan syukur kehadlirat ILAHI ROBBI , atas segala limpahan
Rohmat, Nikmat, Taufik dan HidayahNYA, yang dikaruniakan pada kita, sehingga sampai

saat ini, kita masih diberikan kesempatan hadir pada Rapat Paripurna DPRD ini , dalam

keadaan sehat Wal afiat . '

lllr

Sholawat dan salam, semoga selalu tercurahkan kepada junjungan nabi besar kita
MUHAMMAD SAW, para shahabat, dan seluruh keluarganya. ;

tq

Sdr. Bupati dan wakil Bupgti, serta segenop Sidang Dewon ydng kami Hormati...,

Pada kesempatan yang baik ini kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ,

mengucapkan " Selamat Hari Ulang Tahun KORPR! Ke 48 tanggal 29 November zOLg,
semoga menambah Semangat " Berkarya, Dan Menyatukan Bangsa"

Kedua, kami juga mengucapkan " selamat Hari Guru Nasional " tanggal 25

Nopember 2A!9 , semoga kesabaran dan keikhlasan para Guru, dalam perannya

mencerdaskan bangsa ini, bkan membuahkan munculnya generasi penerus bangsa yang

amanah dan berachlakul karimah, untuk membangun Negara Kesatuan Republik

Mengawali penyampaian Pendapat Ahir kami , dari Fraksi Partai Persatuan

Pembangunan, terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2A2O, dan 6 (enam) Raperda

Non APBD Kabupaten Rembang tahun 2Ot9 , yang merupakan tindak lanjut , atas
jawaban dan penjelasan Sdr. Bupati , terhadap Pemaridangan Umun Fraksi-fraksi , dan

jawaban Fraksi-fraksi terhadap tanggapan Bupati, dalam rapat paripurna ke ll, pada hari

Kamis, tanggal 07 Nopember 2019 yang lalu.

Yang pertama kami memberikan apresiasi kepada semua Pansus ,,dari Pansus I , ll , dan

lll , dan para anggota Banggar , serta semua anggota Bapemperda , atas kinerjanya ,

yeing telah bekerja keras untuk melakukan pembahasan terhadap Raperda APBD tahun

Anggaran 2020, dan 5 (qpam) Raperda Non APBD Pemerintah Kabupaten Rembang

tahun 2019 ini , sehingga dapat terselesaikan pembahasanya sesuai d*engan waktu yang

direncanakan. Kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan , juga menyampaikan

terima kasih kepada semua pihak, baik dari tokoh masyarakat maupun OPD terkait ,

'ill';

*
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i:1,'

yang telah membantu memberikan masukan pada rapat pembahasan di pansus 
,sehingga diharapkan 6 (enam) Raperda Non APBD Tahun 2OLg yang dibahas , menjadi

Perda yang berkwalitas , dan dapat bermanfaat untuk pemerintah Kabupaten Rembang,
serta untuk kesejahteran masyarakat Rembang.

Adapun 6 (enam) Raperda Non APBDTahun 2019 yang dilakukan pembahasan adalah :

7' Raperda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Rembang.

2' Raperda Tentang Rencana lnduk Pembangunan pariwisata Kabupaten
Rembang. 

,\

3. Raperda tentang Sekolah Ramah Anak

4. Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Banyumili Kabupaten
Rembang.

5. Raperda Tentghg penyelenggaraan perparkiran. 
;

6. Raperda Tentang Perubahan Ke Dua atas Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 12 Tahun 2otL ,Tentang RetribusiJasa umum.

Sidang Dewan yang komi hormoti.....,

Setelah kami melakukan kajian dan telaah yang mendalam, terhadap Raperda ApBD
Tahun Anggaran 2020, dan 6 (enam) Raperda Non APBDTahun 2OL9 tersebut kami
dari Fraksi Partai persatuan Pembangunan, dalam Pendapat ahir ini, menyampaikan
beberapa catatan sebagai usulan dan masukan, antara lain sebagai,berikut :

1. Dana yang diperoleh sebagai sumber pendapatan dari pusat yakni DID , karena
Kabupaten Rembang sekarang sudah mendapatkan Opini WTp, kami dari F-ppp
mohon , agar memprioritaskan untuk yang kategori kebutuhan kepentingan
pelayanan masyarakat. 

., ,,

2. Fraksi PPP mohon ,agar setelah Perda APBDTahun Anggaran 2O2O ini disahkan,
segera ditindak laniuti tahapan berikutnya , dan mohon agar pelaksanaan
kegiatan-kegiatan yang telah dianggarkan pada APBD tahun 2O2O , segera
dilaksanakan pada awal tahun2020, supaya pelaporan pada smester l, progress
pelaksanaan t<egiat'an dan progress penyerapan anggaran tidak terjadi
keterla mbatan da ri yang direncanakan.

B. Terkait denean 6 ( enam I Raperda Non ApBD Tahun 2019 . 
,:..i.,

L. Terkait Raperda Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Rembang :

Kami dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan berharap setelh terbentuknya
Perda ini, supaya ditindaklanjuti kerjasama dengan BUMDES.

A.

, I;l



2' Terkait Raperda Tentang Rencana lnduk Pembangunan pariwisata Kab. Rembang :

selama ini untuk penyerenggaraan Kepariwisataan Kgpupeten Rembang ,
sebagai dasar hukumnya menggunakan perbup Nomor sd rahun 2016, maka
setelah Perda Tentang Rencana lnduk Pembangunan pariwisata Kab. Rembang
terbit dan diundangkan , Kami F-ppp mohon 'kepada pemkab , agar perkada
yang ada , segera direvisi yang disesuaikan berdasarkan pada perda Tentang
Rencana lnduk pembangunan pariwisata ini.

3. Terkait Raperda Tentang Sekotah Ramah Anak :

Kami F-ppp berharap bahwa , dengan adanya perda s[llorrr., Ramah Anak ,
bukan semata-mata menyertai sebutan Kabupaten Rembang layak anak saja,
namun nantinya ke depan bisa lebih semanga! untuk mencetak anak sebagai
kader yang cerdas , dan berachlakul karimah yang menjadi harapan dan
kebanggaan sebagai generasi penerus bangsa , untuk mewujudkan cita-cita
bangsa dan sebagai abdi Negara. ,

4' Terkait Raperda Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minun Banyumili :

Bahwa Penyertaan Modal , baik yang bersumber dari ApBD murni dan dari
Program DID ( Dana lnsentif Daerah ), F-PPP berharap ke depan pDAM dengan
perubahan nama Banyumiti , biar membuat inovasi-inovasi dan terobosan baru
yang gemilang , sehingga selain tujuan utamanya adalah semangat
meningkatkan pelayand:n agar kebutuhan pelanggan ter$'enuhi , namun rebih
lagi harapannya nantijuga ikut berpatisipasi menjadi penambah sumber pAD.

5. Terkait Raperda Tentang penyelenggaraan perparkiran :

Banyak areal parkir di ruas jalan nasional dan banyak juga pengguna parkir yang
memanfaatkan , karena areal tersebut bukan kewenangan pemkab Rembang ,
dan agar areal tersebut bisa dikelola tentang parkirnya , kami mohon agar
Pemkab Rembang melakukan Kerja sama , dengan mifita ijin kepada yang
berwenang yaitu pada pemerintah pusat .

6. Terkait Raperda Tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Daerah Kab.
Rembang Nomor 12 Tahun 2011Tentang RetribusiJasa Umum :

Banyak lampu-lampu penerangan diareal halaman pasar yang tidak nyala ,
mohon agar sdr Bupati memerintahkan kepada dinas terlait , a1ar lampu
dimaksud segera nyala , untuk demi keamanan ditokasi pasar tersebut.

Sidong Dewan yong kami Hormati ...,

Selanjutnya sebagai pendapat ahir , Kami dari Fraksi partai persatuan
Pembangunan , Dengan mengucap Bismltlahirrohmanlrrohtlm Menerimo don



menyetuiui Raperda Tentang APBD Tahun Anggaran 2ozo, dan 6 ( enam ) Raperda Non
APBD Kab. Rembang Tahun 2olg , untuk ditetapkan menjadi perda .

Demikian Pendapat Ahir Fraksi Partai Persatuan pembangunan , Terhadap
Raperda APBD Tahun Anggaran 2020, dan 6 (enam) Raperda Non ApBD Tahun 2019 ini,
semoga apa yang kita upayakan mandapatkan hasil yang maksimal , untuk kepentingan
Masyarakat dan pemerintah Kabupaten Rembang. , I

Trima kasih atas segala perhatianya, dan mohon maaf atas segala kekurannya.....
rg::

Wa I la h u I M uwafik lla a aqwamithooriq..........

wassa la m u a'laiku m wa rohmatu ilahi waba rokaatuh.....

Rembang , 28 Ngpember 2}lg

PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DEWAN PERWAKTLAN RAKYAT DAERAH .

KABUPATEN REMBANG

H. SUNARDI,SPd.t

ili.":i



PANTAI KEBANCKIIAT'I BAT{GsA

nmfua'?1qfu

PENDAPAT AKIIIR.
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAII KABUPATEN REMBANG

TERHADAP
RAPERDA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

KABUPATEN REMBANG TAIIUN TAHUN ANGGARAN 2O2O

disampaikan oleh :

Assulamualaikum, wr. wb.

Ya.ng Kami Hormati Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang Kami Hormati Pimpinan dan Segenap AnggotaDPRD Kab. Rernbang;

Yang Karni Hormati Forkompimda Kabupaten Rembang, Komandan / Kepala Kesatuan TNI-

POLRI, Kajan dan Kepala Pengadilan Negeri Rembang

Yang Kami Hormati Sekretaris Daerah dan Seketaris DPRD Kab.Remhang

Yang Kami Hormati Para Pejabat di lingkungan Pemkab Rembang, Kepala OPD, Kabag, Kabid

serta Para Canat Se-Kabupaten Rembang

Yang Kami Hormati Para Pimpinan Parpol, Wartawan, Ormas, Organisasi Wanita, LSM Serta

Undangan Sekalian Yang berbahagia.

Mengawali Penyampaian Pendapat Aldrir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini, marilah bersama-

sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Taufiq dan

Hidayah-Nya sehingga pada hari ini, kita dapat menghadiri Sidang Paripurna DPRD Kab. Rembang

dengan agenda penyarnpaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi atas RAPERDA TENTANG

ANGGARAN PENDAPATA]*I DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN REMBANG

TAHUN TAHUN ANGGARAN 2020 dalamKeadaan Sehat Wal'afiat.

Selanjutnya FPKB pada kesempatan ini mengucapkan Selamat Hari Guru Nasional yang jatuh pada

tanggal 25 November. Semoga peringatan Hari Guru Nasional bisa menjadi inspirasi bagi kita

untuk mengapresiasi kerja keras para guru yang telah dengan ikhlas mencurahkan perhatiannya

untuk mendidik kita guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita semua bisa seperti ini adalah

berkah dari pequangan para guru kita yang telah membimbing, membina dan mendidik serta



mengajari kita makna dan arti sebuah kehidupan. Guruku... kau adalah cahayaku, kau adalah

lenteraku, kau adalah sumber inspirasiku. .. jasamu tak kan pernah bisa kubalas..

Sidang Paripurna VanS,|<ami hormati... .....

Kila patut bersyukur bahwa pada hari ini kita sudah masuk pada tahap akhir dalam proses

penyusunan APBD Kab. Rembang TA. 2020 karena pada hari ini raperda APBD Kab. Rembang

TA. 202A akan ditetapkan sebagai Perda.Tahapan demi tahapan sebagai mana diatur dalam

Permendagri No. 33 tahun 2019 telah dilalui semua yang dimulai dari penjaringan aspirasi

masyarakat melalui forum musrembangdes, musrembangcam, musrentbangkab dan reses-seses

DPRD. Begitu juga pembahasan RKPD, RKUA-PPAS dan RAPBD juga telah dilakukan antara

komisi-komisi DPRD dengan OPD-OPD mitra ke{a dan banggar bersama TAPD melalui forum

rupat-rapat yang melelahkan dan menguras tenaga maupun fikiran. Semua ini dilakukan Demi

menghasilkan sebuah Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Rernbang Tahun Anggaran2020

yang berkualitas, terarah dan benar-benar berpihak kepada masyarakat untuk rnewujudkan tujuan

pembangunan Kabupaten Rembang. Kesungguhan DPRD dan seluruh jajaran eksekutif selama

rapat ditunjukkan melalui diskusi yang cukup mendalam dan sungguh melelahkan, diskusi yang

serius dengan mengungkapkan gagasan-gagasan kritis-konstruktif, baik dalam rapat kerja komisi,

maupun dalam rapat Badan Anggaran. Oleh karena itu FPKB menyampaikan terima kasih dan

penghargaan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan APBD

Kab. Rembang2020.

Sidang Paripuma Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia.

Setelah mendengarkan laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rernbang atas Rancangatr

Peraturan Daerah Kabupaten Rernbang tentang APBD Kabupaten Rembang TA. 2020, FPKB

memandang perlu untuk memberikan catatan sebagai berikut :

1. Seluruh hasil pembahasan yang telah dituangkan dalam APBD TA. 2020, FPKB berharap agar

setnua OPD sebagai pengelola anggaran dan pelaksana program maupun kegiatan, konsisten

dalam menjalankan APBD Tahun Anggaran 2020 dengan mengacu pada prinsip efisiensi,

efektifitas, dan disiplin anggaran yang tepat walctu, dan tepat sasaran. FPKB berharap

penyerapan anggaran tahun 2020 lebih tinggi dari pada tahun )019 terutama pada Pos belanja

modal yang bersinggungan langsung dengan pelayanan Publik seperti pembangunan jalan,

sarana kesehatan dan penyediaan air bersih.

2. Untuk meningkatkan serapan anggaran Th. 2A20, FPKB mendorong pemkab Rembang

melakukan percepatan perencanaan pelaksanaan program atau kegiatan. Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) APBD TA. 2020 kami harapkan bisa diserahkan kepada OPD-OPD di awal

Januari 2020 dan kami harapkan OPD-OPD bisa segera menindak-lanjutinya sehingga program

dan kegiatan yang tertuang dalam DPA bisa dilaksanankan pada bulan Maret 202A.

3. Sehubungan dengan terbitnya Perpres No. 75 Th. 2019 Tentang Perubahan atas Perpres No, 82

Th. 2018 Tentang Jaminan Sosial yang di dalamnya juga mengatur kenaikan iuran bagi peserta

PBI yang didaftarklh oleh pemda, dimana Perpres ini turun saat proses penyusunan APBD 2020



4.

sedang berjalan sehingga alokasi anggaran untuk pembiayaan BPJS peserta PBI sebesar Rp'

rc.443.559.000,- ( Sepuluh milyar empat ratus empat putuh tiga juta lima ratus lima puluh

sembilan ribu rupiah) masih kurang dari semestinya, maka pernkab harus mempersiapkan

kekurangan anggaran tersebut di Perubahan APBD 2420.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan terutama di sekolah dan madrasah swasta, FPKB

mendorong pemkab Rembang untuk mengalokasikan kembali Bantuan Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) untuk siswa SD, MI, SMP dan MTs swasta sebagaimana dilakukan oleh

kabupaten-kabupaten lain. Bahkan Pemrov Jateng juga mengalokasikan BOSDA untuk siswa

SMA, SMK, MA dan SLB swasta sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per siswa di

Tahun 2020. Diharapkan dengan diberikannya BOSDA, kekurangan-kekurangan biaya

operasional sekolah yang belum tercover oleh dana BOS reguler bisa dicukupi oleh dana

BOSDA. FPKB berharap dana BOSDA bisa dianggarkan kembali di Perubahan APBD 2420.

Dengan adanya perda Kabupaten Rembang tentang Sekolah Ramah Anak (SRA), FPKB

mendorong pemkab Rembang agar segera menyiapkan rencana program kerja dan menyiapkan

alokasi arLggaran di perubahan APBD 2020 untuk mendukung suksesnya pelaksanaan perda

SRA tersebut. FPKB berharap perda tersebut betul-betul diimplernentasikan secara riil oleh

pemkab yang diwujudkan dengan program-progrcm nyata dan dukungan anggaran dari APBD.

Dernikian beberapa catatan kami sampaikan, sekaligus merupakan rekomendasi kepada Pemkab

rembang dan Dengan mengucapkan "Bismil lahi rrahmanirrahim ",

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dapat MENERIMA dan MENYETUJUI Raperda tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, untuk disahkan dan ditetapkan

menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Sekian kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar - besarnya .

Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwamittorieq

Wasalammu'allaikum Wr. Wb.

Rembang, 28 Novernb er 2019

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

PERWAKILAN DAERAH KABI.]PATEN REMBANG

5.

selcretaris
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Pendapat Akhir
FMKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

DEWAN PERWAKILAN RAIffAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TERHADAP

ENAM RAPERDA

disampaikan oleh

Pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Rembang Kamis, 28 Nov 20L9

Assalamu 'alaikum wr wb,

Yang kami Hormati, Bupati dan Wakil Bupati Rembang beserta jajarannya di
lingkungan Pemkab Rembang

Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah; Komandan Kodim
Rembang, Kapolres Rembang, Kepala Kejaksaan, Ketua Pengadilan Negeri

Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah beserta Pejabat di lingkuangan
Pemkab. Rembang Serta Para Camat Se- Kabupaten Rembang,

Yang Kami hormati Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan Ormas, Organisasi

Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia.

Mengawali pendapat akhir ini perkenankanlah kami menghaturkan Puji Syukur
kehadirat Allah SWT Atas segala limpahan Rahmat, Taut'iq dan Hidayah-Nya
sehingga sampai saat ini kita semua masih bisa menikmati karunia dan rahmat-Nya.

Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad
SAW

Sidang Dewan yang kami Muliakan

Terhadap 6 raperda yang telah diajukan Saudara Bupati kepada DPRD kabupaten
Rembang ini, FPKB. memberikan beberapa catatan sebagai berikut :

1. Raperda Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kab.
Rembang Tahun 2018-2025 .

Menurut kami, sebenarnya Pemda Rembang agak terlambat menetapkan perda
ini mengingat Peraturan Menteri Pariwisata tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota
telah terbit tahun 2016 dan perda ini merupakan salah satu syarat mendapatkan



2.

3.

4.

5.

bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) kepariwisataan dari pemerintah pusat.

Maka dari itu, setelah perda ini ditetapkan, FPKB berharap pemkab segera
membuat rencana aksi untuk membangun sektor kepariwisataan Kab.
Rembang dengan melibatkan stakeholder yang ada. FPKB juga mengingatkan
agar pemkab melibatkan partisipasi aktif dan kreatifitas masyarakat desa.
Ripparda ini tidak boleh membatasi kreatifitas, inovasi dan kemandirian
masyarakat desa dalam mengembangkan sektor keparir,vis ataan.

Raperda Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan

Terhadap raperda ini, kami berharap pemkab melakukan sinkronisasi dan
membangun harmonisasi dengan desa-desa yang masuk dalam program
pembangunan kawasan perdes aan agar tidak terjadi konflik horizontal dan agar
pemkab lebih mengedepankan kemifan lokal setempat.

Raperda Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Banyumili Kab.
Rembang.

Modal Dasar Perumda Air Minum Tirta Banyumili sebagaimana diatur dalam
raperda ini adalah Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) yang dipenuhi
dari penyertaan modal sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah Kab.
Rembang. FPKB berharap pimpinan perumda berkordinasi dengan pemkab
untuk menyusun schedule agar pemenuhan modal dasar ini tepat kebutuhan,
tepat guna dan tepat waktu sesuai dengan rencana bisnis yang disusun oleh
pimpinan perumda.

Raperda tentang Sekolatr Ramah Anak
Setelah raperda ini ditetapkan, FPKB berharap pemkab segera malakukan
sosialisasi ke sekolah-sekolah dan pemkab menyusun program dan kegiatan
nyata baik yang didanai oleh APBD maupun pihatrr ketiga seperti CSR dari
perusahaan yang ada di Kab. Rembang.

Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran
Salah satu problem perparkiran di Kabupaten Rembang adalah parkir mobil-
mobil besar di bahu jalan sepanjang jalan pantura yang notabene
pengelolaannya masuk dalam kewenangan pemerintah pusat. Namun dampak
negativenya sangat dirasakan oleh warga Kabupaten Rembang, terutama dari
sisi estetika dan keselamatan pengendara kendaraan bermotor. Maka dari itu,
FPKB mendorong pemkab untuk melakukan langkah-langkah strategis dan
berkordinasi'dengan pemerintah pusat untuk mengatasi persoalan perparkiran
di bahu jalan pantura.

Raperda tentang perubahan kedua atas Perda Kab. Rembang No. 12 Tahun
20Ll tentang Retribusi Jasa Umum
Pada prinsipnya FPKB mendukung kenaikan tarif retribusi jasa umum karena
tarif ini baru mengalami kenaikan setelah sembilan tahun. Namun FPKB

6.



menekankan, kenaikan tarif rekibusi ini harus diimbangi dengan peningkatan
kualitas jasa pelayanan kepada konsumen.

Sidang Dewan dan hadirin yang kami Muliakan

Setelah FPKB memberikan catatan-catatan atas enam raperda tersebut, FPKB dapat
menerima dan menyetujui 6(enam) raperd4 yaitu :

l. Raperda Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kab. Rembang
Tahun 2018-2025

2. Raperda Tentang Pembdngunan Kawasan Perdesaan
3. Raperda Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minurn Tirta Banyumili Kab.

Rembang

4. Raperda tentang Sekolah Ramah Anak
5 . Raperda tentang Penyelen ggaruan Perparkiran
6. Raperda tentang perubatran kedua atas Perda Kab. Rernbang No. 12 Tahun

24fi tentang Retribusi Jasa Umum

untuk selanjutnya disahkan dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang.

Sidang Dewan yang kami Muliakan

Demikian pendapat Akhir FPKB ini dan atas perhatiannya kami sampaikan terima
kasih

Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwamitthorieq

Wasalammu' allaikum Wr. Wb

Rembang, 28 Nov 2019
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

ILY
Ketua Sekretaris



FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG
Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang

Telp, (0295) 6e1 194

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI NASDEM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

H As r L p E M BA H As A N -li,:it'"li, p E RAr u RA N D A E R A H

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG

TAHUN ANGGARAN 2O2O

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
. Salam sejahtera untuk kita semua

Salam Restorasi
Gerakan Perubahan

Yth. Saudara Bupati Rembang;

Yth. Wakil Bupati Rembang;

Yth. saudara Ketua, wakil Ketua dan Anggota DpRD Kabupaten Rembang;

Yth. saudara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;

Yth. Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;

Yth. Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang;

Yth. Para Kepala organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

Yth. Para Pemuka Masyarakat, Rekan- rekan lnsan Pers, dan Hadirin sekalian yang

berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah terlebih dahulu kita memanjatkan
puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha

Esa, atas segala limpahan Rahmat dan Ridho-Nya, sehingga kita semua kita dapat

menghadiri acara penyampaian "Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Hasil

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan

dan Betanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggara n 2020" dalam keadaan

sehat wal'fiat. Sholawat serta salam marilah kita lantunkan kepada Nabi Muhammad

Sallallahu Alaihi Wassalam, dan semoga kita sebagai umat mendapatkan syafaatnya di
yaumul akhir. Amin Ya RobbalAlamin.

ffi\tr/
FARTA! lrlfsDeni;
GERAKAN FERUEAHAN



saudara Bupati, wakil Bupati, saudara pimpinan sidang, Anggota DpRD dan
para undangan yang berbahagia.

Sebagaimana diketahui Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
merupakan salah satu Raperda strategis yang menyangkut hajat hidup masyarakat
Kabupaten Rembang, karena APBD merupakan salah satu instrument kebijakan yang
dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan dan Kesejahteraan
Masyarakat. Disamping itu Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020, diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengetolaan Keuangan Daerah, dan Kebijakan Umum perubahan
APBD serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2020.

Kita telah mendengar, menyimak dan membaca Pidato pengantar Nota Keuangan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020. Oleh sebab itu dalam kesempatan
yang berbahagia ini. Kami Fraksi NasDem menyampaikan pendapat Akhir Fraksi
terhadap Hasil Pembahasan Raperda tentang Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020. Secara umum, kami Fraksi
NasDem mengapresiasi Nota Keuangan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran
2420 yang telah disampaikan Bupati Rembang atas nama pemerintah Kabupaten
Rembang' Namun terdapat beberapa cacatan yang patut kami sampaikan dalam
forum terhormat ini, yaitu sebagai berikut: ,

1. Kami Mengapresiasi dan Dapat Menyetujui Nota, Keuangan Raperda
tentang APBD Tahun 2020. Karena dengan segala dinamika yang terjadi,
proses ini dapat terlaksana hingga saat ini. Termasuk dinamika kondisi
ekonomi, antara lain tingkat pertumbuhan, investasi, inflasi dan kondisi
sosial seperti kemiskinan dan pengangguran di Daerah.

2' Terhadap beberapa hal yang sudah ditargetkan datam RAPBD Tahun zo2o
harus dapat tercapai dan tidak numpuk diakhir tahun (mbendol mburi), Meskipun
tantangan dan permasarahan kedepan diprediksi masih cukup berat.



3. Sebagai upaya dalam pencapaian pendapatan yang telah ditargetkan dalam

APBD Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Rembang dituntut untuk cerdas dan

kreatif dalam menghasilkan dan mengelola sumber-sumber pendapatan lain

yang syah. Pemerintah Kabupaten Rembang diharapkan, tidak ada kesan hanya

sekedar membelanjakan dan menghabiskan anggaran. Sumber-sumber

pendapatan alternatif lain perlu digali secara kreatif dan inovatif.

4. Upaya lain yang harus diupayakan adalah pengendalian atas kebocoran, baik

kebocoran pendapatan maupun kebocoran pengeluaran. Upaya ini perlu

dilakukan secara kreatif melalui langkah-langkah terobosan dan tidak sekedar

sebatas rutinitas dan serimonial.

Terima Kasih atas perhatian dan kerjasamanya, semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa

memberikan petunjuk dan jalan yang terbaik kepada kita semuanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 28 November 2019

FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

Ketua

FRIDA IRIANI



FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG
Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang

Telp. (0295) 691 194

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI NASDEM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TERHADAP

HASIL PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH NON APBD
TENTANG

1. Rencana lnduk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Rembang Tahun
2019-2026

2. Pembangunan Kawasan perdesaan
3. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Banyumili Kabupaten Rembang;
4. Sekolah Ramah anak.
5. Penyelenggaraan perparkiran;
6. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera untuk kita semua

Salam Restorasi
Gerakan Perubahan

Yth. Saudara Bupati Rembang;

Yth. Wakil Bupati Rembang;

Yth. saudara Ketua, wakil Ketua dan Anggota DpRD Kabupaten Rembang;
Yth. saudara Forum Koordinasi pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;
Yth. Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;

Yth. Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang; ,

Yth. Para Kepala organisasi perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

Yth' Para Pemuka Masyarakat, Rekan- rekan lnsan Pers, dan Hadirin sekalian yang
berbahagia.

mw
PARTtHasDem
GERAi(AN PERUBAHAN



Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah terlebih dahulu kita
memanjatkan puji syukur Alhamdutitlah kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta,ala,
Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan Rahmat dan Ridho-Nya, sehingga
kita semua kita dapat menghadiri acara penyampaian ,'pendapat Akhir Fraksi
Terhadap Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah NON ApBD,, dalam
keadaan sehat wal'fiat. Sholawat serta salam marilah kita lantunkan kepada Nabi
Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam, dan semoga kita sebagai umat
mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya RobbalAlamin.

saudara Bupati, wakil Bupati, saudara pimpinan sidang, Anggota DpRD dan
para undangan yang berbahagia,

Selanjutnya, ijinkan kami menyampaikan pendapat akhir Fraksi partai NasDem
DPRD Kabupaten Rembang terhadap 6 (enam) MPERDA yang telah dibahas.
Pandangan Akhir Fraksi disajikan dalam 1 paket dan materi-materi pokoknya adalah
sebagai berikut'

l' Rencana lnduk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Rembang
Tahun 2019-2A26
Perda No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Perda No.3 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan agar menyesuaikan
Peraturan Daerah tentang Rencana lnduk Pembangunan Kepariwisataan
Kabupaten Rembang Tahun 2o1g dan menyesuaikan RpJMD.

ll. Pembangunan Kawasan perdesaan
Peraturan Bupati Rembang Nomor 29 Tahun 2O1A tentang pedoman
Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat harus
menyesuaikan Perda Tahun 2019 tentang Pembangunan Kawasan
Perdesaan.

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Banyumili
1. Dana kesejahteraan karyawan harap diperhatikan,
2. Mengenai tarif jangan sampai membebani masyarakat umum.

Perbup Tahun 2A1g tentang Sekolah Ramah Anak
Kabupaten Rembang sebagai Daerah Kabupaten Layak Anak tentunya
hal ini sebagai prestasi yang harus diperhatikan utamanya di wilayah
pendidikan Kabupaten Rembang harus bisa membuat regulasi yang bisa
mewujudkan sekolah ramah anak Dan sekolah yang menyenangkan
sebagai cerminan Kota Layak Anak.

ilt.

tv.



V. Penyelenggaraan Perparkiran
1. Penertiban parkir liar.

2. Mengatur parkir agar tidak mengganggu kepentingan umum.

Vl. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang RetribusiJasa Umum.
1. Berdasarkan rentang waktu berlakunya Perda 12 Tahun 2011 perlu

perubahan

2. Berdasarkan laju inflasi yang terus saja berubah setiap tahun.
3. Berdasarkan kenyataan bahwa pelayanan di lingkungan pasar sudah

sangat meningkat.
4. Berdasarkan kenaikan tarif yang wajar dan rasional serta tidak

memberatkan masyarakat, maka fraksi NasDem menyetujui
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum untuk dilakukan.

Terima Kasih atas perhatian dan kerjasamanya, semoga Allah Tuhan Yang Maha

Esa memberikan petunjuk dan jalan yang terbaik kepada kita semuanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 28 November 2019

FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG



FRAKSI PDI PERJUANGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

PENDAqAT FRAKSI

Partai Demokrasi lndonesia Perjuangan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang

Terhadap Hasil Pembahasan :

. Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2420

, Reperda Non APDB tahun 2019

Hari lTanggal : Kamis / 28 November zALg

Dibacakan oleh :

Assalamu' alaikum Wr, Wb

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Merdeka....... Merdeka...... Merdeka.... ! I !

Yang terhormat, Sdr Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kab. Rembang

Yang terhormat, Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Forurn Koordinasi Pimpinan Daerah ( FORKOMPINDA )

Kab. Rembang

Yang Terhormat, Staf Ahli, Asisten Bupati, Semua Kabag di lingkungan Setda Rembang

Yang terhormat, Ka Dinas, Ka Badan , Ka Kantor dan Camat se- Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Sekretaris DPRD Kab. Rembang, Kabag beserta jajarannya.

Lsm, Rekan Wartawan, Ormas dan semua pihak yang telah hadir pada hari ini yang

kami hormati.



Hadirin Sidang Paripurna Yang Kami Muliakan,

Pada kesempatan yang baik ini marilah kita mengucapkan Alhamdulillah puja

dan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan

nikmatNya lah kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama menghadiri Rapat

Paripurna DPRD Kabupaten Rembang pada hari ini, selanjutnya tak lupa Sholawat

beriring salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang

kita tunggu syafaatnya di Yaumil Akhir nanti.

Hadirin Sidang Paripurna yang Kami Muliakan,

Pertama-tama ijinkan kami Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi, ucapan

terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada selur uh Anggota Panitia

Khusus dan Badan Anggaran, yang telah berkerja dengan baik untuk menyelesaikan

Pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 dan

Reperda Non APDB tahun 2019 sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Semoga

dengan terciptanya kerjasama yang baik dan harmonis dalam pemerintahan dapat

mempercepat pencapaian tujuan yang kita cita-citakan bersama.
;i

Hadirin Sidang Paripurna yang Kami Muliakan,

Nantinya setelah Rancangan Peraturan Daerah ini disahkan menjadi Peraturan

Daerah, kami Fraksi PDI Perjuangan berharap untuk Peraturatl Daerah-Peraturan

Daerah ini bisa segera ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati, agar Peraturan

Daerah-Peraturan Daerah ini segera bisa dilaksanakan. Juga Pemerintah Kabupaten

segera mensosialisasikan Peraturan Daerah tersebut kepada masyarakat agar

masyarakat bisa melaksankan nya, utamanya Peraturan Daerah mengenai perubahan

tariff retribusi.

Selanjutnya, menanggapi Tentang Raperda non APBD Kabupaten Rembang

Tahun Anggaran 2A19. Kami dari Fraksi PDI Perjuangan menerima dan menyetujui

Raperda tersebut untuk selanjutnya dijadikan Perda, dengan catatan-catatan sebagai

berikut :

o Terkait d.n*rl..,Raperda tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta

Banyumili, kami Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan sekaligus meminta

kepada Saudara Bupati agar memerintahkan Pihak PDAM untuk benar-benar



membuat Bussines Plan yang propektif, sebelum dilakukan penyertaan Modal.

Karena melihat dengan banyaknya keluhan tentang kuantitas dan kualitas air

bersih untuk masyarakat di' Kabupaten Rembang, dan juga banyaknya calon

konsumen baru yang menunggu untuk dilayani oleh PDAM, kami berharap

Pemerintah Kabupaten Rembang juga dapat memfasilitasi PDAM ':, i,

Banyumili untuk bisa mendapatkan serta mengelola sumber-sumber air bersih

yang ada dalam wilayah Kabupaten Rembang, sehingga kemudian dapat

digunakan untuk menanggulangi kekurangan air bersih, hal ini dikarenakan ada

beberapa sumber-sumber air bersih yang dikelola oleh perorangan/swasta dan

pemerintah desa. Kami berharap PDAM sebagai Perusahaan Daerah mampu

menjalankan dengan baik fungsi bisnis terkait provit dan deviden sekaligus

berfungsi sebagai Pemberi Pelayanan Umum.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan ini kami sampaikan, terima

kasih atas waktu yang telah diberikan, bila ada kata atau kalimat yang kurang

berkenan kami menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT,

Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan serta

perlindungan kepada kita semua dalam mengemban tugas dan tanggung jawab untuk

membangun Masyarakat, Bangsa dan Negara. Aamiin.

Wabillahi taufiq wal Hidayah

Wassala mu'alaikum Wr, Wb,

Merdeka.... Merdeka.... Merdeka....

FRAKSI PDI PERJUANGAN

DEWAN PERWAKIIAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

i,.

Ketua



PENDAPAT FRAKSI
DEMOKRAT.HANURA

TERHADAP
RAPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2O2O

DAN
RAPERDA NON APBD

TAHUN ANGGARAN 2O1g

FRAK$I DEMOKRAT. HANURA

DPRD KABUPATEN REMBANG

Rembang, 28 NOPEMBER 2O1g

Dibacakan oleh : GUNASIH, S.E.
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DEYI/AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI PEMOKRAT.HAN U RA
Jl. Diponegoro No.88 Rembang Tetp. (0295) 69i194

PENDAPAT FRAKS! DEMOKRAT.HAN URA
TERHADAP

RAPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2O2O
DAN

6 RAPERDA NON APBD TAHUN ANGGARAN 2019

KAMIS, 28 NOPEMBER 2O{9

Dibacakan oleh : GUNASIH, S.E.

Assalam u'alaikum Wr, Wb,

Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua ;

Yang kami hormati :

1. Saudara Bupati, wakil bupati Rembang

2. saudara Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kabupaten

Rembang

3. Forum Koordinasi Pimpinan daerah Kabupaten Rembang

4. Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang

5. saudara staf Ahli, Asisten sekretaris Daerah, Kepala Badan,

Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian SETDA dan Gamat

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang

6. saudara Pimpinan organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan

Wartawan dan Segenap hadirin yang berbahagia



I

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang memberi

Rahmat atas segala nikmat yang kita rasakan bersama yaitu kesehatan

dan keselamatan sehingga kita dapat hadir dalam rapat paripurna

Penetapan Raperda APBD Tahun 2020 dan 6 Raperda non APBD

Tahun 2019, Semoga ke depan Rembang lebih maju, Dinamis, Aman,

Tentram dan Makmur serta lman dan Taqwa yang selalu terjaga.

Saudara Bupati dan Sidang Dewan yang Terhormat,

Terkait dengan Pembahasan Raperda APBD Tahun 2O2O dan 6
Raperda non APBD Tahun 2019 yang telah melalui Pembahasan yang

panjang baik di banggar dan Panitia Khusus ( Pansus) dengan pihak

Eksekutif serta pihak-pihak terkait, tahapan demi tahapan dilalui

dengan baik dan Iancar sehingga Raperda APBD 2020 dan 6 Raperda

Non APBD Tahun 2A19 ini bisa diselesaikan dengan baik sesuai

jadwal.

Dengan mengucap Bismillairrohmanirrahim kami Fraksi Demokrat-

Hanura Menyetujui Raperda APBD Tahun 2020 menjadi Perda APBD

Tahun 2O2O dan 6 raperda non APBD menjadi perda beserta semua

perubahan dalam pembahasan banggar dan pansus serta pembahasan

ditingkat bapemperda

Saudara Bupati dan Sidang Dewan yang Terhormat,

Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebagai catatan untuk

pelaksanaan dan iuga untuk penganggaran tahun tahun depan antara

lain:

I. RAPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2O2O:

1. Kami melihat APBD Tahun Anggaran 2A20 belum

mengakomodir apa yang telah diprogramkan di RPJMD pada

Tahun ke 5 ini yaitu Pengembangan kewirausahaan dan

penguatan ekonomi kerakyatan menuju kemandirian ekonomi

yang berkelanjutan tapi Anggaran untuk itu belum terlihat;



2. Kami mengapresiasi dengan Prestasi pemerintah Kabupaten

Rembang sehingga mendapatkan dana DID sejumlah 91 M

agar di tahun depan kita dapat lagi maka kami berharap dana

ini penggunaanya harus mengacu pada PMK Nomor 141

Tahun 2019;

3. Rencana Penghapusan Eselon lll dan lV perlu dipersiapkan

dengan baik agar proses penyesuaian menjadi Pejabat

Fungsional tertentu dapat berjalan dengan baik dan tidak

menimbulkan masalah;

4. Kami Fraksi Demokrat-Hanura berharap APBD ini bisa

dilaksanakan sebagaimana regulasi yang ada dan semoga

Apbd ini bermanfaat bagi Masyarakat Rembang.

II. RAPERDA NON APBD TAHUN ANGGARAN 2O{9 :

catatan terkait dengan 6 Raperda Non APBD Tahun 2019 :

1. Perda tentang Kawasan Perdesaan diharapkan agar Program

Pemerintah dapat selaras dengan Program Pemerintah Pusat dan

Propinsi oleh karena itu Pemkab harus lebih Proaktif dalam hal

pembinaan Desa dan Pemkab harus mendorong kemandirian

Desa;

2. Perda tentang Perumda Banyumili karena PDAM sudah menjadi

Perusahaan Umum maka wajib hukumnya harus Profit

,Profesional, memperluas jaringan dan menjaga kualitas airnya;

3. Perda tentang sekolah ramah anak kami menghimbau

Pemerintah untuk bersinergi dengan Dinas-dinas yang terkait

terutama Dinas Pendidikan, sebenarnya tugas Pokok guru adalah

mendidik dan melindungi anak sehingga tanpa perda inipun

harusnya sudah sewajarnya.



Perda tentang Perparkiran kami menghimbau supaya Pemerintah

Kabupaten Rembang jangan hanya mengejar target pendapatnya

akan tetapi juga memperhatikan kesejahteraan juru parkirnya.

Kami memperhatikan banyak fasilitas umum khususnya di

Kecamatan Sulang misal Puskesmas Kecamatan Sulang tidak

ada Pengelolaan Parkir sehingga banyak kelurga Pasien yang

opname merasa was-was dan tidak nyaman karena kuatir

Kendaraannya hilang;

Perda Jasa Umum kami menghimbau Pemkab Rembang jangan

hanya mengejar retribusi tetapi harus memperhatikan

kenyamanan pedagang kami juga menghimbau supaya Pemkab

membuat lnovasi bagaimana pasar itu tetap ramai karena selama

ini yang terjadi hanya diwaktu-waktu tertentu pasar ramai dan

pada hari biasa sepi ;

6. Dengan disahkan Perda Pariwisata kami berharap supaya muncul

tempat wisata baru, Pantai atau cagar budaya yang bisa memberi

dampak Positif terhadap Masyarakat sekitar;

Demikianlah Pendapat Fraksi Demokrat-Hanura ini kami sampaikan,

akhirnya kepada Saudara Bupati, Saudara Ketua, Para Wakil Ketua

dan Anggota DPRD serta segenap tamu undangan, Kami ucapkan

terima kasih telah mengikuti dengan seksama penyampaian ini,

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan

kekuatan, petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab membangun

masyarakat, bangsa dan negara.

4.

5.



Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf

Billahi Taufik Wal Hidayah

lrfassala mu' alaiku m Wr. Wb.

Rembang, 28 Nopember 2019

FRAKSI DEMOKRAT . HANURA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIS

FRAKSI PD.H

MUGIYARTO. S.T DUMADIYONO. S.H.



ffiNR.AKYATDAERAH
IGBUPATEN REMBANG

FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA

Jl.Diponegoro No 88 Rembang Telp 693290

PENDAPAT

FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP PEMBAHASAN

RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG TA 2O2O
DAN

MPERDA NON APBD TH 2019

1. RAPERDA TTG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
PARIWISATA KAB. REMBANG TH .2019 .2026

2. RAPERDA TTG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

KAB. REMBANG

3. RAPERDA TTG PERUSAHMN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA BANYUMILI KAB REMBANG

4. RAPERDA TTG SEKOI.AH RAMAH ANAK

5. RAPERDA TTG PERUBAHAN KEDUA PERDA KAB REMBANG

NO 12 TH aAfi TTG RETRIBUSI JASA UMUM

6. RAPERDA TTG PENYELENGGARMN PERPARKIRAN

Disampaikan dalam Rapat Paripurna

DPRD KABUPATEN REMBANG

Kamis, 28 NoPember 2OL9

Juru Bicara : ANJAR KRISNIAWAN, ST



Assalamu' alaikum Wr. Wb -

o Yang kami hormati Sdr. Bupati dan Wakit Bupati Rembang

. yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap anggota DPRD

Kabupaten Rembang

o yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten

Rembang

. Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembdrg,

Staf Ahl,i, Asisten Sekda, Kepata Badan, Kepala Dinas, Kepata

Kantor, Kepata Bagian Setda dan Camat di tingkungan Pemerintah

Kabupaten Rembang.

. Yang kami hormati Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan,

LSM, rekan wartawan dan segenap hadirin yang berbahagia.

Mengawati penyampaian pemandangan umum fraksi kati ini,

perkenankan[ah kami mengajak semua untuk memanjatkan puji syukur

ke hadirat Attah SWT yang senantiasa memberikan kesehatan,

kesetamatan, rahmah dan berkah kepada kita semua sehingga kita bisa

hadir datam suasana yang berbahagia ini. Pada kesempatan ini

perkenankantah kami mengucapkan Selamat Hari Guru ke-74 yang jatuh

pada tanggat 25 Nopember yang [a[u dan Hari Utang Tahun KORPRI yang

ke-48 pada tanggat 29 Nopember besok. Kepada rekan-rekan guru kami

berpesan bahwa "nation and character buitding" berada pada pundak

panjenengan dan kepada seluruh jajaran Aparatur Sipit Negara (ASN)

kami berharap pengabdian dan pelayanannya bermanfaat bagi seturuh

bangsa dan negara.

Saudara Bupati, Wakil Bupati dan para hadirin sekalian.

Setetah dengan seksama Banggar bersama TAPD membahas

Rancangan Perda APBD Kabupaten Rembang dan datam waktu yang

bersamaan Panitia Khusus membahas Raperda Non APBD bersama OPD

disertai dengan studi banding ke beberapa daerah yang berkaitan

dengan pembahasan rapeda, tibatah saatnya kami menyampaikan



Pendapat Fraksi Karya lndonesia Sejahtera terhadap Pembahasan

Raperda-raperda tersebut, sbb.

I. MPERDA TTG. APBD KABUPATEN REAABANG TA. 2O2O

1. Kemandirian daerah.

Jumtah PAD yang keci[ ( 16,24 %) menandakan tingkat kemandirian

daerah masih sangat rendah. lni berakibat ketergantungan yang sangat

tinggi dengan pemerintah pusat dan provinsi. Kondisi ini menyebabkan
proses pembangunan tidak maksimal dan kesejahteraan rakyat masih
jauh dari yang diharapkan. Maka kerja keras dan kerja tuntas sangat
diharapkan , agar perbaikan bisa diwujudkan untuk masa yg akan
datang.

2. Perencanaan yang matang.

Adanya DID ( Dana lnsentif Daerah ) adatah berkah dan daya ungkit
yang kuat untuk menambah pembangunan di Kabupaten Rembang.

namun jika datam perencanaan ditemukan banyak ketidaksesuaian

dengan kebutuhan, maka dana tersebut justru akan metahirkan

masalah; baik pengguna maupun penerimanya. Maka agar dicermati tagi
penggunaan DID sehingga benar-benar bisa mendatangkan kemanfaatan

maksimal untuk kesejahteraan masyarakat, yakni tepat guna, tepat
sasaran dan tidak metanggar aturan.

3. Amanah dan profesiona[.

APBD adatah amanah bagi seturuh penyetenggara pemerintahan.

Maka menjaga amanah adatah tugas,mulia yang harus ditunaikan dengan

penuh kesungguhan. Sikap mengedepankan kepentingan rakyat banyak

dan menjatankan semua amanah sesuai dengan aturan yang ada adatah

sikap mental yang harus dibangun dan dikuatkan. ltutah makna

sesungguhnya dari yang namanya profesionat. Amanah dan profesionat

harus diutamakan dalam penggunaan APBD, agar segera tercipta

Kabupaten Rembang yang adit, makmur dan sejahtera.



4. Dengan diberlakukannya E_ptanning dan E_bugetting, Fraki Kls

minta pemerintah untuk metakukan perencanaan fisik di tahun sebetum

petalaanaan pekerjaan ditakanakan atau poputer disebut (T-1). Hat ini

mutlak dilaksanakan untuk mempermudah pelakanaan pembangunan di

Kabupaten Rembang. Karena sampai saat ini Fraksi KIS masih prihatin

terhadap capaian kinerja petaksanaan fisik, contohnya pekerjaaan di

Jatan Wisata Sendangcoyo - Criwik - Warugunung yang sampai saat ini

belum berjatan sama sekati padahal sudah ada pemenangnya; Jatan

Lingkar Karangmangu Sarang juga memprihatinkan kondisinya. Dengan

waktu yang mepet, di akhir tahun ini sepertinya sangat sul,it untuk
disetesaikan. Katau perencanaan sudah ditakukan sebetum tahun
berjatan, diyakini bahwa semua pekerjaan akan setesai ditahun berjatan
karena waktu yang disediakan cukup panjang.

5. Datam rangka memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat di
perdesaan yang tidak terjangkau jaringan PDAM, pemerintah
mengadakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih (pAB) yang

ada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, tetapi ironisnya
kegiatan tersebut tidak berani dijatankan dengan atasan karena witayah
desa bukan merupakan kewenangan dari pemerintah kabupaten. Sampai
saat ini hasit pengawasan kami bahwa ada 5 PAB yang tidak berjatan
yaitu PAB Butaksempu Kecamatan Sumber, PAB Banowan dan Temperak

Kecamatan sarang, PAB Menoro dan Karas Kecamatan sedan.

Pemerintah diharuskan mencari sotusi terkait permasatahan tersebut,
karena keadaan yang memang serba sulit, mau dianggarkan tewat
bantuan keuangan, tidak memungkin karena batasan kuota, sementara

katau dianggarkan metatui APBD Kabupaten Rembang, ternyata tidak
berani menjatankan.

6. Pemerintah daerah perlu menegaskan pentingnya sinkronisasi
program pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi
juga dengan pemerintah desa. Hat ini menjadi probtematika yang

cukup serius untuk segera diarnbit tangkah agar ke depan program

pembangunan di Kabupaten Rembang bisa berjatan bersama-sama tanpa



terjadi tumpang tindih kewenangan dan anggaran, petakanaan

kegiatan yang tidak tepat sasaran dan lain sebagainya. Karena kami

metihat ditapangan, kewenangan pemerintah kabupaten ada yang

dikerjakan oteh pemerintah desa. Hat ini akan menjadi permasatahan

terkait asetnya. 
,

7. Satah satu rekomendasi kami terhadap pengetotaan pAD adatah

kebocoran potensi PAD dari bagi hasit raman di TPI Sarang harus segera
dicarikan sotusi oleh Pemkab Rembang, karena kapat-kapat freezer
tidak metetang hasil tangkapan ikannya di TPI Sarang. Demikian puta

dugaan kebocoran retribusi di rpl rasikagung harus segera diusut.

II. MPERDA NON APBD TAHUN 2019.

Raperda tentang Rencana tnduk pembangunan pariwisata

Kabupaten Rembang Tahun 201 g - 2026.
. Kawasan strategis pariwisata harus mempunyai fungsi utama

serta untuk mendorong kawasan yang mmpunyai pengaruh

penting untuk pertumbuhan ekonomi, sosiaI budaya,
pemberdayaan sumber daya alam, mempunyai daya dukung

tingkungan hidup, keamanan serta sebagai sarana

peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

. Kawasan Pengembangan Pariwisata merupakan cakupan

luasan area atau daerah tertentu yg mmpunyai karakter
produk wisata dominan yg nantinya sebagai komponen dtm

membuat brand-market kawasan tersebut.

Raperda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten

Rembang.

o Pembangunan kawasan pedesaan yang akan dibentuk harus

menyesuaikan dengan RPJMD dan RPJMDes beberapa desa

yang bersangkutan.

o Adanya sinkronisasi program RPJMD dgn RpJMDes datam

menentukan arah pembangunan sehingga terjatin

1.

2.



kesinambungan program pembangunan daerah dengan

pembangunan desa.

. Berpijak dengan pengembangan pembangunan kawasan
perdesaan bisa dikembangakn dengan membentuk BUMDes-

Ma (BUMDes-Bersama) sehingga mempunyai tujuan bersama

datam menentukan perencanaan serta arah tujuan
pembangunan sampai pemberdayaan masyarakat sebagai

sarana peningkatan perekonomian masyarakat.

o Pengembangan pembangunan kawasan pedesaan tebih
berorientasi kepada pengembangan desa dan memberikan

ruang kepada masyarakatnya untuk mengembangkan potensi

desanya.

3. Raperda tentang Perusahaan umum Daerah (perumda) Air
Minun "Tirta Banyumili" Kabupaten Rembang.

o Fraksi Kls meminta kpd pemerintah dan perusahaan umum

Daerah (Perumda) Air Minun "Tirta Banyumiti', Kabupaten

Rembang untuk bisa memakimatkan potensi sumber daya

air yang berada diwilayah Kabupaten Rembang, baik yang

berupa embung, bendungan, air bawah tanah yang berupa

sumur tanah dangka[, sumur tanah datam, mata air serta
potensi sumber air [ain, agar bisa mencukupi ketersediaan

air bagi masyarakat. Karena seperti kita ketahui bersama

bahwa ketika musim kemarau tiba, masyarakat Rembang

sangat keturangan air bersih. Untuk itu kami mendorong

kepada pemerintah untuk cepat mereatisasikan embung-

embung baru yang sudah masuk dalam rencana

pembangunan seperti Embung Katiombo, Embung

Trenggutunan, Embung Pasedan dan lainnya. Kami minta
juga agar pemerintah menyiapkan anggaran untuk

pembebasan lahan bagi rencana embung yang masih

mempunyai kendata terkait dengan lahannya.



Pemerintah pertu membuatkan pertindungan hukum bagi

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minun "Tirta
Banyumiti" Kabupaten Rembang terkait persoatan sumber

air, mata air atau embung yang tokasinya berada di desa.

Karena terkait kewenangan yang ada di desa, seringkati

Perusahaan umum Daerah (Perumda) Air Minun "Tirta
Banyumiti" Kabupaten Rembang tidak bisa berbuat apa-apa

ketika akan melakukan penambahan debit air. Masyarakat

desa seringkati menang-menangan agar bisa menguasai

sumber air tersebut. Hat ini dipertukan ketegasan dari
Pemerintah kKabupaten agar bisa memberikan pemahaman

bahwa "Bumi dan air dan kekayaan atam yang terkandung
didalamnya di kuasai oteh negara dan dipergunakan sebesar-

besarnya untuk kemakmuran rakyat", sesuai dengan pasat 33

ayat 2 UUD tahun 1945.

Perusahaan umum Daerah (perumda) Air Minun ,,Tirta

Banyumiti" Kabupaten Rembang pertu menggandeng aparat
penegak hukum untuk mengatasi permasalahan pencurian

air yang mencapai 29 %. Karena hat ini sering terjadi dan

beberapakati masuk di pemberitaan media. Karena kasus

kehitangan air yang termasuk katagori tinggi dan kerusakan

jaringan pipa karena ulah manusia bisa menghambat

petayanan air bagi masyarakat.

Kami juga meminta agar petayanan air bersih benar-benar

sesuai dengan standar air bersih yang [ayak, tidak berbau,

tidak berwarna, tidak berasa dan lain sebagainya. setain itu
atiran air harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai

hari ini air mengalir, besok paginya air tidak mengatir.

Diharapkan air bisa mengatir secara rutin tiap hari kepada

sekitar 22 ribu petanggan yang ada diseturuh Kabupaten

Rembang.

Ada fakta yang ironis pada saat musim kekeringan, disuatu

tempat yang sudah ada jaringan PDAA,I namun airnya macet
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sama sekati, masyarakat setempat membeti air ke PDA 
^

dengan tarif terentu. Mudah mudahan hat ini tidak akan

terjadi tagi pada saat terbentuk Perumda Air Minun "Tirta

Banyumiti" nanti sehingga masyarakat tidak mbrebes miti.

r Dengan dibentuknya sebuah Perusahaan Umum Daerah Air

Minum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minun "Tirta

Banyumiti" Kabupaten Rembang, kedepan setelah

perusahaan bisa menutup semua defisit, maka setain

memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat,

Direksi juga harus memikirkan pembemberian deviden

kepada Pemerintah Kabupaten Rembang sebesar 40 persen

dari laba sesuai dengan yang tertuang didatam Raperda yang

akan disahkan ini.

Raperda tentang Sekolah Ramah Anak.

. Setelah Raperda ini disahkan dan diundangkan maka semua

pihak yang terlibat didatam aturan daerah ini bisa

metaksanakannya. Jangan sampai aturan ini hanya

dijatankan oleh Dinas Pendidikan saja. Jadi dukungan

kegiatan dan anggaran dari semua sektor sangat dipertukan,

baik yang berasal dari pemerintahan kabupaten, pemeritahn

desa maupun masyarakat.

o Setetah diundangkan perda ini maka segera di susun

juknisnya agar segera bisa di imptementasikan di sekolah-

sekotah mutai dari PAUD, TK, SD dan SMP. Kami juga

meminta ke SMA/SMK yang ada diwitayah Kabupaten

Rembang juga dapat menerapkan Sekolah Ramah Anak,

karena Sekol,ah Ramah Anak itu bukan hanya sebatas

Program, tetapi adatah sebuah kebutuhan bagi seluruh

masyarakat. Meskipun pengetolaan SAM/SMK saat ini oteh

Pemerintah Provinsi, tetapi untuk penerapan sekotah ramah

anak tidak ada satahnya iku diterapkan disekotah tersebut,

karena anak-anak kita yang bersekotah disitu dan



sekolahanya juga ada wilayah kabupaten Rembang.

Demikian juga Program Sekotah Ramah Anak hendaknya bisa

diterapkan pada M!/MTs/MA di witayah Kabupaten Rembang

yang pengetotaannya dibawah Kementerian Agama.

o Dengan diterapkanya sekolah ramah anak, diharapkan anak

didik akan menjadi gembira, bahagia, menyenangkan dan

bebas dari rasa ketakutan atau bebas dari bentuk intimidasi

lainya.

5. Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 12 Th. zo11

tentang Retribusi Jasa Umum.

Perda ini mengatur perubahan tarif jasa umum atas fasititas
pasar seperti penggunaan kios pasar, los pasar, petataran pasar,

pemanfaatan MCK dan lahan parkir kendaraan di kawasan pasar

dan sekitarnya, dengan tujuan meningkatkan pendapatan asti

daerah (PAD).

Jangan hanya PAD yang bertambah, namun yang tebih

penting adatah kepuasan masyarakat pengguna jasa fasititas pasar

juga meningkat. Kita tidak mau lagi metihat pasar yang kumuh,

bau pasar yang menyengat, tingkungan pasar dan parkir kendaraan

yang semrawut serta suasana pasar dan sekitarnya yang tidak

sedap dipandang mata.

6. Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Ketertiban [atu [intas termasuk suasana perparkiran adalah

cermin budaya masyarakat, cermin disiptin masyarakat. Manakata

[a[u lintas nampak semrawut, tata ketota perparkiran betum

tertib, kebocoran pendapatan daerah dari retribusi parkir masih

tinggi; disitutah budaya dan disiptin kita masih pertu

dipertanyakan. lnitah pentingnya ditetapkan Peraturan Daerah

tentang Penyetenggaraan Perparkiran. Dengan ditetapkannya

Perda tentang Penyetenggaraan Perparkiran ini kami berharap

antara lain:



Rambu-rambu dan marka jatan yang sudah rusak atau yang

sudah tidak sesuai dengan kondisi jatan segera diperbaiki.

Parkir kendaraan berat yang tidak tertib di jatan nasiona[

sudah banyak memakan korban jiwa supaya mendapat

perhatian serius dari instansi yang berwenang yakni Dinas

Perhubungandan KePotisian.

Para petugas parkir atau juru parkir diberikan edukasi

bahwa tggas mereka tidak hanya memungut retribusi parkir

tapi juga mengatur ketertiban latu [intas.

Tertib pemberian karcis parkir sesuai dengan jenis

kendaraan.

Penertiban pedagang kaki

[intas.

dsb.

lima agar tidak mengganggu latu

Demikiantah Pendapat Fraki Karya lndonesia Sejahtera terhadap

Pembahasan Raperda APBD Kab Rembang z0z0 dan Raperda Non ApBD

2019 lainnya. Dengan disertai catatan-catatan tersebut, Fraksi Karya

lndonesia Sejahtera dengan ini me...nve...tu...iu...i ditetapkannya

Raperda APBD tahun 2020 menjadi Perda APBD Kabupaten Rembang

tahun 2020 dan Raperda-raperda Non APBD tahun 2019 menjadi Perda

Kabupaten Rembang tahun 2019.

Para hadirin sekalian yang mulia.

Sebetum mengakhiri pemandangan umum ini kami ingin

mengingatkan bahwa semua yang hadir di ruangan ini adatah pemimpin,

pemuka masyarakat. Perkenankan[ah kami mengutip pesan Prabu

Yudhistira ketika mewisuda Raden Parikesit sebagai penerus Kerajaan

Amarta yang kemudian disebut sebagai ajaran 3 H (tetu ha). Konsep "3

ha" tersebut adalah "hamoilg, hamot lan hamemangkat"

1. Hamong, artinya seorang pemimpin atau pejabat harus sanggup

berperan sebagai pamomong yaitu orang yang metayani bukan



seorang yang setatu minta ditayani. Sebagai abdi masyarakat

menuntut sikap tidak mudah mencela.

Hamot, berarti mampu menerima (amot / mewadahi) semua hat

yang didengar atau disampaikan oteh orang [ain, mendengarkan

keluhan dan aspirasi dari rakyat

Hamemangkat, seorang pemimpin atau pejabat harus menjaga

martabat pribadi dan negara dengan menjaga tingkah laku yang

baik dan menjadi panutan dan suri tautadan bagi rakyatnya.

Bita ada kata yang kurang berkenan pada penyampaian pendapat

fraksi ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Attoh SWT

senantiasa memberikan rahmah dan berkah kepada kita semua datam

menjatankan tugas dan pengabdian membangun Kabupaten Rembang.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

DPRD MBUPATEN REMBANG

FRAKST IIABYA' INDONESIA SEJAHTERA

SekreJarts,

--'-.4--,,,42

2.

3.

PUDJI SANTOSA, SP, MH



BUPATI REMBANG

SAMBUTAN BUPATI REMBANG
pADA AcARA FeNoapAT AKHIR BUPATI ATAs

HASIL PEMBAHASAN RAPERDA

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN

eit-nN.,A DAERAn xneuPATEN REMBANG

TAHUN ANGGARAN 2O2O

Tanggal, 28 November 2019

Assalamu'alaikum Wn Wb'

Ykh. - Pimpinan dan Seluruh Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Rembang ,

Ykh. - Wakit BuPati Rembang;

Ykh..ForumKoordinasiPimpinanDaerah
KabuPaten Rembang ;

Ykh. - Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang ;

Ykh. - Staff Ahli, Para Asisten Sekda dan Kepala

Bagian di Lingkungan Setda Rembang ;

Ykh. - Kepala OPD se-Kabupaten Rembang'

Ykh. - Para Camat se-Kabupaten Rembang dan

Hadirin sekalian yang berbahagia'
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Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah

terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur

Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang

Maha Kuasa, atas segala limpahan Rahmat dan

Ridho-Nya, kita dapat menghadiri Rapat Paripurna

terakhir DPRD, dalam rangka " Pembahasan

Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun

Anggaran 2020" dalam keadaan sehat wala'fiat.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Pada kesempatan yang baik ini izinkanlah saya

menyampaikan ucapan terima kasih kepada

pimpinan dan segenap anggota dewan yang

terhormat atas ketepatan waktu dalam penyusunan

RAPBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran

2020



t,
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pelayanan publik yang berkualitas, efektif,

akuntabel, transparan dan partisipatif guna

mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap,

transparan, partisipatif dan berkeadilan.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Adapun ringkasan RAPBD

Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020

sebagai berikut : Pendapatan Daerah sebesar

Rp. 1.891 .753.253.706,- (Satu tritiun delapan ratus

sembilan puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh

tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus

enam rupiah), Belanja Daerah sebesar

Rp.1 .964.433.829 .762,- (Safu triliun sembilan

ratus enam puluh empat milyar empat ratus tiga

puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan

ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah), defisit

sebesar minus Rp, 72.680.576.056,- (Tujuh puluh

dua milyar enam ratus delapan puluh juta lima ratus

tujuh puluh enam ribu lima puluh enam rupiah)

dan ditutup dengan Pembiayaan sebesar
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Rp. 72 680.576.056,- (Tuiuh puluh dua milyar enam

ratus delapan puluh iuta lima ratus tuiuh puluh enam

ribu tima puluh enam rupiah) sehingga postur

RAPBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran

2A20 balance,

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati'

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 yang

telah kita bahas dan setujui bersama semoga

mampumemenuhiharapansertacita-citaluhur
yang telah kita haraPkan bersama'

Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia

ini kami atas nama Pemerintah Kabupaten

Rembang menyampaikan ucapan terima kasih

kepada Ketua beserta seluruh pimpinan dan

anggota DPRD Kabupaten Rembang atas segala

dukungan dan kerjasama yang baik selama ini'

Semoga amal ibadah saudara dan kita semua

mendapat imbalan pahala yang melimpah dari

Allah Subhanahu Wata'ala. Amin'
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Sebelum mengakhiri sambutan ini' perlu saya

sampaikan, Alhamdulillah pada hari Senin 25

November 2019, Kabupaten Rembang menerima

Piagam Penghargaan sebagai Pemerintah Daerah

Terbaik Kedua Dalam Kinerja Penyaluran Dana

Desa Tahun 2A1g Se-Wilayah Provinsi Jawa

Tengah. Penghargaan tersebut diserahkan langsung

oleh Gubernur Jawa Tengah Bapak H. Ganjar

Pranowo, SH. MIP' di Semarang'

Untuk itu saya mengucapkan terima kasih

kepada semua pihak terutama Dinpermades' para

camat, pendamping desa dan semua kepala desa

atas capaian kinerja tersebut, teriring harapan

penghargaan tersebut dapat lebih memberikan

motivasi kepada kita semua agar di dalam

pelaksanaanAPBDTahun2o2onantibisaberjalan
lancar, cepat, dan tepat sesuai regulasi yang ada'

Demikian telah saya sampaikan Pendapat

Akhir Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020' Dan

selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah'
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Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa
memberikan bimbingan dan kemudahan dalam
membangun Kabupaten Rembang yang lebih baik.
Sekian, terima kasih

Wassalam u'alai ku m Wr. Wb.

Bupati Rembang

4 H. ABDUL HAFtpZ. SPd.t. 
4_



BUPATI REMBANG

SaMautAN eu pari nerueer.lG
PADA ACARA RAPAT PARIPURNA III

PENDAPAT AKHIR BUPATI TERHADAP HASIL

PEMBAHASAN ATAS 6 (ENAM) RAPERDA

Kamis, 28 Nopember 2019
.-

Ass a I a m u a I a i k u m wa ra h m atu I I a h i w a b a ro katu h.

Yang kami hormati :

- Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Rembang;

- Wakil Bupati Rembang;

- Rekan-rekan Forum Kooordinasi Pimpinan Daerah;

- Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten

sekretaris Daerah dan Kepala Bagian sekretariat

Daerah KabuPaten Rembang;

- sekretaris DPRD, Kepala Badan dan Kepala Dinas

se-Kabupaten Rembang;

- Camat se-Kabupaten Rembang; serta

- Para hadirin sekalian yang berbahagia.



Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita

senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah

SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan

rahmat dan ridho-Nya, kita dapat hadir bersama dalam

keadaan sehat wal'afiat pada acara Rapat Paripurna lll

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang'

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, Rapat

Paripurna lll DPRD dengan agenda Persetujuan 6

(enam) Raperda, telah dapat berjalan dengan lancar dan

menghasilkan ketetapan-ketet'apan dari agenda yang

telah disepakati bersama.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta

hadirin yang saya hormati,

Perlu diketahui bersama, bahwa proses

pembahasan Rancangan Peraturan Daerah merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari sistem formulasi

kebijakan publik, yang diharapkan dapat memenuhi

berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara

optimal.
Kebijakan publik yang tepat, merupakan kata kunci

bagi keberhasilan sebuah pemerintahan, atau dengan

kata lain, hanya pemerintahan yang memiliki kebijakan

publik yang tepat yang akan memiliki peluang untuk

maju bersama masYarakat.



Oleh karena itu, atas nama pemerintah daerah
sangat menghargai semangat dan kerja keras rekan-
rekan anggota DPRD, sehingga dari 5 (lima) Raperda
yang kami ajukan dan 1 (satu) Raperda yang diajukan
oleh DPRD telah diproses melalui pembahasan yang
efektif dan akurat dalam rapat Pansus DPRD Kabupaten
Rembang. Besar harapan kami menjadi stimulan dan
pemacu semangat sehingga mampu meningkatkan
kinerja dalam penyusunan produk hukum daerah yang
berkualitas.

Oleh karena itu, dengan kerja keras Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, dalam
membahas 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah
menjadi Peraturan Daerah yang sangat kami hargai
selama berlangsungnya rapat paripurna ini ialah adanya
rasa kebersamaan di dalam pembahasan Raperda
antara Pihak Eksekutif dan Legeslatif sehingga
pembahasan 6 (enam) Raperda telah dapat
dirampungkan tepat pada waktunya melalui musyawarah
dan mufakat, saya atas nama Pemerintah Kabupaten
Rembang menyampaikan terima kasih dan penghargaan
yang tinggi.



Terkait 6 (enam) raperda yang akan disetujui
menjadi Perda sebagai berikut :

1. Raperda tentang Penyelenggaraan perparkiran;

2. Raperda tentang Pembangunan Kawasan perdesaan

di Kabupaten Rembang;
3. Raperda tentang Sekolah Ramah Anak;
4. Raperda tentang Rencana lnduk pembangunan

Kepariwisataan Kabupaten Rembang Tahun 2O1g-
2026;

5. Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air
Minum Tirta Banyumili Kabupaten Rembang;

6. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas peraturan
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum;

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta
hadirin yang saya hormati,

Kami sangat menghargai pendapat, saran dan
harapan dari seluruh anggota dewan pada saat
penyampaian pandangan umum, fraksi maupun pada
saat pembahasan di tingkat Pansus. Kami meyakini
bahwa pada saat proses pembahasan maupun
sebelumnya telah banyak mendapat masukan/saran
yang menurut kami merupakan input yang positif dalam
penyempurnaan Raperda tersebut, guna peningkatan
penyelenggaraan pelayanan publik y.ang lebih baik.



Semua masukan dan harapan yang tercermtr'

dalamlaporanpanitiakhusustentunyaakandapatkami
jadikan sebagai referensi' sekaligus sebagai bahan

pertimbangan kami dalam merumuskan berbagai

kebijakan pemerintah di waktu yang akan datang'

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan

dalam Rapat Paripurna lll persetujuan 6 (enam)

RancanganPeraturanDaerah'melaluisidangDewan
yang terhormat' r ., -

Semoga Allah SWT memberikan petunjuk dan

bimbingan kepada kita dalam membangun daerah dan

mensejahterakan masyarakat Kabupaten Rembang'

Sekian terima kasih'

Wassalamu' alaikum Wn Wb'

BUPATI REMBANG,

k
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BERITA.ACARA

NOMOR : 9OO l?tt'.ol 2aL9
NoMoR: 9Oo 161 lzol-e

PERSETUJUAI{ BERSAMA KEPALA DAERAH DAI{
DEWAN PERU/AKILAN RAKYAT DAERAH

I{ABUPATEN RTIVIBANG

TENTANG

RAI{CANGAN PERATURAI{ DAERAH I(ABUPATEN RTMBANG
TENTANG ANGGARAI{ PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

I(ABUPATEN REMBANG TAHIIN ANGGARAN 2O2O

Pada Hari ini Kamis taruggal Dua P(iluh Delapan bulan November Dua

Ribu Sembllan Belas kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. H, Abdul Hafidz, S.Pd.I

2. H. Majid Kamil. MZ.

3. H. M. Blsri Cholil Laquf

: Bupati Rembang, dalam hal ini
bertindak untuk dan Atas narna
Pemerintah Daerah KabuPaten
Rembang Yang beralamat di Jalan P'

Diponegoro No. 90 Rembang Yang
seianjutnya disebut sebagai PIHAK
PERTAITI4.

: Ketua Dewan Perwakilan RakYat
Daerah KabuPaten Rembang '

: Wakil Ketua l)ervan Perwakilan
Ralg'at Daerah Kabupaten Rembang'

4. Supriyadi Eko Praptomo, s.E. : wakil Ketua Dewan Perwakilan
Ral<1'at Daerah KabuPaten Rembang'

5. Ridwan,S.H.rM.H. : Wakii Ketua I)ewan Perwakilan
Rakyat Daerah KabuPaten Rembang'

Dalam hal ini bertrndak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA'

Menyatakan bahwa :

L PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Rembang Tahun



perl-\'esu*"i&n da:: perub*har: seiraga.imr,rn;r Lefl.uang pada c*tatrln yangterlampir cialam benta acara ini; L;, iuang pada

2 PIHAI{ PER?AII{A ttlpat menenma ciengan bail.r pent.eeuaian clanlreruLrah;:-ir l?iiinca,gan Anggar*: 
, 
pr:rrriapata* cla, Be)arrja Daerah{itAPBi-r) ir'ai-'upateir rieniba*g 'l'nl:ur,., Ai'iggarzur :2020 sebagaima.atertuang J:ada catata-n ,,ang terla,rpir au:**-r*.rita A.cara ini.

3' 'sela,-iut,-'r'a pIHaK pERTAftIA akan menyslssaikan perr-rbahan dan'koreksj at'as Renrcangan 
-Arlggu.un 

pendapatan cian Belanja f)aerahil?APBn) I(ahrrpaten [enriran[ Tair-rr:r n-*gg*r*,. 202c] seraras crengani:err.1'esuaiern dan trre'rrbahan 
_ 
sehagaimana tertua.r"rg parcra r:atatanter:lami:rir. Rerjta Acaia ini selarnbat_iail-tr"*i,* J (rigaj lrari kerja setelairlanggal rlirandata:,rgali Berita ncara i;j. 

"""'

4' PIII&$ PERT,,{MA ill<an menyampail<a, kepada oubernur Flrovinsi ,ja*,aTengah untul<. mendapat f*rrg*uahan selainbat-jaml:atn_u*" S (tiga) harikerja setelah ciitandata"g""i Berita Aca.ra ini.

Demikian Persetujua. itri ciibuat ctan djtanriatangani oleir l<eclua l:elah pihrakda-lanr r"a*qkap 2 ( Elr'ra i u,-tt,,i. *apat dipergu.,uk*r, selragaimana rnestinl,€r.

tsUPAT'T EIMM$AIS(i
DPR,D KABUPATEN

):-

wl},KIL KETUA DPFD I(ABUPATEN
FSMBANG

H. M.
{

Eisri\cho il Laquf

H. Abdul Hafidz, S.p.d.I d Kanril. MZ.

WIAKIL KETUA DPild HA,tsUP.{



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JA\VA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 27 TAHUN 2otq

Membaca

Menimbang

Mengingat :

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2O2O

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

: Nota I(euangan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2O2O:

: a. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan
dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Rembang
diperlukan adanya Anggaran Pendapatan dan Beianja
Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2O2O;

b. Bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 perlu ditetapkan
menjadi Peraturan Daerah;

C.

l.

bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b,
perlu persetujuan Derviin Perwakilan Ralryat Daerah
I(abupaten Rembang yang ditetapkan dengan Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabr,rpaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

4,

Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;

3.

5.



6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungj awab Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Rencana Jangka
Panjang Nasional Tahun 2OO5-2O25;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OOg tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil
Negara;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2Ot2 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanair
Umum;

Peraturan Pemerintah Nomor.71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Al4 tentang
Desa sebagaimana telah diubah beberapa kaii terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2A14 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang
Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Al7 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

7.

8.

9,

10.

11.

72.

13.

14.

15,

16.

17.

18.

19.



2a' Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 201g tentang pedoman
Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakiian Rairyat Daerahprovinsi, Kabupaten dan Wali Kota;

21. peraturan pemerintah Nomor rz Tahun 2org tentangpengeiolaan Keuangan Daerah ;

22, peraturan Daerah Kabupaten Rembang N,mor r3 Tahun 2006tentang pokok-pokok pengeroraan reuaigan Daeiah;

23. peraturan Daerarr. Kabupaten Rembang Nomor s rahu n 20L6tentang organisasi dan Tata Kerja Peraigkat Daerah xauupatenRembang.

Memperhatikan: 1. Laporan Badan Anggaran Dewan perwaklan RakyatDaerah Kabupaten Rembang tanggar 2g November 2019.2. Pendapat Fraksi-fraksi Dewan perwakilan Rakyat Daerah
^ Kabupaten Rernbang tanggal 2g November 2019.3. Rapat paripurna Dewari perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Rembang tanggal 2g November 2019.

UET[UTUSNAN :

Menyetujui Rancangan peraturan Dlerah Kabupaten Rembang
tentang Anggaran pendapatan dan Beranja Daerah KabupateiRembang Tahun Anggaran zozo Leserta perubahan-
perubahannya sebagaimana tersebut dalam laporan Badan
Anggaran untuk ditetapkan menjad,i peraturarr Daerah.

Menetapkan :

KESATU :

KBDUA

KETIGA

: Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana diktum
KESATU Keputusan ini kepacia Bupati Rembang.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

".pada tanggal 28 November 2019
PiEBWAKI LAN RAKYAT DAE RAH.-KABqIFATEN REMBANG

Ditetapkan di Rembang

- 
"'i:i,IrKetrra,

KAMIL MZ.

I

. MAJ


